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ABSTRAK

Nama . Irena Fatma Pratiwi
Program Studi : llmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Notaris terp&ktalnya

Perjanjian Yang Dibuatnya.

Pada dasarnya suatu perjanjian dinyatakan sah lap@bah memenuhi syarat
sahnya perjanjian seperti syarat sebagaimana ymamaksud dalam Pasal 1320
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan syarat didndang- undang. Namun
ada beberapa perjanjian yang belum dianggap sabilagalak dibuat dalam
bentuk akta otentik atau dibuat di hadapan notddmumnya, keharusan
dibuatnya akta otentik tersebut dimaksudkan untegektingan pembuktian di
pengadilan atau karena adanya syarat bentuk alaatilotuntuk perjanjian
tertentu, seperti dalam perjanjian hibah dan pggamerdamaian, yang jika tidak
dipenuhi akan membuat perjanjian tersebut batatharena itu, peran dan
tanggung jawab notaris dalam membuat akta oteetilkngga sangatlah penting.
Notaris yang lalai dalam menjalankan tugasnya ssbagjabat publik pembuat
akta otentik sehingga menimbulkan kerugian baga painak yang bersangkutan
dapat dituntut berupa penggantian biaya, ganti dagi bunga dan mendapatkan
sanksi dari Majelis Pengawas Notaris. Tujuan danefitian hukum ini adalah
mengetahui bagaimana kekuatan hukum suatu penaygiag dibuat di hadapan
notaris, mengetahui bagaimana pertanggungjawabamargg notaris dalam hal
suatu perjanjian batal demi hukum dan mengetahmkssehukum bagi notaris
dalam hal ketidakhati- hatian dalam melakukan pekenya. Penelitian ini
menggunakan metode normatif dengan pendekatan gndadang atawtatute
approach.

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban notaris, Batalnya perjanjian
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ABSTRACT

Name 1rena Fatma Pratiwi
Study Program : Science of Law (Civil Law)
Title : The Responsibility of Notary on The Fomne

Agreement Which Declared Cancelled.

An agreement is basically considered legal if & haeet the legal conditions of
agreement as referred in Article 1320 The Book ofilGCode (Burgerlijk
Wetboek) and other conditions outside law. But somgeeement considered
illegal if there is no authentic deed made in froht notary. The requirement of
the authentic deed is generally intended for theoirrance of evidence/testimony
In court or because an authentic deed is the dondibr some agreement, as in a
peace treaty or a grant agreement, which will mileagreement flawed when
not fulfilled. Therefore, notary’s roles and respitilities in making authentic
deed are vital. When a notary failed to perfornitas task as public officials in
making authentic deed and create loss to partiesecned, he/she will be charged
with expenses incurred, losses and interest tontitary, and obtain sanctions
from the Notary Supervisor Assembly. The objectofethis law research is to
acquaint the force of an agreement made in frord obtary, knowing how A
notary account for an agreement which revoked emtime of law and knowing a
law sanction for a notary for not being careful egio to his/her work. This
research use normative mode with statute approach.

Keyword:

The Responsibility of Notary, The agreement whiebldred cancelled.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum perjanjian tentunya sudah tidak asig§ untuk orang-
orang yang menjalani profesi hukum maupun masyardianyak.
Perjanjian adalah sumber terpenting yang melahigeikatan: Apabila
terdapat dua orang yang mengadakan suatu perjanmiaka atas mereka
berlaku suatu perikatan hukum yang merupakan huwurgukum di
antara mereka. Salah satu contoh hubungan hukum dapat kita lihat
sehari- hari antara lain jual beli, sewa menyevemy thasih banyak lagi.
Menurut bentuknya, perjanjian dapat dibedakan naeperjanjian tertulis
dan perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tertutidalah hasil kesepakatan
antara dua pihak atau lebih yang dituangkan dalantulz hitam di atas
putih, sementara perjanjian lisan adalah hasilpassan antara dua pihak
atau lebih yang hanya diucapkan saja melalui Keaita tanpa dituangkan
dalam bentuk tertulis. Pada dasarnya, baik peganjtertulis dan
perjanjian lisan akan melahirkan perikatan di antpihak- pihak yang
bersepakat untuk saling memenuhi kewajiban masmngsing. Namun
yang membedakan keduanya adalah kekuatan perika@uanya yang
berkaitan dengan kekuatan kedua bentuk perjangaselbut di mata
pengadilan.

Kata perjanjian sendiri dikenal dalam bahasa Rkaryaitu
“overeenkom&t yang diterjemahkan dengan menggunakan istilah
“perjanjian” maupun “persetujuan”. Wiryono Projodib mengartikan
perjanjian dari kataverbintenis sedangkan katavereenkomstliartikan

dengan kata persetujudrR. Subekti mengartikaverbintenis sebagai

! Subekti (a)“Hukum Perjanjiarf, cet. 2. (Jakarta:PT.Intermasa:2005), hal.1.

2 Wiryono ProjodikoroHukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan fiarteet
1. (Bandung: Penerbit Sumur Bandung, 1981), hal. 11.

UniversitasIndonesia
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perutangan/perikatan  sedangkamvereenkomst diartikan sebagai
persetujuan/perjanjiahVerbintenismerupakan suatu istilah dalam bahasa
Belanda yang oleh para sarjana Indonesia diterjkamhke dalam
berbagai istilah, seperti istilah perikatan, pemgan, dan perjanjiah.
Akan tetapi, istilah perikatan dianggap cenderuafin tepat karena
pengertian dawverbintenislebih sesuai dengan istilah perikatan di mana di
dalam perikatan itu para pihak saling terkait dielk dan kewajiban atas
suatu prestasi.Dalam perumusan yang diberikan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) y&itu:

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena pergetn, maupun

karena undang-undang”.

Menurut Subekti, mengartikan perikatan sebagai usyagrhubungan
hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasar&an pihak yang satu
berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang laam pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan ‘itu.

Dalam praktek hukum acara perdata, terdapat 3 jemiat yang
dapat diajukan sebagai bukti, yaitu surat perjanfimsa, akta otentik dan
akta di bawah tangan. Perbedaan dari ketiga sns#lut terlihat dari cara
pembuatannya. Surat biasa dibuat tidak dengan rmdabkstuk dijadikan
bukti. Sementara, akta dibuat dengan sengaja utijalikan bukti atas

® R. Subekti (b) ,Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasignaet. 2, (Bandung,
Alumni,1976), hal 12-13.

* Hartono Hadisoeprapt®okok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jamircat, 1,
(Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 28-29.

® Ibid.

® R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio (cKitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek cet,.37, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 200+)1233.

" Subekti (a) loc. cit.
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suatu peristiwva hukum atau hubungan hukum yangdh teldéakukan.
Menurut Pasal 165 H.I.R :

Surat (akte) yang syah, ialah suatu surat yangrbliat demikian
oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuagak un
membuatnya, menjadi bukti yang cukup bagi keduahbpihak
dan ahli warisnya dan sekalian orang yang menddyzt
daripadanya, tentang segala hal yang disebut ldidaurat itu
dan juga tentang yang ada dalam surat itu selpEgaberitahuan
saja.

Singkatnya. akta otentik adalah surat yang dipdrbleh atau di hadapan
pegawai umum yang berkuasa akan membuatnya, mekeujuxlikti yang
cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnyaasskalian orang yang
mendapat hak daripadanya, yaitu tentang segalayduady tersebut dalam
surat itu dan juga tentang yang tercantum dalanatsilu sebagai
pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemutliadmanya sekedar yang
diberitahukan itu langsung berhubung dengan polkalknd akta itu. Di
dalam pasal tersebut terlihat bahwa akta otentikupakan jenis bukti
surat dengan kekuatan hukum tertinggi, atau deh@gsam lain, kekuatan
pembuktian sempurna jika dibandingkan dengan kaukat lainnya. Akta
otentik mempunyai kekuatan bukti formil, materilgn mengikaf. Formil
yaitu benar para pihak sudah menerangkan apa yarig dalam akta itu,
materiil, bahwa apa yang diterangkan tadi benar oeemgikat, yang
berarti mengikat pihak ketiga. Akta yang dapat naemg pembuktian
sempurna layaknya akta otentik adalah akta dibatesigan, namun
bedanya akta otentik memiliki kekuatan pembuktigtuér, yang tidak

dimiliki akta dibawah tangan.

8 IndonesiaReglemen Indonesia Yang Diperbaharui RIB (H.IdRgrjemahkan oleh M.
Karyadi, cet,.2, (Bogor : Politeia, 1992), Ps.165

° Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawjtéti&um Acara Perdata dalam
Teori dan Praktek cet. 2, (Bandung : Mandar Maju, 2005), hal.67.

UniversitasIndonesia
Pertanggungjawaban notaris ..., Irena Fatma Pratiwi, FH Ul, 2012



Sebuah akta tidak akan dapat menjadi akta otepdbila tidak
disahkan oleh seorang Notatfs Sehingga akta atau perjanjian yang tidak
dibuat di hadapan notaris akan mengakibatkan kursegpurnanya
kekuatan pembuktian pada akta tersebut, yang kemudakan
mempengaruhi kadar keterikatan antara pihak- pyakg mengadakan
perjanjian. Artinya, apabila suatu akta atau pggantidak dibuat di
hadapan notaris maka akibat hukumnya, secara fatioak terbukti
bahwa antara para pihak benar- benar sudah mekearaaga yang ditulis
dalam akta tersebut, dan secara materiil tidakukgrkoahwa peristiwa
yang terjadi dalam akta tersebut benar-benar tedghdi. Berdasarkan
pada salah satu keistimewaan akta otentik yang hkenkiekuatan
pembuktian keluar atau mengikat pihak ketiga, maki otentik turut
mengikat pihak di luar akta atau perjanjian, olareka itu pihak luar, atau
dalam hal ini adalah notaris, akan secara otortetisat dengan akta atau
perjanjian yang dibuat di hadapannya.

Tidak sedikit akta atau perjanjian yang meskipudas dibuat di
hadapan notaris, namun dinyatakan tidak memenudmasypbaik secara
formil maupun materiil sehingga dapat dimintakanmpatalan serta
dinyatakan batal demi hukum oleh hakim di pengadil&pabila suatu
akta atau perjanjian dinyatakan batal demi hukurkarakibatnya adalah
secara yuridis suatu akta dianggap tidak pernahdadatidak ada pula
suatu perikatan antara orang- orang yang bermakmrdbuat perjanjian
itu.'* Akibatnya, satu pihak tidak dapat menuntut pihairiya karena
dasar hukumnya dinyatakan tidak pernah ada. Jikek tada pihak yang
merasa dirugikan, hal ini tentunya tidak menjadsatah, namun apabila
ada pihak yang merasa dirugikan maka notaris selpigak luar yang
mengesahkan akta atau perjanjian tersebut tentbhayas bertanggung

jawab. Hal ini berkaitan dengan keberadaan not®ismgai pekerja jasa

10 Setiawan“Kekuatan Hukum Akta Notaris sebagai Alat Buktiaria Peradilan 48
(September 1989) , hal. 116.

1 Subekti (a)pp. cit.,hal.23.
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yang diberi kewenangan oleh negara untuk membua atentik dan
selanjutnya mewakili negara/pemerintah dalam koenst hubungan
hukum privat yang terjadi ditengah-tengah masydralyang berarti
peranan notaris begitu penting karena notaris dddapasitasnya yang
dipercaya untuk membuat akta otentik, dengan segdijuga dipandang
sebagai pejabat umum yang diharapkan selalu bexusabncegah
terjadinya konflik. Faktanya kini, meskipun sebuakia otentik telah
dibuat di hadapan notaris, namun bukan berarti ksebut memberikan
bukti tentang kebenaran akan peristiwa hukum yarngdi di dalamnya.
Meskipun peristiwa hukum tersebut benar- bengadernamun
apakah peristiwa hukum tersebut sudah benar di@akwdtaupun sudah
sesuai dengan peraturan perundang- undangan ydaguyenasih belum
dapat pastikan. Sementara Pasal 15 Undang- Undarigng Jabatan
Notaris no.30 tahun 2004 poin E menyebutkan bahetaris berwenang
untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan depegambuatan
akta. Tidak hanya menciptakan keinginan para pdsl&m suatu bentuk
uraian hukum yang bisa dipertanggungjawabkan aesuas dengan
undang- undang, namun notaris juga memiliki perasabagai ahli
hukum, atau orang yang mengetahui hukum, untuk redkan
penyuluhan hukum terhadap klien. Hal ini tentunyenmnbulkan banyak
pertanyaan mengenai sejauh mana peranan seoraragisnatalam
pengesahan perjanjian yang ia buat, mengingat isadiegitu banyak
notaris yang tersangkut kasus di pengadilan sebsajesi menyangkut
akta yang dibuatnya atau lebih jauh lagi dinyatakaebhagai tergugat di
pengadilan karena akta yang dibuatnya dianggap gikam penggugat
baik dalam Peradilan Umum dalam perkara perdatgpuradi Peradilan
Tata Usaha Negara (dalam perkara Notaris sebagehd®d>embuat Akta
Tanah atau PPAT), bahkan sebagai terdakwa dalakanempidana.
Pertanggung jawaban tersebut kemudian mengacu &dpaatuk sanksi
apa sajakah yang dapat diterima notaris, dan bagmarganisasi notaris

mengatur mengenai hal itu.
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1.2

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikamuis, maka
penulis akan meneliti sejauh manakah seorang EtEIyjawaban
notaris atas akta yang dibuatnya baik secara famaiipun materiil dan
akan membahas dan menuangkannnya dalam suatu ikaigh yang
berjudul: PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS TERHADAP
BATALNYA SUATU PERJANJIAN.

Perumusan M asalah

Maka berdasarkan seluruh latar belakang diatasjpean masalah yang

akan diangkat dalam penulisan skripsi ini adaldfagai berikut:

13.

1. Bagaimana kekuatan hukum atas suatu perjanjian gdmgt di hadapan

notaris?

. Bagaimana pertanggungjawaban seorang notaris daf@hn suatu

perjanjian yang dibuatnya dinyatakan batal demuim/k

. Apakah sanksi hukum bagi notaris dalam hal ketidékimatian dalam

melakukan pekerjaannya?

Tujuan Pendlitian

1.3.1. Tujuan Umum Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengeta®aiara lebih
mendalam mengenai sejauh mana pertanggungjawabimisndalam
pembuatan perjanjian atau akta otentik di Indonedianana pada
kenyataannya terdapat banyak kasus baik perdat@punapidana yang

pada akhirnya melibatkan notaris sebagai salah gdéiak yang turut

tergugat dan harus mendapatkan sanksi. Tujuaruga pntuk memberi

pemahaman yang lebih mendalam mengenai tugastaaeggung jawab
notaris, dan sejauh mana mereka bertanggung jaweb @ekerjaan

mereka sebagai ahli hukum sekaligus sebagai pemdkiat otentik.
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Penelitian ini ditujukan kepada mahasiswa yang rsgaaempelajari ilmu
hukum, para sarjana hukum, pengajar, serta pask ygmg membutuhkan

pengetahuan mengenai jabatan notaris.

1.3.2. Tujuan Khusus Penulisan

Secara khusus, penelitian ini ditujukan untuk dapsmahami dan

mengetahui hal- hal sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana kekuatan hukum atas suatanparj yang
dibuat di hadapan notaris?

2. Mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban seor@agsndalam
hal suatu perjanjian dinyatakan batal demi hukum.

3. Mengetahui sanksi hukum bagi notaris dalam haldké&tiati-hatian

dalam melakukan pekerjaannya.
14  Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karlys itmiah, yang
membutuhkan data penunjang. Untuk dapat memperdéth tersebut
maka dilakukan metode tertentu yaitu metode peaelihukum. Fungsi
dari metode penelitian hukum tersebut adalah mekant merumuskan,
dan menganalisa serta memecahkan masalah tertamiuk wapat
mengungkapkan kebenaran-kebendfaAdapun tipologi penelitian dari
sudut sifathya merupakan penelitian hukum norrfagiatng merupakan

penelitian yang menekankan pada penggunaan datadezkatau berupa

12 Soerjono Soekant®engantar Penelitian Hukunset. 3, (Jakarta: Ul-Press, 1986), hal.
13.

13 penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan reedapat sifat suatu individu,
keadaan, gejala atau kelompok, tertentu atau umietkentukan frekuensi suatu gejala. Soerjono
Soekantolbid., hal. 46.
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norma hukum tertulis dan atau wawancara denganrniaio serta
narasumber yang terkait dengan dengan keberlakizgnsgarat sahnya
perjanjian dalam surat perjanjian atau akta sextaungkinan akibat yang
akan ditimbulkannya.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada beberapa jearsigkatan,
yaitu pendekatan undang-undargjafute approachi pendekatan kasus
(case approach pendekatan historishigtorical approach, pendekatan
komparatif €omparative approagh dan pendekatan konseptual
(conceptual approadh® Dalam peneliian hukum ini, penulis
menggunakan pendekatan undang- undang (statuteaabpr Statute
approachdilakukan dengan menelaah semua undang-undangedalasi
yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedtrmani*> Adapun
tujuan penggunaan pendekatan ini secara praktisarademembuka
kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adangasiktensi dan
kesesuaian antara suatu undang-undang dengan umddagg lainnya
atau antara undang-undang dengan undang-undang dtma antara
regulasi dengan undang-undang. Sedangkan, tujuanggpeaan
pendekatan ini bagi penelitian akademis adalah re&ai ratio logis
dan dasar ontologis suatu undang-undang sehinggalifppemampu
menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakardpioig-undang itu,
yang akan dapat menyimpulkan mengenai ada danntydakenturan

filosofis antara undang-undang dengan isu yangodipid®

Penelitian ini juga menekankan kepada tanggunghaprofesi
notaris. Menurut tujuan penelitiannya adalah mamqmatanggungjawaban
notaris terhadap perjanjian yang ia buat. Penelita ditujukan utama

hanya kepada pasal-pasal dan butir-butir dalanam@ yang dianggap

" Peter Mahmud MarzukPenelitian Hukum cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media
Group, 2010), hal.93

5 Ibid,. hal. 95

18 |bid,.
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melanggar dengan ketentuan asas-asas perjanjigentk@n yang
mengatur jabatan notaris dan ketentuan undang-gngang berlaku di
Indonesia. Penelitian ini juga menitik beratkanaago teori-teori kepastian
hukum serta norma norma yang berlaku umum di dadesfesi notaris

sebagai pejabat umum yang mengesahkan perjanjiata Pendukung
teori juga akan diambil melalui studi kepustakasehingga dalam teknik
pengumpulan data mulai mengumpulkan data, mempielljaratur-

literatur, buku-buku tulisan-tulisan dari para ajping berkaitan dengan
objek penelitan. Metode pengumpulan data terbaggpmda wawancara
dan kepustakaan untuk mendukung teori dan menesimipulan dari

hasil penelitian.

Adapun bentuk lain dari penelitian ini menggunakaetode
penelitian yang berdasarkan metode normatif (stegustakaan) artinya
hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pusitda data sekunder
yang bersifat umum. Jenis data yang dipergunakémdaenelitian ini
berupa data sekunder, yaitu data atau informadi fselaahan dokumen
penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelunivgiaan kepustakaan
seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurn@aupun arsip-arsip
yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahasdel@ormatif dalam
penulisan ini dilakukan dengan cara mengadakanistisalterhadap
peraturan perundang-undangan dan bahan buku sepeiktel dan
makalah yang berhubungan dengan penulisan ini. rBeAhan hukum

yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adsddlagai berikut:

. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, sepeityran perundang-
undangan dan putusan pengadifaneliputi
a. Norma kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang- Undaisgrii945.

b. Peraturan Dasar

7 |bid., hal.146
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Peraturan Perundang-undangan

Bahan hukum yang tidak dikodifikasi seperti hukuata
Yurisprudensi

Traktat

-~ ® 2 o

g. Bahan hukum dari zaman masa penjajahan yang hikigganasih
berlaku seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Bahan hukum primer yang dipakai dalam melakukarejttean ini adalah

ketentuan perundang-undangan mengenai hukum pesgata Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) &augelijk Wetboek

dan Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentangaalotaris serta

perundang- undangan yang terkait dengan peneiitian

. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hulamg bukan
merupakan dokumen-dokumen resfhBahan hukum sekunder sebagai
pendukung dalam penelitian ini yaitu buku-buku tesg ditulis para ahli
hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumlagmnya yang memiliki
korelasi untuk mendukung penelitian ini. Bahan selen tersebut antara
lain meliputi jurnal, majalah, artikel, surat kapauku, serta hasil karya
ilmiah lainnya yang membahas mengenai masalahnpereserta notaris.
Data sekunder yang akan diperoleh dalam peneliharadalah salah
satunya dari tinjauan yuridis dan tulisan para pdikg&um dalam jurnal
hukum, serta tulisan para pakar yang disampaikalandaseminar-
seminar. Data lain yang diperoleh dari penelitiataatau bahan pustaka
tersebut akan dianalisa melalui pendekatan kuélitdan untuk
mendukung data dan bahan maka akan menggunakagrea@ampul data

lain yaitu wawancara dengan narasunifer.

. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang menunjang bahan hukum primerbddwan hukum

sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjaki @enjelasan

18 pid., hal.141

9 bid., hal. 22.
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bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekuseéeerti kamus

hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

15 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima (5) ba&mngan sistematika

sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN
Bab kesatu mengenai pendahuluan yang memuat telatangbelakang,
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelite@angka teori, metode

penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

Bab kedua akan terbagi atas dua sub-bab. Sub-balamge akan
membahas mengenai tinjauan hukum perjanjian yaram akembahas
lebih dalam mengenai pengertian perjanjian, syasdinya perjanjian,
asas-asas hukum perjanjian, unsur-unsur dalam nparna sumber
perjanjian, macam-macam perikatan dan perjanjemrriya kesepakatan
dalam perjanjian, pelaksanaan suatu perjanjian, hdgousnya perikatan
dan perjanjian. Sementara sub-bab kedua akan measbaiengenai

hukum perjanjian yang telah dituangkan ke dalama aktaris.

BAB 3 TINJAUAN UMUM PROFESI NOTARIS

Bab ketiga terdiri dari sejarah perkembangan mmtadefinisi atau
pengertian notaris, kegiatan notaris, pengawasahadap notaris,
organisasi notaris, dan ketentuan- ketentuan satétsiadap notaris

apabila notaris melakukan pelanggaran.

BAB 4 ANALISA PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS
TERHADAP BATALNYA PERJANJIAN.
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Bab keempat berisi analisa hukum mengenai kekuat&om akta yang
dibuat di hadapan notaris, sejauh mana peranaa gerianggungjawaban
notaris terhadap batalnya perjanjian, serta metdiganapakah notaris
bertanggungjawab terhadap kebatalan tersebut, dangamalisa apa
sanksi hukum terhadap notaris yang melakukan pgéag. Penulis juga

akan melampirkan beberapa contoh kasus untuk melaper analisa.

BAB 5 PENUTUP

Bab kelima, dalam bab penutup ini penulis memb&iezsnpulan serta
berusaha untuk dapat menguraikan secara garis bekauh hasil dari
penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungawatotaris
terhadap batalnya perjanjian sesuai dengan telativitas dan ketentuan
undang- undang yang berlaku, serta penulis juga bagkan beberapa

saran kepada para pembaca dan pihak-pihak yang menkiannya.
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BAB 2
TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN

2.1. Hubungan Perikatan dengan Perjanjian

Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum adt@rarang atau dua
pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak mhgrgesuatu hal dari pihak
lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk menmenuntutan itu. Pihak yang
berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur ataoeigiutang, sedang pihak
yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan welsitau si berutand.
Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di maneasgoberjanji kepada seorang
lain atau dimana dua orang itu saling berjanji knuelaksanakan sesuatu hal.
Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antal@ orang tersebut yang
dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkarisparikatan antara dua orang
yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itwgee suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesgmeygwyang diucapkan atau
ditulis>* Dengan demikian, hubungan antara perikatan dajarjien adalah
bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Peiganadalah sumber perikatan,

disampingnya sumber-sumber lain.
2.2 Pengertian Perikatan

Perkataan “perikatan™/erbinteni3 mempunyai arti yang lebih luas dari
perkataan “perjanjian”. IstilaNWerbintenismerupakan pengambilalihan dari kata
Obligation dalam Code Civil Peranéfs.Dengan demikian, berarti perikatan
adalah kewajiban pada salah satu pihak dalam halbudgkum perikatan

tersebut. Perikatan didefinisikan sebagai suatlhyiemgan hukum antara dua

2 R. Subekti (a)op., cit, hal. 1.
2 bid.

22 | pid.
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orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang sahalk menuntut sesuatu hal
dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkebagi untuk memenuhi tuntutan
itu.?®

Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, perikatan dapaisubaoer dari
perjanjian atau dari undang- undang. Ditegaskanvhatetiap kewajiban perdata
dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak- piiakg terkait dalam perikatan
yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupanaditentukan oleh peraturan
perundang- undangan yang berlaku. Dengan demikiaka perikatan adalah
hubungan hukum antara dua orang (pihak) atau lelslam bidang harta
kekayaan yang melahirkan kewajiban pada salah gi&ak dalam hubungan
hukum tersebut?

Dari rumusan Pasal 1233 KUHPerdata dapat diketddaminiwa suatu

perikatan sekurangnya terdapat 4 unsur di dalanyajeai®>:

a. Hubungan Hukum
Hubungan hukum ialah hubungan yang terhadapnyanrhukelekatkan “hak”
pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pgaitiak lainnya. Apabila 1
(satu) pihak tidak mengindahkan ataupun melanggaumgan hukum tersebut,
lalu hukum memaksakan supaya hubungan tersebutudipataupun dipulihkan
kembali.

b. Harta Kekayaan
Dalam hal ini, perlu diperhatikan bahwa hubungarkunu yang ada adalah
hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan. iiadialah konsekuensi
logis dari ketentuan pasal 1131 KUHPerdata. Hamyala yang memiliki nilailah
yang dapat dijamin dengan suatu perikatan, olelenamperikatan itu sendiri

menuntut pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

% |bid.

4 Gunawan WidjajaSeri Aspek Hukum Dalam Bisnis Arbitrase VS. Pergadi
Persoalan Kompetensi (Absolut) Yang Tidak Pernddsdicet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), hal.19

% R. Subekti (a).op. cit.,hal.21
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c. Pihak-Pihak
Hubungan hukum harus terjadi antara 2 (dua) oréanglabih. Pihak yang berhak
atas prestasi, pihak yang aktif adalah kredituu gtang berpiutang dan pihak
yang wajib memenuhi prestasi, pihak yang pasif adallebitur atau yang

berutang. Mereka ini yang disebut subjek perikatan.

2.3  Pengertian Perjanjian

Menurut Prof. Subekti, perjanjianoereenkomyt merupakan suatu
peristiwa yang di dalamnya seseorang berjanji kepaang lain atau kedua orang
itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu?fdbengan adanya perjanjian
tersebut, para pihak yang bersepakat memiliki stmtbungan hukum untuk
melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing. Hawumukum ini sering
disebut sebagai perikatan. Perikatan didefinisisabagai suatu perhubungan
hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan méa& yang satu berhak
menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dankpyeng lain berkewajiban
untuk memenuhi tuntutan ifiSementara menurut Black’s Law Dictionary,
istilah kontrak ¢ontrac) diartikan sebagai :

an agreement between two or more parties creatilgyationsthat are

enforceable or otherwise recognizable at &w

Di Indonesia, masalah-masalah perjanjian diatdandaBuku Il Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang tddjeagi ke dalam
ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan udwraikan dalam Bab |
sampai Bab IV KUHPerdata, berisi tentang asas-asasm yang mengatur
perjanjian pada umumnya, yaitu pengertian perjanjigyarat-syarat sahnya
perjanjian dan berakhirnya perjanjian. Sementargentean khusus, tercakup

%% |bid.
" Ibid.

8 Bryan A. Garner, edBlack’s Law Dictionary 7" Edition, (St. Paul: West Publishing,
1999), hal.341
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dalam Bab V sampai Bab VIII yang berisi aturan-aturyang mengatur
perjanjian-perjanjian khusus.

Menurut KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian diartiksebagai suatu
perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkaterhadap satu orang lain
atau lebih. Dalam hal ini, sebuah perjanjian atantiak menjadi sumber dari
terjadinya perikatan tersebfit. Rumusan dari Pasal 1313 KUH Perdata
menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah :

1. suatu perbuatan

2. dapat dilakukan antara dua orang atau lebih

3. perbuatan tersebut melahirkan perikatan di antahakp pihak yang

berjan;i.

Rumusan tersebut menyatakan bahwa perjanjian hanymkin terjadi apabila
ada suatu tindakan atau perbuatan nyata, baik dbemuk ucapan, maupun
perbuatan fisik yang tidak semata- mata hanya dakmuk pikiran.
Perikatan yang lahir karena perjanjian mempuny#aikhukum yang memang
dikehendaki oleh para pihak, karena memang peajanjdidasarkan atas
kesepakatan para pihak; sedangkan perikatan ydmgdikehendaki oleh para
pihak, tetapi hubungan hukum dan akibat hukumnyantlikan oleh undang-
undang® Perjanjian atau Verbintenis adalah suatu hubundarkum
kekayaan/harta benda antara dua orang atau ledy mnemberi kekuatan hak
pada satu pihak untuk memperoleh prestasi danigekahewajibkan pada pihak

lain untuk menunaikan prest&si.

29 Menurut Pasal 1233 KUHPerdata, sebuah perikatpatdaersumber dari perjanjian
atau undang-undang, baik karena semata-mata kaneti@ang-undang itu sendiri (Pasal 298
KUHPerdata tentang Alimentasi, yaitu kewajiban memmafkah kepada orangtua) dan karena
perbuatan manusia (perbuatan halal atau perbuatagn melawan hukum/merugikan orang lain),
R. Subekti dan R. Tjitrosudibidsitab Undang-undang Hukum Perdat8etakan ke-39 (Jakarta:
PradnyaParamita, 2008), hal. 323.

%0 SuharnokoHukum Perjanjian (Teori dan Analisa Kasp&disi 1, cet. 4, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2004), hal. 115.

31 M. Yahya HarahapSegi-Segi Hukum Perjanjianet. 2,(Bandung: Penerbit Alumni,
1986), hal. 6.
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2.3.1 Sumber Perjanjian

Sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang HuRemdata Pasal
1233, perjanjian timbul karena:
a. Persetujuan
Perjanjian yang lahir dari persetujdamlisebut acceptail. Yang berarti suatu
tindakan/perbuatan seseorang atau lebih yang matkgik diri kepada seseorang
lain atau lebil?® Tindakan/perbuatan yang menciptakan persetujuamisib
“pernyataan kehendak” antara para pihak. Dengankigmpersetujuan tiada lain
daripada “persesuaian kehendak” antara para pihak.
b. Perjanjian yang lahir dari Undang-Undang
Mengenai perikatan yang lahir dari undang-undarajudidalam KUH Perdata
1352**semata-mata dari undang-undang dari undang-undabggai akibat
perbuatan manusia. Dengan ketentuan KUHPerdatd P28a dapat dibedakan
persetujuan yang timbul akibat perbuatan mantisia:
a. yang sesuai dengan hukum atau perbuatan manusig yan
rechtmatig;
b. karena perbuatan dursila atau perbuatan yang bemgan dengan

hukum pnrechtmatige dagd
2.3.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukualidity) apabila perjanjian
tersebut dibuat sesuai dengan kaidah yang berR&sal 1338 ayat (1) KUH
Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yangtdg®cara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membud@ygaat-syarat mengenai

%2 bid, hal. 23.
% R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio (c), Ps. 1313
*bid., ps. 1352.

35 | bid.
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sahnya suatu perjanjian sudah diatur dalam KUH &arBasal 1320. Berkaitan
dengan hal ini, Prof. Subekti mengelompokannya adingua, yaitu syarat
subyektif untuk syarat pertama dan kedua sertaswdyektif untuk syarat yang

ketiga dan keempat.

A. Syarat Subyektif

Syarat subyektif perjanjian berkenaan dengan subwy&um atau pihak-
pihak yang terikat atau yang melakukan perjanji@natu perjanjian hanya
meletakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antabakpiyang membuatnya
sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdata yang menyatakave perjanjian hanya
berlaku antara para pihak yang membuatnya. Namemdapat pengecualian
berdasarkan KUH Perdata Pasal 1317, yaitu paravedris dan mereka yang
mendapat hak daripadanya serta pihak ketiga. Daebuah perjanjian yang
menimbulkan hubungan hukum, subyek perjanjian palidak terdiri atas dua
pihak yang menduduki tempat yang berbeda. Satuyaranjadi pihak kreditur,
dan yang satu orang lagi menjadi pihak kredifu¢reditur merupakan pihak yang
mempunyai hak atas prestasi sedangkan debitur aleanppihak yang wajib
memenuhi pelaksanaan prestasi yang dijanjikan. Alggrat memenuhi syarat
sahnya suatu perjanjian, para pihak yang mengikatka harus bersepakat
(toesteminy secara sukarela. Kesepakatan para pihak merugaladn tindakan
atau perbuatan hukum yang berisi pernyataan kekemdtara para pihak.
Menurut KUHPerdata, kesepakatan yang bersifat sl&kaalam suatu perjanjian
dapat terpenuhi apabifa:

% R. Subekti (a)pp.cit, hal. 17.

3 M. Yahya HarahapSegi-Segi Hukum Perjanjiaget. 2, (Bandung: Alumni, 1986), hal.
15.

%8 |bid., hal. 23.

39 | bid.
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1. Tidak terdapat paksaamlwang yang bertentangan dengan undang-
undang, misalnya dengan menakut-nakuti agar sesgoraau
menyetujui suatu perjanjian.

2. Tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafaswéling yang berkaitan
dengan obyek/prestasi yang diperjanjikan atau neageibyeknya.

3. Tidak terdapat unsur penipuarbefirog yang disengaja, Yyaitu
serangkaian kebohongan (dengan tipu muslihat) ggain
menimbulkan kesan yang keliru.

Lazimnya suatu perjanjian bersifat timbal balilalatbilateral, artinya
pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu, jdgzebani dengan kewajiban
sebagai kebalikan dari hak yang diperolehnya daitibgiga sebaliknya. Apabila
pihak yang memperoleh hak dari perjanjian itu tidésebani dengan kewajiban
atau apabila pihak yang menerima kewajiban tidaknperoleh hak sebagai
kebalikannya, perjanjian tersebut bersifat unitdtatau sepihaf’

Syarat subyektif yang kedua adalah mengenai keeakaertindak dari
para pihak. Kecakapan bertindak adalah kecakapam ktmampuan untuk
melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akib&timm. Artinya, pihak-
pihak yang membuat perjanjian haruslah mereka yaegvenang untuk
melakukan perbuatan hukum, seperti yang ditegaskatalam KUH Perdata
Pasal 1329 yang menyebutkan bahwa tiap orang bangemembuat perikatan,
kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal iBelanjutnya, di dalam KUH
Perdata Pasal 1330 dinyatakan bahwa: “Yang tidékamgauntuk membuat
perjanjian adalaf

1. Anak yang belum dewa$3;

2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;

0 Subekti (a)pp.cit, hal. 29-20.
* R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio (c), Ps.1330.

“2 Indonesia (c)Undang-Undang Tentang Perkawindsl) Nomor 1 Tahun 1974, LNRI
No. 1 Tahun 1974, TLNRI No. 3019) menetapkan babmar 18 tahun sebagai usia kedewasaan.
Sementara, Pasal 330 KUHPerdata menyatakan batamg gang belum dewasa adalah mereka
yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum katain belum pernah melakukan perkawinan.
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3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telizdntukan
undang-undang dan pada umumnya semua orang yanguotang-
undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.”

Berkaitan dengan perempuan yang telah kawin (jstéllHPerdata Pasal 1330
ayat (3) menyebutkan bahwa isteri tidak dapat nudak perbuatan hukum telah
dirubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974tdieg Perkawinan Pasal
31 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Hak dan kedudukseriiadalah seimbang
dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupanhrtemgga dan pergaulan
hidup bersama dalam masyarakat’,dan diperkuat ¢egigan ayat (2) yang
menyebutkan bahwa: “Masing-masing pihak berhak luntelakukan perbuatan

hukum”*2

B. Syarat Obyektif

Syarat objektif perjanjian berkenaan dengan olgeak perikatan. Syarat
obyektif yang pertama mengharuskan suatu prestassidapat ditentukan atau
mengenai suatu hal tertentoeftainty). Artinya, dalam mengadakan perjanjian,
apa-apa yang menjadi hak dan kewajiban para pilskshdapat ditentukan
sehingga dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, polajapjian dapat berupa barang
ataupun jasa. Barang yang dimaksudkan dalam pemapgling sedikit harus
ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 KUHPerd&aatu perjanjian harus
mempunyai sebagai pokok perjanjian berupa suatardsan yang paling sedikit
ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan kmalwmlah kebendaan tidak
tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat diteariuktau dihitung”. Berdasarkan
pasal tersebut, hendak dijelaskan bahwa semua penilsatan pasti melibatkan
keberadaan atau eksistensi dari suatu kebendaanttet* Kebendaan yang telah
ditentukan jenisnya ini harus telah dapat ditemugada saat perjanjian dibuat,

* IndonesiaUndang-Undang PerkawinatyU No.1 Tahun 1974, LN No.1 Tahun 1974.
TLN No0.3019.

* Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaj&erikatan Yang Lahir Dari Perjanjian
Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 156
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dan meliputi perikatan dengan prestasi tertentastBsi menurut KUH Perdata
Pasal 1234 mencakup tiga hal yaitu :

1. memberikan sesuatu memiliki pengertian untuk merkéerhak milik
atau hak penguasaan atau hak untuk menikmati sefabm hal ini,
yang berpindah adalah haknya, baik yang bersifatanymaupun
abstrak. Penekanannya adalah perpindahan hak,nyasalal beli,
tukar menukar, sewa-menyewa, pinjam-pakai, dangsetga;

2. berbuat sesuatu memiliki pengertian segala perbugtmg bukan
memberikan sesuatu, melainkan janji untuk melakukaatu hal
tertentu. Dalam hal ini, para pihak berjanji untaklakukan pekerjaan
tertentu. Penekanannya adalah pada suatu pekeyaag harus
dilakukan;

3. tidak berbuat sesuatu adalah menjanjikan untulk trdelakukan hal-
hal dalam bentuk kerja tertentu.

Syarat obyektif yang kedua, yaitu suatu sebab yhalgl, berkaitan
dengan isi perjanjian itu sendiri, apakah perjanjitu bertentangan dengan
hukum, ketertiban umum dan kesusilaan atau tidakaldlya, suatu perjanjian
yang melibatkan barang-barang hasil kejahatan.rd&tasal 1335 KUHPerdata
dijelaskan bahwa yang disebut dengan sebab yaagdulah #

a. bukan tanpa sebab;

b. bukan sebab yang palsu;

c. bukan sebab yang terlarang.
Tidak terpenuhinya salah satu atau dua syarat dbyeknyebabkan perjanjian
batal demi hukum. Artinya, perjanjian yang telabudit dianggap tidak pernah

ada atau terjadn(ll and avoid.
2.3.3 Prinsip Hukum Perjanjian

Sebuah perjanjian tidak saja harus dibuat berkasaisyarat-syarat

perjanjian yang berlaku, melainkan juga harus meinieasas-asas atau prinsip-

*bid,. hal. 61
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prinsip hukum, terutama yang berkaitan dengan hukenanjian. Asas- asas
hukum tersebut adalah :

a. Asas Personalia
Asas ini diatur dan dapat kita temukan dalam kesmtPasal 1315 KUHPerdata
yang berbunyi :

“Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkaatds nama sendiri
atau meminta ditetapkannya suatu janji selainkuditinya sendiri”. Dari
rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa padamas suatu perjanjian
yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnyayaeinalividu, subjek
hukum pribadi hanya akan berlaku dan mengikatlkuditinya sendiri”

Selanjutnya Pasal 1340 KUHPerdata menentukan jabihyaitu :

“Persetujuan- persetujuan hanya berlaku antaraakpitpihak yang
membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak ragmbrugi kepada
pihak ketiga; tidak dapat pihak-pihak ketiga meyadakarenanya, selain
dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.”

b. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas memperlihatkan bahwa pada rnyasasuatu
perjanjian yang dibuat secara lisan antara duagaatau lebih telah mengikat, dan
karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salab atdu lebih pihak dalam
perjanjian tersebut, segera setelah orang-orarsglter mencapai kesepakatan,
meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai séismm semata- maf4. Ini
berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat Harlaku sebagai perikatan
bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan falitas. Walaupun demikian
untuk menjaga kepentingan pihak yang berkewajibataukumemenuhi prestasi
diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipeedikan tindakan nyata
tertentu®’

Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitadapat kita temui
dalam rumusan Pasal 1320 butir 1 KUHPerdata. Hemaseperti ini disebut

dengan perjanjian formil karena dituntut oleh urgtandang. Misalnya,

“®bid., hal. 34

4"1bid., hal. 35
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perjanjian perdamaian, perjanjian pertanggungan,laia sebagainya. Asas ini
tercermin dari Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya;

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab yang halal.”
Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkexiusformalitas tertentu
disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, ndatenpulkan bahwa setiap
perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti “mengikagipabila sudah tercapai

kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari genartu.

c. Asas Kebebasan Berkontrak
Dasar hukum asas kebebasan berkontrak ada pad@amrasal 1320 butir 4
KUHPerdata. Dengan asas kebebasan berkontrakara, phak yang membuat
dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk nsmyudan membuat
kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan keamjipa saja, selama dan

sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebkéfiah sesuatu yang terlarang.
48

d. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang- UndaPacta Sunt Servadla

Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdateyatakan bahwa :
“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlekagai undang- undang
bagi mereka yang membuatnya”.

Merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pa28B IKUHPerdata, yang

menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir wiading- undang maupun

karena perjanjian. Jadi perjanjian adalah sumbekgian, sebagai perikatan yang

dibuat dengan sengaja atas kehendak para pihakassgkarela, maka segala

8 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk WetKoditerjemahkan oleh R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio, cet,.37 Jakarta . Pfdnya Paramita, 200, Ps.1337
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sesuatu yang telah disepakati dan disetujui oleh p@ak harus dilaksanakan
oleh para pihak sebagaimana telah dikehendakirkzieka*®

e. Tidak Boleh Main Hakim Sendiri
Setiap perjanjian menimbulkan hubungan hukum antmea pihak dimana
terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pikalentu. Apabila kewajiban ini
tidak dipenuhi oleh salah satu pihak maka pihaknigh yang merasa dirugikan
dapat menuntut pemenuhan kewajiban ters€bitisinilah asas ini berperan,
pihak yang dirugikan tersebut tidak boleh main hakendiri untuk memperoleh
haknya namun ia harus mengikuti prosedur dan ketenhukum yang berlaku

misalnya melalui pengadilan atau meminta bantu&nmrha

f. Asas Obligatoir

Asas ini mengajarkan bahwa suatu perjanjian yaaggdjap sah sudah bersifat
mengikat para pihak yang membuatnya. Namun, ketink tersebut hanya
terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban semata-mian haknya belum
beralih sebelum dilakukan penyerahan. Perjanjiarushalibuat berdasarkan
kepercayaan para pihak bahwa masing-masing pilek mkemenuhi prestasinya.
Berdasarkan kepercayaan ini, kedua belah pihak ikegikgn diri dan perjanjian
tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi paa pi dalamnya®

g. Asas Keseimbangan
Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk metedan melaksanakan
perjanjian dengan itikad baik. Artinya, kedudukareditur yang kuat harus
diimbangi dengan kewajiban untuk memperhatikan adikbaik, sehingga
kedudukan kreditur dan debitur seimbang. Asas kdsmigan merupakan

kelanjutan dari asas persamaan dimana asas inineedgki kedua belah pihak

49 Gunawan Widjajagp., cit.,hal. 21
*%bid, hal. 32

*1 Subekti (a)pp.,cit, hal. 88.
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untuk memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajilzary yerdapat dalam
perjanjian. Kreditur memiliki kekuatan untuk menuinprestasi melalui kekayaan
debitur, namun kreditur juga memikul beban untuklak&anakan perjanjian

dengan itikad baik, sehingga kedudukan krediturdigitur seimbantf

h. Asas Kepatutan
Asas ini tercermin dari Pasal 1339 KUHPerdata yaramnyatakan bahwa suatu
perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yalegmgan tegas dinyatakan di
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yangummiersifat perjanjian,
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undasepagn Menurut Prof. Mariam
Darus Badrulzamart asas kepatutan ini harus dipertahankan karenaamkur

tentang hubungan ditentukan juga oleh rasa keaddblm masyarakat.

I. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandungdtgm hukum. Kepastian
ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanji@nsebut, yaitu sebagai
undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asagerlihat dalam
perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarelda deseorang tidak
menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontratg&relari pihak debitur.
Hal ini juga terlihat dalanmzaakwarnemingdimana seseorang yang melakukan
suatu perbuatan dengan sukarela (moral) yang lgsam mempunyai
kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesgkabuatannya. Asas ini
terlihat dalam KUH Perdata Pasal 1339. Faktor-fakgmg memberikan motivasi
pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukunbdtdasarkan pada

kesusilaan (moral), sebagaimana panggilan darnagininyz:*

*? Herlien BudionoAjaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya diaBi
Kenotariatan cet 2, (Jakarta : PT Citra Aditya, 2010), hal 32

3 Mariam Darus Badrulzamamneka Hukum Bisniet.2, (Bandung: Alumni, 2005),
hal. 44.

% |bid, hal. 88-89.

UniversitasIndonesia
Pertanggungjawaban notaris ..., Irena Fatma Pratiwi, FH Ul, 2012



26

2.34 Unsur-unsur dalam Perjanjian

Dalam setiap perjanjian terdapat 3 unsur, yanu :
a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur wajib yang haruslalden setiap perjanjian, unsur
ini membedakan perjanjian yang satu dengan pesjanyiang lainnya. Unsur
esensialia berisi ketentuan-ketentuan berupa pigstastasi yang wajib
dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak yang menperjanjian dimana unsur
ini mengandung sifat dari perjanjian tersebut. §ab&ontoh dalam perjanjian
jual beli, dimana salah satu pihak mempunyai psestatuk membayar apa yang
telah pihak lawannya jual dengan harga yang tela@pdkati bersama. Di sini
jelas terlihat unsur esensialia berupa prestag yianus dilakukan oleh salah satu
pihak. Pada umumnya unsur esensialia dipergunaktuk imemberikan batasan

pengertian atau rumusan dari suatu perjanjian.

b. Unsur Naturalia
Unsur naturalia merupakan kepanjangan dari unsensedia dimana apabila
dalam suatu perjanjian telah diketahui secara pasiur esensialianya, maka
unsur naturalianya mengikuti unsur esensialia damatu perjanjian tersebut.
Sebagai contoh dalam perjanjian jual beli, unsengislia adalah prestasi salah
satu pihak yang membuatnya, maka unsur naturaliaicigah kewajiban dari
pihak yang satu untuk memberitahukan hal-hal pgnyiang berkaitan dengan
perjanjian jual beli tersebut, misalnya adanya ctaeala barang yang dijualnya.
Jadi unsur naturalia adalah unsur yang pasti alandauatu perjanjian apabila

telah secara pasti diketahui unsur esensialigpggjanjian tersebut.

c. Unsur Aksidentalia
Unsur aksidentalia adalah unsur pelengkap dalamadelperjanjian, misalnya
dalam perjanjian jual beli tadi, unsur aksidenta/ea adalah kesepakatan
mengenai dimana barang yang dijual akan diserahkaai. unsur aksidentalia

** Kartini Muljadi dan Gunawan Widjajap. cit.,hal. 84.
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bukan merupakan prestasi ataupun kewajiban yangs ldilakukan oleh pihak-
pihak yang membuat suatu perjanjian. Pada hakekdtagiga unsur yang telah
disebutkan diatas, merupakan wujud dari asas kebabaerkontrak dalam suatu

perjanjian.
2.3.5 Macam-Macam Perjanjian Dan Perikatan

A. Macam-Macam Perjanjian
Perjanjian dapat dibedakan berdasarkan macam- maleasan. Atas dasar bahwa
perjanjian harus dinyatakan dalam perbuatan lisanpwn fisik, maka perjanjian
dibedakan menjadf®
a. Perjanjian konsensuil.
Dalam perjanjian ini perikatan telah lahir apaldiah terjadi kesepakatan
di antara para pihak sehingga otomatis kewajibara gahak untuk
memberikan atau melakukan atau tidak melakukaraseselah lahir.
b. Perjanjian formal.
Dalam perjanjian ini, kesepakatan lisan belum metah kewajiban para
pihak untuk memberikan atau melakukan atau tidakbegikan dan tidak
melakukan sesuatu. Contoh perjanjian yang termealam perjanjian ini
antara lain adalah perjanjian mengenai Hhiballan perjanjian
perdamaian®
c. Perjanjian riil.
Dalam perjanjian ini kesepakatan tulisan belum mgtan kewajiban di

antara para pihak, melainkan keharusan adanya feahuatan nyata

%6 |pid., hal.8

*" pasal 1687 KUH Perdata : Tiada suatu hibah, kegaag disebutkan dalam Pasal
1687 dapat, atas ancaman batal, dilakukan selaiheygan suatu akta notaris, yang minut
(naskah aslinya) harus disimpan pada notaris itu.

*8 pasal 1851 KUH Perdata : Perdamaian adalah seganjjian dengan mana kedua
belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan aemahan suatu barang, mengakhiri suatu
perkara yang sedang bergantung atau pun mencegabitiya suatu perkara. Perjanjian ini
tidaklah sah melainkan jika dibuat secara tertulis.
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yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar perjaripasebut mengikat para
pihak.

Selain itu, perjanjian juga dapat dibedakan seblaggkut™®

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum.

2. Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjiangyditinjau dari
segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukumgyarengikat.
Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan sadarsebagainya.

3. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak senapur
Ketidaksempurnaan daya hukumnya terletak pada sangdmaksanya,
yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajibastgsi, kreditur
tidak diberikan kemampuan oleh hukum untuk dapathaiesakan
pemenuhan prestasi.

4. Perjanjian yang sempurna daya kekuatan hukumnya.

Di sini, pemenuhan dapat dipaksakan kepada dejkiaurdia ingkar
secara sukarela melaksanakan kewajiban prestaik U kreditur
diberi hak oleh hukum untuk menjatuhkan sanksi haeluntutan

eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, gantisega uang paksa.
B. Macam-Macam Perikatan

Hukum perdata mengenal berbagai macam perikatag pa@ak lebih
rumit. Bentuk-bentuknya adal&h:
1) Perikatan Bersyarat. Perikatan bersyarat ini akiahads tersendiri
dalam bab selanjutnya.
2) Perikatan dengan ketetapan waktu, suatu ketetadauwtermijn)
tidak menangguhkan lahirnya suatu perjanjian atarikgtan,
melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya, ataugnentukan

lama waktu berlakunya suatu perjanjian atau perkaSuatu syarat

**Ibid.

%0 Subekti (a)pp. cit, hal. 4-12.
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yang mengandung suatu peristiwa yang belum pasitn &rjadinya
adalah kebalikan dari suatu ketetapan waktu yansti.p&uatu
ketetapan waktu selalu dianggap dibuat untuk képgent si berutang,
kecuali dari sifat perikatan sendiri atau dari ket ternyata bahwa
ketetapan waktu itu telah dibuat untuk kepentingjdrerpiutang.
Perikatan mana suka (alternatif), dalam perikatamasam ini, Si
berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah daiudua barang
yang disebutkan dalam perjanjian, tetapi ia tidalelh memaksa si
berpiutang untuk menerima sebagian dari barang ysatg dan
sebagian barang yang lainnya. Hak memilih ada pabarutang, jika
hak ini tidak secara tegas diberikan kepada siibienng.

Perikatan tanggung menanggung atau soldier, dalarikapan
tanggung-menanggung, disalah satu pihak terdagagréyga orang.
Dalam hal beberapa orang terdapat dipihak debih&ka tiap-tiap
debitur itu dapat dituntut untuk memenuhi selurgéng. Dalam hal
beberapa terdapat pihak kreditur, maka tiap-tiapdikur berhak
menuntut pembayaran seluruh utang. Dengan sendipeynbayaran
dilakukan oleh salah seorang debitur, membebasikditud-debitur
lainnya. Begitu pula pembayaran yang dilakukan Bapslah seorang
kreditur membebaskan si berutang terhadap krekiieditur yang
lainnya. Sesuai KUHPerdata Pasal 1749 jika bebevegrag bersama-
sama menerima suatu barang secara peminjaman, makeka
masing-masing untuk seluruhnya bertanggung jawgiadap orang
yang memberikan pinjaman.

Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapgit baatu perikatan,
dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar piregadapat dibagi
menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh manguhakekat
prestasi itu. Masalah dapat atau tidak dapat dilyagiprestasi itu
terbawa oleh sifat barang yang tersangkut didalammgtapi juga
dapat disimpulkan dari maksudnya perikatan itui Adri perikatan

tersebut adalah apabila lebih dari satu orang diediau lebih dari satu
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orang kreditur, maka perikatan itu harus dianggdp dapat dibagi,
biarpun ada suatu prestasi yang dapat dibagi. Tsadaang debitur
pun dapat memaksakan krediturnya menerima pembaydesmgnya
sebagian, meskipun utang itu dapat dibagi-bagi aseglengan
KUHPerdata Pasal 1390.

6) Perikatan ancaman dengan hukuman, perikatan térae@alah suatu
perikatan dimana ditentukan bahwa si berutang, kurjaminan
pelaksanaan perikatannya, diwajibkan melakukan ases@apabila
perikatannya tidak dipenuhi. Penetapan hukumandimaksudkan
sebagai gantinya penggantian kerugian yang dideleta si berpiutang
karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya peganjMaksud dari
hukuman ini memiliki dua makna, yaitu: untuk meratay atau
menjadi cambuk bagi si berutang supaya ia memekauagjibannya.
Kedua untuk membebaskan si berpiutang dari pendoukientang
jumlahnya atau besarnya kerugian yang dideritai3gbab, berapa
besarnya kerugian itu harus dibuktikan oleh si iéapg. Perikatan
dengan ancaman hukuman ini harus dibedakan dakapmm mana
suka, dimana si berutang boleh memilih antara lg@emacam
prestasi. Dalam perikatan dengan ancaman hukunzeryahada satu
prestasi yang harus dilakukan oleh si berutang.aikalerdapat
pelanggaran atas prestasi tersebut, barulah kemialimemenuhi apa

yang telah ditetapkan sebagai hukuman.
2.3.6 Akibat Perjanjian

Suatu perjanjian hanya memberi akibat terhadapmkpitpihak yang
membuatnya.®’ Sehingga, akibat dari hapusnya perjanjian jugay#aakan
memberi dampak bagi para pembuatnya. Hapusnyanparjatenietgaan van

verbinteni3 dapat disebut juga sebagai hapusnya persetujearetgaan van

¢l pasal 1340 ayat 1 KUHPer menyatakan bahwa peajanjierjanjian yang dibuat hanya
berlaku di antara para pihak yang membuatnya.
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overeenkomyf? Pada hakikatnya perjanjian dapat diakhiri dengamara, yaitu
batal demi hukum dan dapat dibatalkan. Apabila Ibdemi hukum berarti
perikatan yang membentuk perjanjian itu sebagaslkeshan adalah sejak semula
batal, karena sebenarnya perjanjian itu tidak permelahirkan perikataft.
Sementara itu dapat dibatalkan berarti pembatdkusula perjanjian atau bagian
tertentu dari perjanjian. Terkait dengan hapusngakatan, KUHPerdata Pasal
1381 mengatakan bahwa perikatan-perikatan hapesar

a. pembayaran,

b. penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penymsapaatau
penitipan,
pembaharuan utang,
perjumpaan utang atau kompensasi,

percampuran utang,

-~ o 2 0

pembebasan utangnya,

musnahnya barang yang terutang,

> @

kebatalan atau pembatalan,

berlakunya suatu syarat batal,

] karena lewatnya waktu.

A. Hapusnya perjanjian

Pada dasarnya suatu perjanjian dinyatakan saladseichn hukum jika
telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, sehinggagikat kedua belah pihak.
Namun terdapat pula perjanjian- perjanjian terteygng sebelum dianggap sah
dan mengikat serta melahirkan perikatan di antara pihak yang membuatnya,
mewajibkan dilakukan sesuatu tindakan yang lebit kizsepakatan lisan. Oleh
karena itu, berdasarkan alasan kebatalannya, geajanjian dapat dibedakan

menjadi perjanjian yang dapat dibatalkan dan pgajaryang batal demi hukum,

%2 HarahapQp. cit hal. 106.

%3 satrio,Op. cit, hal. 330.
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sedangkan berdasarkan sifat kebatalannya dibedakajadi kebatalan relative
dan kebatalan mutldk. Menurut KUHPerdata, terdapat beberapa alasan untuk
membatalkan perjanjian, yaittr:

a. Tidak terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan alebdang-
undang untuk jenis perjanjian formil, yang berakilperjanjian
batal demi hukum;

b. Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yargHKibat:

I. perjanjian batal demi hukum, atau
li. perjanjian dapat dibatalkan;

c. Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjiamg yeansyarat;

d. Pembatalan oleh pihak ketiga atas das#io pauliana

e. Pembatalan oleh pihak yang diberikan wewenang Ildusu

berdasarkan undang- undang.

a. Perjanjian batal demi hukum.

Suatu perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukapabila tidak
memenuhi beberapa kriteria. Pada perjanjian yargpleng sebagai perjanjian
formil, misalnya, tidak dipenuhinya ketentuan huktentang bentuk atau format
perjanjian, cara pembuatan perjanjian, ataupun geragesahan perjanjian,
sebagaimana diwajibkan melalui peraturan perundaggngan, berakibat
perjanjian formil batal demi hukum. Ahli hukum meenixan pengertian
perjanjian formil sebagai perjanjian yang tidak yerdidasarkan pada adanya
kesepakatan para pihak, tetapi oleh undang-undagg ¢isyaratkan adanya
formalitas tertentu yang harus dipenuhi agar pg@gantersebut sah demi

hukun?®. Contoh perjanjian yang harus dilakukan dengaa aé&taris adalah®’

* Kartini Muljadi dan Gunawan Widjajap. cit, hal. 185

® Elly Erawati dan Herlien Budion®enjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
(Jakarta : National Legal Reform Program, 2010l), hia

* Budiono,op. cit, hal. 15

¢ Erawati dan Budionap. cit.,hal.6-7
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a) Hibah, kecuali pemberian benda bergerak yang bentultau surat
penagihan utang atas tunjuk dari tangan ke tangasal 1682 dan
1687KUH Perdata;

b) Pendirian Perseroan Terbatas;

c) Jaminan fidusia;

d) Perjanjian penyelesaian sengketa melalui arbisatdah sengketa terjadi;

e) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT).

Selain alasan formalitas, suatu perjanjian jugzatdinyatakan batal demi
hukum apabila tidak memenuhi syarat sah objekafisperjanjian, sebagaimana
yang telah dijelaskan dalam sub-bab mengenai sydnjektif suatu perjanjian.
Selain itu, suatu perjanjia dapat pula dinyatakatalodemi hukum apabila dibuat
oleh orang yang tidak berwenang melakukan perbubtkkum. Mereka yang
tidak berwenang melakukan tindakan hukum adalamgsoaang yang oleh
undang- undang dilarang melakukan tindakan hukumertei®® Terakhir,
penyebab suatu perjanjian batal demi hukum adad@mya suatu syarat batal
yang terpenuhi. Syarat batal adalah dalam sebuajanpan adalah suatu
peristiwva atau fakta tertentu yang belum tentu dkgadi di masa depan, namun
para pihak dalam perjanjian itu sepakat bahwa pglastiwva atau fakta tersebut

benar terjadi maka perjanjian tersebut menjadil ata

b. Perjanjian Dapat Dibatalkan.

Pada dasarnya yang membedakan suatu perjanjiah d&mni hukum
dengan perjanjian yang dapat dibatalkan adalaljpmien yang dapat dibatalkan
terjadi apabila syarat sah subjektif perjanjiarakiderpenuhi. Tentang apa saja
syarat sah subjektif perjanjian dapat dilihat di-bab syarat subjektif perjanjian,
yaitu berkaitan dengen kesepakatan kehendak darippi@ak dan kecakapan para

pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

% |pid. hal.13

* Ibid.
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C. Perjanjian batal karena syarat batal dan watgsies
Perjanjian dapat menjadi batal apabila salah sptbak tidak
melaksanakan kewajibannya atau disebut juga watagiesdan wanprestasi
tersebut terjadi bukan karena keadaan memaksakatalaan di luar kekuasaan
(force majeure atau overmacht), tetapi terjadi karkelalaian salah satu pihak
sebagaimana dijanjikan dalam perjanjian. Akibatngalah satu pihak dapat
memilih apakah™
a) memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian apabdl itu masih
dapat dilakukan, atau
b) menuntut pembatalan perjanjian disertai penggaiiaya, kerugian, dan

bunga dari pihak lain.

d. Perjanjian batal oleh permohonan orang ketiga @saactio paulina

Actio paulianaadalah hak menggugat yang dimiliki pihak ketigauknt
meminta pembatalan perjanjian yang dibuat olehgtaim. Hal ini dapat terlihat
dari Pasal 1340 KUHPerdata yang berbunyi :

Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yangmbuatnya.
Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketigasgtgjuan tidak dapat
memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain ndal@al yang
ditentukan dalam Pasal 1317.

e. Perjanjian batal karena pembatalan oleh pihalg y@erwenang karena
undang- undang.

Terakhir, perjanjian dapat dibatalkan oleh pih&ktentu atas kuasa
undang-undang yang secara eksplisit menyatakatetsabut. Contohnya dalam
Undang- Undang No. 24 tahun 2004 tentang Lembagmfe Simpanan (LPS)
yang menyatakan bahwa :

“LPS dapat melakukan penyelesaian dan penangaaak Gagal dengan
kewenangan: c. meninjau ulang, membatalkan, mdémgakdan/atau

° R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio (c), op., cit, P867

" bid, Ps. 1317
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mengubah setiap kontrak yang mengikat Bank Gagag ydiselamatkan
dengan pihak ketiga yang merugikan bark”.

B. Hapusnya Perikatan

Hapusnya persetujuan atau perjanjian merupakalpatkiari hapusnya
perikatan. Sebaliknya hapusnya persetujuan dapatmengakibatkan hapusnya
perikatan. Hapusnya perikatan dibedakan denganshgpupersetujuan karena
suatu perikatan dapat hapus, sedangkan persetymnmerupakan sumbernya
masih ada. Misalnya dalam persetujuan jual beliikikedibayarkan harganya,
perikatan mengenai pembayaran menjadi hapus. A&tapif persetujuannya
belum karena perikatan mengenai penyerahan bamnglterlaksana. Namun,
jilka semua perikatan dari persetujuan telah haglsuhnya, persetujuan pun

akan berakhir dengan sendirinya.

2.3.7 Perjanjian dan Akta

Pada prinsipnya, bentuk suatu perjanjian adalflad)etidak terikat pada
bentuk tertentu. Namun, bila undang-undang menantskarat sahnya perjanjian
seperti bila telah dibuat secara tertulis, ataa pirjanjian harus dibuat dengan
akta notaris, perjanjian semacam ini di sampingaesinya kata sepakat terdapat
kekecualian yang ditetapkan undang-undang berupanafdas- formalitas
tertentu. Perjanjian semacam ini dikenal denganapgan formil, apabila
formalitas- formalitas tersebut tidak dipenuhi, magerjanjian tersebut akan
terancam batal, contohnya untuk perjanjian pendif@ atau pengalihan hak atas
tanah. Selain itu, untuk dapat membuktikan adanyatus perbuatan hukum
diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pethan. Hingga kini sistem
pembuktian hukum perdata masih mengunakan ketentaag diatur di dalam
KUHPerdata, HIR (untuk Jawa Madura) dan RBg (uniwkr Jawa Madura).

Dalam hukum pembuktian ini, alat-alat bukti dalaerkara perdata terdiri dari:

2 Indonesialundang- undang Lembaga Penjamin Simpart#id,No.24 Tahun 2004, LN
No., TLN. No. , Pasal 6 ayat (2)
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bukti tulisan, bukti saksi-saksi, persangkaan-pegkaan, pengakuan dan bukti
sumpah/® Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut hagosenuhi syarat otentisitas
yang ditentukan oleh undang-undang, salah satumyashdibuat oleh atau
dihadapan pejabat yang berwenang. Dalam hal habusitdoleh atau dihadapan
pejabat yang berwenang inilah profesi Notaris meanggperanan yang sangat
penting dalam rangka pemenuhan syarat otentisiiatl ssurat atau akta agar
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna kabendasarkan pasal 1
UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenangikumembuat akta

otentik.

24  Akta

24.1 Pengertian Akta

Menurut Sudikno Mertokusumd; akta adalah surat sebagai alat bukti
yang diberi tandatangan yang memuat peristiwva yaegjadi dasar suatu hak
atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengagageruntuk pembuktian.
Pembuktian merupakan salah satu langkah dalam frpsekara perdata.
Pembuktian diperlukan karena adanya bantahan aayapgkalan dari pihak
lawan atau untuk membenarkan sesuatu hak yang diesgngketa. Akta
dikemukakan oleh Pitlo senada yang dikemukakan Skatikno Mertokusumo,
“Akta adalah surat yang diberi tandatangan yang raerparistiwa-peristiwa
yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau panikatng dibuat sejak semula

dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut SubBkikta adalah suatu tulisan

7> Soebekti dan R. Tjitrosudibio (c)pacit, Ps.1866 KUHPer atau 164 HIR

" Sudikno Mertokusumd{ukum Acara Perdata di Indonesieet, 3, (Liberty,
Yogyakarta, 1981), him. 149

S Ibid, him. 110

"6 Subekti (d)Pokok-Pokok Hukum Perdat&et., 18, (PT. Intermesa, Jakarta,
1984), him.178
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yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatypdristiwva, karenanya
suatu akta harus ditandatangani.

Ketentuan Pasal 1 ayat (7) dalam UUJN menyatakémvé akta notaris
adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan naotemmsirut bentuk dan tata cara
tang ditetapkan dalam undang-undang ini. Akta m&nVWeegens-Oppenheim-
Polak adalah een ondertekend geschrift opgemaakt om tot besvigsenenyang
diterjemahkan oleh Tan Thong Kie dalam bukunya yaergudul Studi Notariat |
sebagai suatu tulisan yang ditandatangani dan dimiak dipergunakan sebagai
bukti. Artinya, sebuah akta dibuat dengan senghkgagan tujuan untuk dijadikan
bukti. Belum tentu bahwa akta itu pada suatu waliktan dipergunakan sebagai
bukti di persidangan, akan tetapi suatu akta mdapabukti bahwa suatu
peristiwa hukum telah dilakukan, dan akta itu aldddaktinya’’ Dari beberapa
pengertian mengenai Akta yang penulis kutip di,g&daslah bahwa tidak semua
dapat disebut akta, melainkan hanya surat-sur@nteryang memnuhi beberapa
syarat tertentu saja yang disebut Akta.

Akta otentik, suatu tulisan yang sengaja dibuatikimembuktikan suatu
peristiva atau hubungan hukum tertentu. Sebagdu aakia yang otentik, yang
dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh bigd#ndang (Pasal 38
UUJN), dibuat di hadapan pejabat-pejabat (pegawaium) yang diberi
wewenang dan di tempat di mana akta tersebut dillaka akta notaris itu
memberikan kekuatan pembuktian yang lengkap darpsera bagi para pihak
yang membuatnya. Kesempurnaan akta notaris seladaaibukti, maka akta
tersebut harus dilihat apa adanya, tidak perlulaimitau ditafsirkan lain, selain
yang tertulis dalam akta tersebut.

Akta notaris merupakan perjanjian para pihak yaeggikat mereka yang
membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnyanpan harus dipenuhi. Pasal
1320 KUHPerdata yang mengatur tentang syarat sapasjanjian, ada syarat
subyektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjakg mengadakan atau

membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepalat cakap bertindak untuk

" Soetantio dan Oeripkartawinatm. cit hal.64- 65
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melakukan suatu perbuatan hukum, dan syarat olbyghkitu syarat yang
berkaitan dengan perjanjian itu sendiri atau béskaiengan objek yang dijadikan
perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dadtu hal tertentu dan sebab
yang tidak dilarang®

Akibat hukum tertentu jika syarat subyektif tidakrpenuhi maka
perjanjian dapat dibatalkan sepanjang sepanjangemaintaan oleh orang-orang
tertentu atau yang berkepentingan. Syarat obyaeditiika tidak dipenuhi, maka
perjanjian batal demi hukum, tanpa perlu ada paaamdari para pihak, dengan
demikian perjanjian dianggap tidak pernah ada daakt mengikat siapa
pun.Syarat pertama akta otentik adalah harus dillsdam bentuk yang
ditentukan dalan undang- undang.

Suatu akta otentik terdiri dari bagian- bagian gyamengandung unsur-
unsur akta otentik tersebut, yaitu kepala akta, pammsi dan akhir akta. Kepala
akta adalah bagian dari permulaan sampai kompdfsmparisi, atau dapat
disebut juga badan akta adalah uraian tentangifgksiudukan) seseorang yang
menghadap seorang notaris, apakah ia bertindakk uhitusendiri atau sebagai
wakil dari orang lain ataupun dalam kedudukan sebdgektur sebuah PT dan
lain sebagainya. Bagian ini sangatlah penting, dangengutip dari pendapat R.
Kadiman bahwa komparisi adalah bagian yang sangating, sehingga suatu
akta notaris bergantung padanya apakah akta itatsahbatal’® Selain itu ada
pula akhir akta yang merupakan bagian mulai dahiraisi akta sampai tanda
tangan.

Kepala akta terdiri atas judul akta, nomor alkdaggal akta, nama lengkap
dan tempat kedudukan notaris serta kalimat yangggenbarkan para pihak
yang “verschijnen” yang artinya datang dan menghatfaBadan akta atau
komparisi terdiri atas nama lengkap, tempat daggahlahir, kewarganegaraan,

’® Habib Adjie,Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesiat. 1, (Bandung : Mandar
Maju, 2009), hal.37

" Tan Thong KieStudi Notariat | : Serba-Serbi Praktek Notariet. 4, (Jakarta: PT.
Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.50.

8 |pid. hal. 51
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pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal parghadap dan/ atau orang
yang mereka wakili. Selain itu ada pula keterangaangenai kedudukan
bertindak penghadap, isi akta yang merupakan ketheddn keinginan dari para
pihak yang berkepentingan, dan nama lengkap, tetapggal lahir, pekerjaan,
jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiggmp $aksi pengenal. Akhir akta
memuat uraian tentang pembacaan akta sebagaimarakstdid dalam undang-
undang, uraian tentang penandatanganan atau peabge dan tempat
penandatanganan atau penerjemahan akta apabilanacha lengkap, tempat
tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan damp#&t¢ tinggal dari tiap- tiap
saksi akta dan uraian tentang tidak adanya peruobalamg terjadi dalam
pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubgdian dapat berupa

penambahan, pencoretan atau penggantian.

24.2 Jenis jenisAkta

Perjanjian yang dibuat secara tertulis dan ditemdmni para pihak yang
memuat peristiva yang menjadi dasar suatu hakpegkatan, yang dibuat sejak
semula dengan sengaja untuk pembuktian disebugaeakta. Akta mempunyai
dua fungsi yaitu :

a. fungsi formil formalitas causg

b. fungsi alat buktigrobationis causp
Fungsi formil artinya akta berfungsi untuk lengkgpratau sempurnanya suatu
perbuatan hukum, jadi bukan sahnya perbuatan hukisdi adanya akta
merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuat&um. Fungsi alat bukti
berarti akta mempunyai fungsi sebagai alat buldieka sejak awal akta tersebut
dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dikemudiain 8ifat tertulisnya suatu
perjanjian dalam bentuk akta ini tidak membuat galperjanjian tetapi hanyalah
agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemuukain

Dalam hukum acara perdata, terdapat dua jenisyakig dapat digunakan
sebagai bukti, yaitu akta bawah tangan dan aktatikté?engertian akta otentik
dapat ditemukan dalam pasal 1868 KUHPer dimanaaktatik adalah akta yang
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dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang hss&kunembuatnya,
mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pitlak ahli warisnya serta
sekalian orang yang mendapat hak daripadanya, {eitiang segala hal, yang
tersebut dalam surat itu sebagai pemberitahuan, safapi yang tersebut
kemudian itu hanya sekedar yang diberitahukanatgdung berhubung dengan
pokok dalam akta itu. Akta otentik yang dibuat tdlemisalnya adalah surat
panggilan juru sita dan surat putusan hakim, sddangkta otentik yang dibuat
“di hadapan” adalah akta perkawinan yang dibuatatiapan pegawai pencatat
nikah dan surat perjanjian yang dibuat di hadapaaris® Sementara itu, akta
bawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat petulbuktian oleh para pihak
tanpa bantuan dari seorang pejabat jadi hanya aanpara pihak yang
berkepentingan saja. Akta bawah tangan tidak diblesit dan di hadapan pegawai
umum, seperti kwitansi dan faktur. Kedua akta tausediakui sebagai bukti
tertulis, sesuai Pasal 1867 KUHPer yang berbunyi :

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tuligaisan otentik

maupun dengan tulisan- tulisan di bawah tangan.
Akta yang dibuat notaris dibedakan menjadi dugpyai

1. Akta yang dibuat oleh notaris atau akta relaas déquat disebut juga akta
pejabat, dimana akta ini adalah akta yang memuwairaetentik dari apa
yang disaksikan, dilihat dan didengar oleh notaladam menjalankan
jabatannya, terhadap tindakan pihak lain di hadapztaris. Contohnya
akta berita acara rapat umum pemegang saham pansexdatas, akta
pendaftaran atau inventarisasi harta peninggalan akéa berita acara
penarikan undian.

2. Perjanjian yang dibuat di hadapan notaris, ataebdisjuga aktgartij
atau akta para pihak, dimana akta ini memuat seotmatik apa yang
diterangkan oleh penghadap kepada notaris agarngtddr atau
dinyatakan notaris dalam akta otentik. Contohnya alkal beli, akta sewa

menyewa, akta perjanjian kredit dan sebagainya.

8 ibid, hal.65
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Kedua akta tersebut memuat mengenai perbuatan hpluapihak, dan bukan
perbuatan hukum notaris. Yang membedakan antaagpakti dengan akta relaas
adalah dalam akta partij, adanya suatu tandatapgaa pihak adalah suatu
keharusan. Hal ini berarti, sebuah perjanjian ydibgangkan secara tertulis oleh
para pihak disebut dengan akta, dan akta yang dibusadapan notaris adalah
akta otentik.

2.4.3 Akta Otentik

Akta Otentik sebagai Alat Bukti yang Sempurna, pektian dalam
hukum acara mempunyai arti yuridis berarti hanydaka bagi pihak-pihak yang
berperkara atau yang memperoleh hak dari merekéuglzan dari pembuktian ini
adalah untuk memberi kepastian kepada Hakim tendalagya suatu peristiwa-
peristiva tertentu. Akta otentik merupakan alat tbukang sempurna,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPerdkta.otentik memberikan
diantara para pihak termasuk para ahli warisnya atang yang mendapat hak
dari para pihak itu suatu bukti yang sempurna tentapa yang diperbuat/
dinyatakan di dalam akta ini. Kekuatan pembukti@mpurna yang terdapat
dalam suatu akta otentik merupakan perpaduan deberbpa kekuatan
pembuktian dan persyaratan yang terdapat padangtiaddan salah satu
kekuatan pembuktian ataupun persyaratan tersebatrakngakibatkan suatu akta
otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktiamy sempurna dan mengikat
sehingga akta akan kehilangan keotentikannya dak tagi menjadi akta otentik.
Dalam suatu akta otentik harus memenuhi kekuatambpktian lahiriah, formil
dan materil, yaitu :

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah

Kekuatan pembuktian lahir berarti kekuatan pemiawmkyiang didasarkan

atas keadaan lahir akta itu sendiri. kekuatan pétdn lahir sesuai

dengan asasatta publica probant seseigsgang berarti suatu akta yang

lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memesydmat- syarat yang
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telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapatgdlap sebagai akta
otentik sampai terbukti sebalikn§a.

2. Kekuatan Pembuktian Formil
Kekuatan Pembuktian Formil berarti akta otentikditiouktikan bahwa apa
yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta ituadidaénar merupakan
uraian kehendak pihak-pihak yang menghadap padayaag tercantum
dalam akta. Secara formil, akta otentik menjaminekeran dan kepastian
hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menglpadan para pihak yang
menghadap, tanda tanga para pihak, notaris dan dakstempat akta
dibuat. Dalam arti formil pula akta notaris membkegmh kebenaran dari
apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar di@lami sendiri oleh
notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankantgjaibga. Akta
dibawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembulttanil, terkecuali
bila si penanda tangan dari surat/akta itu mengdlelienaran tanda
tangannya.

3. Kekuatan Pembuktian Materiil
Merupakan kepastian tentang materi suatu akta, dapa yang tersebut
dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhaithai-pihak yang
membuat akta. Keterangan yang disampaikan penghesfzgda notaris
dituangkan dalam akta dinilai telah benar. Jik&tatgan para penghadap
tidak benar, maka hal tersebut adalah tanggungjpaebpihak sendiri.

% Efendi, Bachtiar, dkkSurat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara &erd
cet.2, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hal. 63.
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BAB 3
TINJAUAN UMUM PROFESI NOTARIS

3.1  Segarah Perkembangan Notaris

Sistem hukum Civil Law yang dianut oleh negaraolmesia merupakan
sistem hukum peninggalan dari Belanda, karena webéhdonesia merdeka,
Indonesia sempat menganut asas konkordansi yatiyasg menyatakan bahwa
peraturan yang berlaku di negeri Belanda berlaka pada pemerintahan Hindia
Belanda (Indonesia). Menurut sejarahnya, sejaratarisodimulai di masa
Romawi Kuno, tepatnya pada masa pemerintahan GeMejariil dikenal dan
mempunyai kedudukan yang penting. Notariil Gerejalapat dibagi menjadi dua
golongan £

(1) Mereka yang bekerja di bawah gereja atau di bavegdibpt gereja yang
lebih rendah dari Paus.

(2) Mereka yang diangkat oleh gereja atau oleh pejaieeja, dan
ditugaskan untuk memberi bantuan kepada publikkuotusan- urusan
yang tidak semata- mata mengenai gereja. Merekadinamakan
“Clericus Notarius Publicus”.

Menurut GHS Lumban Tobing, dalam bukunya Peratdedatan Notaris,
lembaga notaries masuk ke Indonesia pada permuddimd ke-17 dengan
beradanyaVereenigde Oost Indie Compagnie (VO@) Indonesia.?'Sejak
kehadiran VOC di Indonesia, lalu lintas hukum pgategan dilakukan dengan
akta notariil, hal ini berdasarkan pendapat Notoeli® yang menyatakan bahwa

“Lembaga Notariat telah dikenal di Negara Indonegiaitu sejak Indonesia

8 R, Soegondo Notodisoerjplukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasaey, 4,
(Jakarta, PT. Grafindo : 1993), hal.15

8 Habib Adjie,Hukum Notaris Indonesia (tafsir tematik terhadap b&30 tahun 2004
tentang Jabatan NotarisfjBandung : Refika Aditama : 2008), hal.3
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dijajah oleh Belanda, semula lembaga ini diperukdnkbagi golongan Eropa
terutama dalam bidang hukum perdata, yaitu Buig@ligtboek 2°

Setelah Indonesia merdeka, keberadaan notarisddnésia tetap diakui
berdasarkan ketentuan pasal Il aturan peralihanakdUndang Dasar 1945,
yaitu segala peraturan perundang- undangan yangaslia tetap berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut Undang- Undan@gDias Oleh karena itu
peraturan tentang notaris pada zama jajahan Belgaiia Reglement op Het
Notaris Ambt ini Nederlands Ind{&tbl.1860 : 3) tetap berlaku di Indonesia. Pada
tanggal 13 November 1954 telah diberlakukan UU 8®.tahun 1954 yang
menegaskan berlakunyReglement op Het Notaris Ambt ini Nederlands Indie
(Sthl.1860 : 3) sebag&teglemententang Jabatan Notaris di Indonesia (pasal 1
huruf a) untuk notaris Indonesia.

Kemudian sejak dikeluarkannya Undang- Undang dabsbtaris (UUJN)
pada tanggal 6 Oktober 2004, pasal 91 UUJN telahcat®it dan menyatakan
tidak berlaku lagi &

1. Reglement op Het Notaris Ambt ini Nederlands In(bl.1860 : 3)
sebagaimana telah diubah terakhir dalam lembargarael954 Nomor

101

2. Ordonantiel6 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
3. Undang- Undang nomor 33 tahun 1954
4. Pasal 54 Undang- Undang nomor 8 tahun 2004 ternpengbahan atas

Undang- Undang nomor 2 tahun 1986 tentang peraditam.

5. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 1949 tentamgatu/janji Jabatan

Notaris.

UUJN juga merupakan hukum tertulis sebagai tolakr ddagi keabsahan Notaris
dalam menjalankan tugas jabatannya. Undang-Undabgtah Notaris (UUJN)
merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatatari®) artinya satu-satunya
aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang menggtatan notaris di

Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengiaris di Indonesia harus

% R. Soegondo Notodisoerjopocit, hal. 1

% Habib Adjie,op. cit hal.6
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mengacu kepada UUJN. UUJN terdiri dari 13 (tigeabpbab dan 92 (sembilan
puluh dua) pasal, dengan rincian sebagai berikut:

Bab I. Ketentuan Umum (Pasal 1);

Bab Il. Pengangkatan dan Pemberhentian Notarig(Rasl4);

Bab Ill.Kewenangan, Kewajiban dan Larangan (PaSal17);

Bab IV.Tempat Kedudukan, Formasi dan Wilayah Jabbiataris (Pasal 18 - 24);
Bab V.Cuti Notaris dan Notaris Pengganti (Pasal 25);

Bab VI.Honorarium (Pasal 36 - 37);

Bab VII.Akta Notaris (Pasal 38 - 65);

Bab VIll.Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilarta¥is (Pasal 66);

Bab IX.Pengawasan (Pasal 67 - 81);

Bab X.Organisasi Notaris (Pasal 82 - 83);

Bab Xl.Ketentuan Sanksi (Pasal 84, 85);

Bab Xll.Ketentuan Peralihan (Pasal 86 - 90);

Bab Xlll.Ketentuan Pentutup (Pasal 91, 92).

3.2 Definisi Notaris

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 nomondand- Undang nomor 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adglefabat umum yang
berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenalgjanya sebagaimana
dimaksud dalam undang- undang tersebut. Sementarenénurut Black’s Law
Dictionary, istilah notaris atau disebut sebagatary publicadalah :

a person authorized by a state to administer oatestify documents,
attest to the autheticity of signatures, and penfoofficial acts in
commercial matters, such as protesting, negotiatsgFuments®’

Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa dalam Negara- Kegang menganut system

hukumCivil Law :

¥ Bryan A. Garner, edBlack’s Law Dictionary 7" Edition, (St. Paul: West Publishing,
1999), hal.1087

UniversitasIndonesia
Pertanggungjawaban notaris ..., Irena Fatma Pratiwi, FH Ul, 2012



46

a notary public is a public official who servesagublic witness of facts
transacted by private parties, and also servesngsartial legal advisor
for the parties involve
Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dalas®penbare Ambtenaren
sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Peraturan JdWataris dan pasal 1868
Burgerlijk WetboeKBW).
Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan b&hwa

De notarissen zijn openbare ambtenaren, uitsldgitelbevoegd, om
authentieke akten op te maken wegens alle hamgeljrovereenkomsten
en beschikkingen, waarvan eene algemeene veroglegebiedt of de
belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek fgéscblijken zal,
daarvan de dagtekenig te verzekeren, de akterewabng te houden en
darvaan grossen, afschrif akten en uittreksels tat geven; alles
voorzoover het opmaken dier akten door ene algemenordening niet
ook aan andere ambtenaren ofpersonen opgedrag@oidiiehouden is.
(Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunyadmamg untuk membuat akta
otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian daetgean yang diharuskan
oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkeygamti dikehendaki untuk
dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin képasanggalnya, menyimpan
aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutjgarsemuanya sepanjang
pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tjdgl ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang I#if§ementara, dalam UUJN Pasal 1,
definisi Notaris adalah pejabat umum yang berwenantuk membuat akta
otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimalaiach UUJN.

Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum tidakyh kepada notaris
saja, tapi juga diberikan kepada pejabat pembuattakah (PPAT) sebagaimana
diatur dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nehiaahun 1996 dan Pasal 1
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 198, pejabat lelang

sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Keputdsateri Keuangan Republik

% bid

8 G.H.S. Lumban TobingPeraturan Jabatan Notariset.2,(Jakarta: Erlangga, 1999),
hal.31.

% |pid., hal. 31
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Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000. Dengan demikiamtans sudah pasti
pejabat umum, tapi tidak setiap pejabat umum adalatiaris, karena pejabat
umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lel3hg.

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yangakaip oleh undang-
undang yang mengatur jabatan notaris merupakam sudang pekerjaan atau
tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum urgpkrkuan dan fungsi tertentu
(kewenangan tertentu) serta bersifat kesinambursgdragai suatu lingkungan
pekerjaan tetdp. Dalam menjalankan jabatannya, notaris di Ind@ndsrus
tunduk pada Undang- Undang nomor 30 tahun 2004ngniabatan Notaris yang
disingkat menjadi UUJN dan Kode Etik Notaris ata&ENK yang merupakan

peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profasiris.
3.3 Kegiatan Notaris
3.3.1 Notaris Sebagai Pgabat Umum Pembuat Akta Otentik

Notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankamastygbatannya
mengemban amanat yang berasal dari 2 sumber, isgpeg dinyatakan oleh
Rachmat Setiawan, yaitd*

(1) anggota masyarakat yang menjadi klien notaris memdgiki agar notaris
membuatkan akta otentik yang berkepentingan.

(2) amanah berupa perintah dari undang- undang sewmak kangsung
kepada notaris, agar untuk perbuatan hukum ituadgkan dan
dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandumgkna bahwa
notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati ajpgan yang

mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.

L Herry SusantoPeranan Notaris Dalam Menciptakan Kepatutan Dalarantak,
(Yogyakarta: FH Ull Press, 2010), hal.38.

92 Susantopp.cit.,hal. 40

% Rahmat Setiawaokok-Pokok Hukum Perikata(Bandung : Putra A. Bardin: 1999),
hal. 3.
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Hal ini dapat disimpulkan dalam ketentuan yang mgingasar dari keberadaan
notaris sebagai pejabat umum yaitu Pasal 1868 Kélidd®a yang berbunyi :

“ Akta otentik ialah suatu akta yang di dalam lbéntang

ditentukan oleh undang- undang dibuat oleh atau di

hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di

tempat dimana akta itu dibuatnya”.

Berdasarkan pasal tersebut dan beberapa penddpdiukbm tentang Pejabat
Umum, maka dapat disimpulkan bahwa kriteria sebBggibat Umum yaitu®*

a. Pejabat Umum merupakan organ Negara yang mandiri
Pejabat umum dalam menjalankan jabatannya harustaidiri dan
tidak berpihak dan bebas dari pengaruh eksekugkkimpun pejabat
umum diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukdam HAM
Republik Indonesia serta diberikan sebagian kelamasanum oleh
Negara di bidang keperdataan, seperti mengeluagtasse akta,
dengan irah- irah “Demi Keadilan Berdasarkan KetaimaYang Maha
Esa”.

b. Pejabat Umum mempunyai kewenangan yang bersifatmurtigak
limitatify untuk membuat akta otentik di bidang kegataan,
sedangkan kewenangan pejabat lain adalah pengaoug,
sepanjang oleh undang- undang dinyatakan secaasa badhwa selain
pejabat umum, pejabat lain juga turut berwenang Ibuemn akta
otentik, atau untuk pembuatan akta tertentu olelang- undang,
pejabat lain dinyatakan sebagai satu- satunya pemgenang untuk
itu.

c. Pejabat Umum, kewenangan dan bentuk aktanya hatestukan
dalam bentuk undang- undang, dalam hal ini diteariuldeh UUJN.

Sebagai Pejabat umum, notaris berwenang untukkselakan tugasnya

yang merupakan penjabaran dari Pasal 1 angka 1 Yaid¢iterdapat dalam pasal
15 UUJN ayat 1, 2 dan 3, yaitd®

% Pieter E. LatumenteiGacat Yuridis Akta Notaris dalam Peristiwa HukunmKot dan
Implikasi Hukumnya(Jakarta : Tuma Press, 2011), hal.3
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(1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenaiuaeperbuatan,

perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan olehtyrama perundang-

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang bemnkiegan untuk

dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastamgdal pembuatan

akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan kddéipan akta,

semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta il jisha ditugaskan

atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang/ing ditetapkan oleh

undang- undang.

(2) Notaris berwenang pula :

a.

f.

g.

mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepasiigyak surat
di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku ki@sus.
membukukan surat- surat di bawah tangan dengan aftand
dalam buku khusus.

membuat kopi dari asli surat- surat di bawah targampa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan dig&mabadalam

surat yang bersangkutan.

. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi denganheasinaya.

memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pearbu
akta.
membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan

membuat risalah lelang.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada gydarflayat (2)

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalpenaturan

perundang- undangan.

% Hadi Setia TunggaPReraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris
dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART #ade Etik Notaris(Jakarta :
Harvarindo, 2006), hal.36

% Staatshlad 1916 nomor 46 jo 43 mengatur tentaggllsasi dan Pendaftaran
(Waarmerken) yang hingga saat ini masih berlakutidak bertentangan dengan UU Jabatan

Notaris.
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Dalam Pasal 15 ayat 1 UUJN dapat disimpulkan bakewenangan Notaris
adalah membuat akta otentik yang merupakan salah k&avenangan notaris
sebagai pejabat umum, yang mencakup :

a. Menyimpan asli akta (minuta akta);

b. Menjamin kepastian tanggal pembuatan akta;

c. Memberikan salinan, kutipan atau grosse akta;

d. Memberikan kepastian tanda tangan seseorang;

e. Memberi keterangan dalam suatu akta yang mengganti&nda

tangan.

Selain notaris, yang berwenang membuat akta &telatn kewenangan lainnya
menurut Pasal 133 ayat 2 UUJN adalah Notaris periggsotaris Pengganti

Khusus dan Pejabat Sementara Notaris. Notaris @tiggdalah seorang yang
untuk sementara diangkat sebagai notaris untuk geetikan notaris yang

sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhatamgajalankan jabatan sebagai
notaris?’ Notaris pengganti khusus adalah seorang yangjkiarsebagai notaris

kKhusus untuk membuat akta tertentu sebagaimanabutlieen dalam surat

penetapannya sebagai notaris karena di dalam daatah Kabupaten dan Kota
terdapat hanya seorang notaris, sedangkan notang persangkutan menurut
ketentuan UUJN tidak boleh membuat akta dimakstidPejabat sementara
notaris adalah seorang yang untuk sementara méngaagai notaris untuk
menjalankan jabatan notaris yang meninggal dunideridentikan atau

diberhentikan sementata.

Perlu ditegaskan bahwa akta otentik yang dibudt ntgaris terdiri dari dua jenis,

yaitu :

" IndonesialUndang-Undang Jabatan NotarisU No.30 Tahun 2004, LN No.117
Tahun 2004 . TLN No.4432, Ps. 1 butir 3

% |bid,. Pasal 1 butir 4

% |pid,. Pasal 1 butir 2
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1. Akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum (aktaas).'*

yaitu akta yang dibuat oleh notaris yang merupakaatu akta yang
memuat "relaas” atau menguraikan secara otentikasegindakan yang
dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atauksiisan oleh pembuat
akta itu, yaitu notaris sendiri, di dalam menjaamkabatannya sebagai
notaris. Akta jenis ini diantaranya adalah aktaitheacara rapat umum
pemegang saham perseroan terbatas, akta pendadtarannventarisasi
harta peninggalan dan akta berita acara penarikdiamn
2. Akta yang dibuat di hadapan notaris &®aurtij acten.
yaitu akta yang berisikan suatu cerita dari apagyé&erjadi karena
perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain di hadapataris, artinya yang
diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepads#aris dalam
menjalankan jabatannya dan untuk keperluan maraek péin itu sengaja
datang di hadapan notaris agar keterangan atawgiarbitu dikonstatir
oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Aktageni diantaranya adalah
akta jual beli, akta sewa menyewa, akta perjarjiadit dan sebagainya.
Dalam membuat akta otentik, notaris berkewajibatukumenciptakan otentisitas
dari akta- akta yang dibuat oleh atau di hadapanfApabila suatu akta hendak
memperoleh stempel otentisitas seperti pada aktaisomaka menurut ketentuan
dalam Pasal 1868 KUHPerdata akta yang bersangkbtms memenuhi
persyaratan-persyaratan formal yang ditentukan otetang- undang, yang kini
diatur dalam UUJN. Bentuk akta notaris terdiri danal akta atau kepala akta,

badan akta dan akhir akta atau penutup ¥kta.

1% GHS Lumban Tobingp., cit,hal 51-52

101 pasal 38 UU Jabatan Notaris : (1) Setiap aktarisatrdiri dari : a. awal akta atau
kepala akta; b. badan akta; dan c. akhir atau pprakta. (2) Awal akta atau kepala akta memuat :
a. judul akta; b. nomor akta; c. jam, hari, tanggalan, dan tahun; dan nama lengkap dan tempat
kedudukan Notaris. (3) Badan akta memuat : a. Hangkap, tempat dan tanggal lahir,
kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukapataimggal para penghadap dan/ atau orang
yang mereka wakili; b. keterangan mengenai kedudbkatindak penghadap; c. isi akta yang
merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yarngpentingan; dan d. nama lengkap, tempat
dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kddardudan tempat tinggal dari tiap- tiap saksi
pengenal. (4). Akhir atau penutup akta memuatiraan tentang pembacaan akta sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf | atau Pa&sayat (7); b. uraian tentang
penandatanganan atau penerjemahan akta apabile. adaa lengkap, tempat dan tanggal lahir,
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Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipemoaka akta yang dibuatnya
itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekugtembuktian seperti akta
yang dibuat dibawah tangan jika akta itu ditandgaaun oleh para penghadap, hal
ini sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1869 K@%’ dan Pasal 41
UUJN!% Akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja diflah para pihak
untuk pembuktian tanpa bantuan dari seorang pejdrabuat akta. Hal mana
semata-mata dibuat antara para pihak yang berkegent® Tulisan dibawah
tangan atau disebut juga akta dibawah tangan ditalain bentuk yang tidak
ditentukan oleh undang-undang, dan tidak dihadapajabat umum yang
berwenang.

Menurut Habib Adjie perbedaan antara akta di baveatgan dan akta
notaris adalai®
1. Bentuk akta di bawah tangan dibuat dalam bentul yalak ditentukan oleh
undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadg@egebat umum yang
berwenang. Akta notaris dibuat dalam bentuk yamglsulitetapkan oleh undang-
undang (Pasal 38 UUJN), dibuat dihadapan pejahabae(pegawai umum) yang
diberi wewenang dan di tempat dimana akta tersdibuat.
2. Kekuatan/nilai pembuktian dari akta di bawah tangeempunyai pembuktian
sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak adgapghkalan dari salah satu
pihak. Jika salah satu pihak tidak mengakuinyaabebembuktian diserahkan
kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, daiaj@enpenyangkalan atas

pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tingayatidp- tiap saksi akta; dan uraian tentang
adanya perubahan yang terjadi dalam pembuataratddauraian tentang adanya perubahan yang
dapat berupa penambahan, pencoretan, atau peragganti

192 pasal 1869 KUH Perdata : Suatu akta, yang, kaiealaberkuasa atau tidak cakapnya
pegawai umum, atau karena suatu cacat dalam beftutidak dapat diperlakukan sebagai akta
otentik, namun demikian mempunyai kekuatan seliatishn bawah tangan jika ia ditandatangani
oleh para pihak.

193 pasal 41 UUJN : Apabila ketentuan dalam PasabB9Rasal 40 tidak dipenuhi, akta
tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebkigadi bawah tangan.

194 Mertokusumopp., cit,hal. 158.

195 adjie, op.cit.,hal.49
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bukti tersebut diserahkan kepada hakim. Akta neta@mpunyai kekuatan yang
sempurna. Kesempurnaan akta notaris sebagai &t imaka akta tersebut harus
dilihat apa adanya, tidak perlu dinilai atau ditkisn lain, selain yang tertulis
dalam akta tersebut.

Akta yang dibuat baik itu akta di bawah tangan d#u akta otentik
keduanya harus memenuhi rumusan mengenai Syarayasauatu perjanjian
didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerd8tadan secara materiil mengikat para
pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata) selsagtu perjanjian yang
harus ditepati dan dipatuhi oleh para pilfplcta sun servanda}’’ Akta yang
dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum juga mieasa di bawah tangan, jika
pejabat itu tidak berwenang untuk membuat aktajika, terdapat cacat dalam
bentuk akta, sebagaimana disebut dalam Pasal 1868PKrdata tersebut diatas.
Mengenai akta di bawah tangan ini tidak ada diatalam HIR Herziene
Indonesich Reglem@nt® tetapi di dalam RBgReglement Buitengewesel
yang diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasatl@&®3lalam KUHPerdata
diatur dalam Pasal 1874 sampai dengan Pasal 1aB8@alam Stb. 1867 No. 29.
Mengenai akta dibawah tangan yang memuat pengakizsang secara sepihak
untuk membayar sejumlah uang atau memberikan/mankan sesuatu barang
yang dapat ditetapkan atas sesuatu harga tertearus seluruhnya ditulis dengan
tangannya sendiri oleh orang yang menandatangeamdgoyang berutang), atau
paling sedikit selain tanda tangan, harus ditueadsi oleh sipenandatangan
(orang yang berutang) suatu persetujuan yang mejoudah atau besarnya

barang yang terutang.

1% pasal 1320 KUH Perdata : sepakat mereka yang kertdjiinya, kecakapan untuk
membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, sefiab yang halal

197 |pid, hal 48-49

1% HIR (Herziene Indonesich Reglement) atau lebihedé#t dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Perdata merupakan warisan petakan kolonial Belanda, yang pada saat
itu hanya berlaku untuk orang Indonesia (pribumiJawa dan Madura tetapi sekarang sering
diterapkan di tempat lain.

19 RBg (Reglement Buitengewesten) atau dikenal dekgiab Undang-Undang Hukum
Acara Perdata pada zaman kolonial merupakan huloama gerdata untuk pribumi di luar Jawa
dan Madura
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Jika ini tidak diindahkan, maka apabila perikatigrungkiri, akta dibawah
tangan itu hanya dapat diterima sebagai suatu peamupembuktian dengan
tulisan, demikian menurut Pasal 1878 KUHPerdatajgyhersamaan isinya
dengan Pasal 291 RBg dan Pasal 4 Stb. 1867 No@Z9yang dimaksud dengan
permulaan bukti tertulis, dijelaskan dalam Pas&218yat (2) KUHPerdata, yang
berbunyi: “Yang dinamakan permulaan pembuktian dantlisan ialah segala
akta tertulis yang berasal dari orang terhadapasiaptutan dimajukan, atau dari
orang yang diwakili olehnya, dan yang memberikarrsgegkaan tentang
benarnya peristiwa-peristiwva yang dimajukan oledeseang”.

Jadi surat yang berasal dari penggugat atau piletigek tidaklah merupakan
permulaan bukti tertulis. Untuk dapat menjadi bsleimpurna atau lengkap, maka
permulaan bukti tertulis itu masih harus dilengkdgngan alat-alat bukti lain.

Seorang notaris juga harus menjalankan fungsakysi sebagai seorang
notaris yaitu melakukan penyuluhan hukum kepadayamakat umum sesuai
dengan tuntutan tugasnya. Sumpah jabatan notag® joenyebutkan bahwa
seorang notaris haruslah menjalankan jabatannygadgnjur, seksama dan tidak
memihak. Seorang notaris juga harus menepati desggefiti- telitinya semua
peraturan- peraturan maupun undang- undang bagrisgtang sedang berlaku
atau yang akan diadakan. Hal ini berarti bahwa eseprnotaris harus tetap
memperhatikan seluruh peraturan perundang- undaygag masih berlaku di
Indonesia agar dapat menyesuaikannya dengan akigq dgibuatnya tersebut,
sehingga dapat menghindari kesalahan- kesalaham yamgkin dapat terjadi
karena bertentangan dengan peraturan perundangngsaud yang ada yang dapat
mengakibatkan akta menjadi hilang keotentisitasanny

Seorang notaris juga harus merahasiakan isi- kla gang dibuatnya
ataupun setiap rahasia yang dipercayakan kepadaeiaklien. Jabatan yang
dipangku oleh  seorang notaris merupakan jabatan erkapaan
(vertrouwensambt), sehingga notaris berkewajibaokumerahasiakan semua apa
yang diberitahukan kepadanya selaku notaris sekalipda sebagian tidak
dicantumkan dalam akta. Seorang notaris yang takgkat membatasi dirinya

akan mengalami akibatnya di dalam praktek; ia alsmgera kehilangan
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kepercayaan publik dan ia tidak lagi dianggap sabawang kepercayaan
(vertrouwenspersogn*°

Notaris juga memiliki kewajiban untuk menyimpan notia, daftar,
repertorium dan klapper mereka dengan cermat damyimpannya di tempat
yang mudah dicapai dan amah: Kewajiban untuk menyimpan itu tidak terbatas
pada penyimpanan minuta- minuta yang dibuat olefiatiau di hadapan Notaris
itu sendiri, akan tetapi juga berlaku untuk minutanuta yang diambil alih dari
notaris lain. Selain itu daftar- daftar, repertamturepertorium dan klapper-
klapper juga harus diperlakukan dengan cara yamgasseperti yang telah
ditentukan dengan cara yang sama seperti yang tilahtukan bagi minuta-
minuta Notaris*'? Selain itu Notaris juga berkewajiban untuk menyammkta-
akta yang telah dibuatnya ke dalam suatu tempafipp@anan yang aman, mudah
dicapai serta terkunci dengan baik.

Selain membuat akta otentik, notaris juga ditugaskntuk melakukan

pendaftaran dan pengesahemdrmerkerdanlegaliserern). **3

3.3.2 Notaris sebagai Pejabat Umum yang Melakukan K ewenangan L ainnya.

A. Legislasi

Legislasi adalah tindakan hukum dimana akta dilbet&agan yang belum
ditanda tangani diberikan kepada notaris dan setedéaris membacaan isi akta
tersebut serta menjelaskan kepada pihak yang disiebam akta, baru kemudian
pihak yang bersangkutan menandatangani akta térsBbbadapan notaris?
Berdasarkan penjabaran kewenangan yang dimilildarisotlalam Pasal 15 UUJN,

salah satu kewenangan yang diberikan Pasal 152ayatruf a UUJN adalah

19 Tobing.,op, cit hal. 118

1 Tobing, g.,cit, hal. 327

112 bid.

113 Hadi Setia Tunggal,pocit, hal 44-45

14 pieter Latumenterop,cit hal. 22
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melakukan legislasi, atau mengesahkan tanda tarmgEngan menetapkan
kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan aftandlalam buku khusus.
Selain diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a UUJNyehangan legislasi juga
diatur dalam Pasal 1874a, Pasal 1874 ayat 2 daal P80 KUH Perdata serta
Staatsblad 1916 nomor 46 jo. 43 yang masih berldku tidak bertentangan
dengan UUJN. Rumusan legislasi yang diatur dalasalp2 butir 1 Staatsblad
1916 Nomor 46 jo. 43 adalafi*?
"Ik ondergetekende..... notaris (cq. Resident, istgst resident,
controleur, gezaghebber, voorzitter van den ladranz) te......, verklaar
dat ik de persoon van... mijn bekend (cq bekendagé&t), duidelijk de
inhoud der akte heb voorgehouden, waarna... vopamd zijne
handtekening (cq, zijn vinggerafdruk) in mijnedegoordigheid op deze
akte gesteld”.
(Atau dapat diterjemahkan menjadi : saya yang bddtangan di bawah ini....
notaris (walikota, wedana, sekretaris keresidekeiua pengadilan negeri, bupati-
kepala daerah) di ...... menerangkan, bahwa kepaga nama ...... yang saya
kenal (yang dirinya diperkenalkan kepada saya aleh), telah saya jelaskan isi
dari akte ini dimana sebelumnya (nama) ....... seteut menaruhkan tanda
tangannya (cap jari tangannya) di hadapan saya’.
Legislasi sebagai suatu tindakan hukum harus mehidreberapa syarat,
yaitu: *°
(1) Notaris mengenal orang yang membubuhkan tanda namgau cap
jempolnya atau diperkenalkan oleh 2 orang saksg@eal atau 2 orang
kawan penghadap lainnya;
(2) Bahwa isi akta itu diterangkan dan dijelaskan olebaris kepada pihak
yang disebut dalam akta.
(3) Pihak yang disebut dalam akta membubuhkan tandgamaya atau cap
jempolnya di hadapan notaris.

Kekuatan bukti legalisasi terletak pada :

115 Tan Thong Kiepp.,cit, hal. 371-373

118 pid., hal. 238-239
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a. Tanggal dan tanda tangan yang pasti.
b. Isi akta yang dijelaskan oleh notaris.

B. Waarmerker(Pendaftaran)

Waarmerkenatau verklaring van visumatau pendaftaran adalah suatu
tindakan hukum dimana notaris memberikan tanggati perhadap akta bawah
tangan yang dibawa kepadanya yang merupakan kgteramahwa notaris telah
melihat akta di bawah tangan itu pada hari itu.dddsikum bagi kewenangan
notaris melakukan pendaftaran adalah Pasal 15 2yauruf b UUJN dan
Staatsblad 1916 nomor 46 jo 43. Karemaklaring van visumhanya memberi
tanggal pasti, maka tanda tangan yang tertera dalktéandi bawah tangan itu tidak
pasti dan tetap dapat disangkal oleh orang atawalisnya, tetapi tanggal tidak
dapat disangkdf:’ Rumusan legislasi yang diatur dalam pasal 2 AuSitaatsblad
1916 Nomor 46 jo. 43 adalali*®

"Onderhandsche akten, voorzover niet voorzien ean verklaring als
bedoeld in het eerste lid, kunnen, om te strek&ebewijs tegen derden
ten aanzien van hare dagtekening, door een notafrieen der in art.1
aangewezen ambtenaren worden gewaarmerkt door Wwebrd
"gewaarmerkt” aan den voet der akte te stellenterondertekenen, met
vermelding van den dag waarop deze verrichtingth@aats gehad.”

Atau dapat diterjemahkan menjadi :

"Akta bawah tangan, yang mana tidak dengan peragat®bagaimana yang
dimaksud dalam ayat pertama, dapat digunakan sebagé terhadap pihak
ketiga sehubungan dengan tanggal yang oleh natiatispejabat yang ditunjuk di
pasal 1 mendaftarkan akta tersebut dan menandaiaaki@ yang menyatakan

hari di mana peristiwa itu terjadi.

C. Membuat Cop¥ollationee.

" bid,, hal. 238

118 pid,. hal. 371-373
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Kewenangan lainnya yang diberikan UUJN kepada risotadalah
membuat Copy Collationee atau mencocokkan copyasemngan aslinya dari
surat di bawah tangan. Copy Collationee atau copgtdi bawah tangan yang
telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, mempurgjaidtan bukti sama dengan
tulisan aslinya, sepanjang isinya sama denganyaslidal ini telah disebutkan
dalam Pasal 15 ayat 2 huruf ¢ dan d UUJN dan R&88 KUH Perdatd*®
Kemudian, Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewegang akan ditentukan
kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akaandakemudian(ius
constituendum)Berkaitan dengan kewenangan tersebut, jika notagkmkukan
tindakan di luar wewenang yang telah ditentukankamaotaris telah melakukan
tindakan di luar kewenangannya, maka akta yang tilauat oleh notaris tersebut
tidaklah mengikat secara hukum atau tidak dapaksiinakar(nonexecutable),
dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan ohelakan notaris yang bekerja
di luar kewenangannya sebagai notaris tersebut,anmakaris tersebut dapat

digugat secara perdata di pengadilan néderi
3.3.3 Notarissebagai Profess Hukum

Notaris sebagai seorang pejabat umum dalam tugdsanyslah bertindak
berdasarkan etika. Etika yang termasuk dalam ka#eite dimaksudkan untuk
membawa suatu profesi dalam menjalankan professwyaaya betul- betul
mencerminkan pekerjaan profesional yang bermoratgae motivasi dan
orientasi pada keterampilan intelektual serta lgeraentasi secara rasional dan
kritis. *** Profesionalisme adalah suatu paham yang mencitdkakukannya

kegiatan- kegiatan kerja tertentu dalam masyardi@tekalkan keahlian yang

119 pasal 1888 KUH Perdata : Kekuatan pembuktian duati tulisan adalah pada akta
aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salirsalinan serta ikhtisar- ikhtisar hanyalah dapat
dipercaya sekedar salinan- salinan serta ikhtightisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana
senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya.

120 Hadi Setia Tunggaloc,Cit, hal 34-35.

121 |gnatius Ridwan WidyadharméEfika Profesi Hukum(Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 1996) hal.8
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tinggi dan berdasarkan rasa keterpanggilan, deida untuk menerima panggilan
tersebut, untuk dengan semangat pengabdian sealimemberikan pertolongan
kepada sesama yang tengah dirundung kesulitanndatiekehidupan. Dengan
demikian profesi tidaklah sekali- kali boleh dis&aa begitu saja dengan kerja
biasa yang bertujuan mencari nafkah dan/ atau midreleyaan duniawi-*?
Profesionalisme kerja seorang notaris mensyaradganya tiga watak kerja,
yaitu :
1. Bahwa kerja itu merefleksikan adanya itikad untulerealisasikan
kebajikan yang dijunjung tinggi dalam masyarakaing oleh karena itu
tak akanlah kerja itu mementingkan atau mengharapkdalan upah
materiil untuk para pelakunya, melainkan tegakngtackmatan diri.
2. Bahwa kerja itu dikerjakan berdasarkan kemahir&niseyang bermutu
tinggi, yang karena itu amat mensyaratkan adanyadigi&an dan
pelatihan yang berlangsung bertahun- tahun sek&akdusif dan berat;
3. Bahwa kualitas teknis dan kualitas moral yang adisyaratkan dalam
kerja- kerja pemberian jasa profesi ini dalam psd@laannya harus
menundukkan diri pada kontrol sesama warga yangrdganisasi,
berdasarkan kode- kode etik yang dikembangkan @sepakati bersama
di dalam organisasi tersebut, yang pelanggarankga bBerkonsekuensi
dibawanya si pelanggar ke hadapan suatu Dewan Kettan'*>
Seorang notaris dalam membuat akta juga tidakhbolemihak pada salah
satu pihak di antara pihak- pihak yang datang kamgal untuk membuat akta
sehingga akta tersebut menjadi berat sebelah damamaenguntungkan salah satu
pihak saja.

Selain itu dalam menjalankan jabatannya sebagaasg pejabat umum,
Notaris juga harus memiliki rasa tanggung jawalprikadian yang sesuai dengan

etika hukum dan integritas sosial yang tinggi. §agrnotaris dalam menjalankan

122 5petandyo WignjosoebrotBrofesi, Profesionalisme dan Etika Profediedia
Notariat Nomor 7 (Edisi April-Juni 2001), hal.32

2 bid, hal. 32
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tugasnya selain harus memiliki pengetahuan seeardi$ dan pengalaman secara
teknis juga harus ditambah dengan memiliki tanggameab etika hukum yang
tinggi berupa nilai- nilai atau ukuran- ukuran atikpenghayatan terhadap
keluhuran dan tugas jabatannya, serta integritaalngang baik.

Secara singkat, suatu profesi dapat didefinisgebragai jabatan seseorang
yang tidak bersifat komersil, mekanis, pertaniaan debagainya. Menurut artikel
Internasional Encyclopedia of Education ada 10ktigs dari suatu profest?*

(1) Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelakigang terus menerus
dan berkembang dan diperluas;
(2) suatu teknik intelektual,
(3) Penerapan praktis dari teknis intelektual padaamrysaktis;
(4) suatu periode panjang untuk pelatihan dan sersifika
(5) beberapa standar dan pernyataan tentang etika ydapgat
diselenggarakan,;
(6) kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri
(7) asosiasi dari anggota- anggota profesi yang mesjatu kelompok yang
akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi aatagota;
(8) pengakuan sebagai profesi;
(9) perhatian yang profesional terhadap penggunaan lgarignggungjawab
dari pekerjaan profesi;
(10)hubungan erat dengan profesi lain.
Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa yangakiud dengan profesi
hukum adalah segala pekerjaan yang ada kaitannggademasalah hukum.
Secara tradisional ada empat profesi : kedoktehnakum, kependidikan dan
kependetaan. Dengan etika profesi hukum, diharaleaa profesional hukum
mempunyai kemampuan individu tertentu yang kriyigitu kemampuan untuk
kesadaran etis, berpikir secara etis, bertindakraeetis dan kemampuan untuk

kepemimpinan etis. Kemampuan tersebutlah yang rakeup landasan dasar

124 syhrawardi K. LubisEtika Profesi Hukum(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), cet. 4, hal.
12
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watak, kepribadian dan tingkah laku para profedidnaum. *** Kedudukan
notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyatakgga sekarang dirasakan
masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggd#agai seorang pejabat
tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yand loidedalkan. Segala
sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (kongtadialah benar karena ia adalah
pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses Hakum

Berkaitan dengan tugas dan kewenangan notariebigrsmaka dapat
dipahami bahwa keberadaan profesi notaris meruppk@esi yang penting dan
dibutuhkan dalam masyarakat, mengingat kewenangamdtaris adalah sebagai
pembuat akta bukti tertulis berupa akta- akta dent

Dalam melaksanakan tugas jabatannya seorang sidtarus berpegang
teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karenaatémp harkat dan martabat
profesionalisme akan hilang sama sékalDi dalam Kode Etik Notaris Indonesia
telah ditetapkan beberapa kaidah yang harus digegdeh notaris selain
berpegang teguh pada UUJN, diantaranya adalah :
1. Kepribadian Notaris, hal ini dijabarkan kepada :

a. dalam melaksanakan tugasnya dijiwai Pancasila,rsdala taat kepada
UUJN, sumpah jabatan, Kode Etik Notaris dan berbaladonesia yang
baik.

b. Memiliki perilaku profesional dan ikut sertaa dalapembangunan
nasional, terutama sekali dalam bidang hukum.

c. Berkepribadian baik dan menjunjung tinggi martadah kehormatan
notaris, baik di dalam maupun di luar jabatannya.

2. Dalam menjalankan tugas, notaris harus :

a. Menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur kdaerpihak dengan

penuh rasa tanggung jawab.

'2%|bid, hal.14
126 Tan Thong Kiepp.,cit,hal.157

127 syhrawardi K. Lubispp., cit, hal. 35.
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b. Menggunakan satu kantor sesuai dengan yang ditatapleh Undang-
Undang, dan tidak membuka kantor cabang dan pelamakian tidak
menggunakan perantara.

c. Tidak menggunakan mass media yang bersifat promosi.

3. Hubungan notaris dengan klien harus berlandaskan
a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yaagperlukan
jasanya dengan sebaik- baiknya.
b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencegsadaran hukum
yang tinggi agar anggota masyarakat menyadari aakeéwajibannya.
c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggatyarakat yang

kurang mampu.

4. Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah :
a. Hormat menghormati dalam susunan kekeluargaan.
b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yarggikan sesama
rekan
Saling menjaga dan membela kehormatan dan nama Kutaris atas dasar rasa

solidaritas dan sifat tolong menolong secara koRsir

34  Pengawasan Notaris

Pengawasan kinerja profesi notaris berdasarkaal pasUUJN dilakukan
oleh Menteri dan dalam melaksanakan pengawasaniigntd oleh Majelis
Pengawas. Majelis Pengawas Notaris adalah suatanbgdng mempunyai
kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pearbidan pengawasan
terhadap notaris. Pengawasan ini bertujuan agaarisotlalam menjalankan
profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik psdf@otaris dan peraturan
perundang-undangan dan menjadikan notaris yangar&at. Pengawasan ini
juga berlaku bagi notaris pengganti, notaris pentigghusus dan pejabat
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sementara notaris. Majelis Pengawas Notaris memitiampetensi untuk
melakukan pengawasan terhadaf :

1. Perilaku notaris, dengan acuan Kode Etik Notaris.

2. Pelaksanaan Jabatan Notaris, dengan acuan perapgamdang-

undangan.

Majelis pengawas berjumlah 9 orang yang terdin dasur :
a. Pemerintah sebanyak 3 orang.
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang
c. Ahli / akademis sebanyak 3 orang.
Oleh karena itu apabila dalam suatu daerah tidadlapat unsur instansi
pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) larmhaka keanggotaan
dalam Majelis Pengawas dapat diisi dari unsur yaing ditunjuk oleh Menteri.
Pengawasan yang dilakukan meliputi perilaku notdes pelaksanaan jabatan
notaris. Majelis pengawas tersebut terdiri daingkatan atau jenjang, yaittf?
a. Majelis Pengawas Daerah
b. Majelis Pengawas Wilayah
c. Majelis Pengawas Pusat.

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten fa kgang
keanggotaannya terdiri dari unsur sebagaimanabigrs#i atas dan kemudian
masa jabatannya adalah 3 tahun dan dapat diangiabati®*® Majelis
Pengawasan Daerah dalam hal ini berwenang untuk :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanyaadugelanggaran

Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaangabetaris.

b. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adangaasupelanggaran

Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaarigabetaris.

128 Ari SupratnoPedoman Pemeriksaan Majelis Pengawas Naténigskalah
disampaikan pada diskusi panel sehari tentang R&aadiukum berkaitan dengan Pelaksanaan
Tugas Jabatan Notaris, Jakarta, 10 Desember 2@dl1),

129 |ndonesia, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU N&&n 2004, LN No.117
Tahun 2004 . TLN No.4432, Ps. 68

130 pid., Pasal 69 UUJN
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c. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol notarisrseberkala yaitu 1
kali dalam 1 tahun atau setiap waktu yang dianggsju.

d. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai Gbu

e. Menetapkan notaris pengganti dengan memperhatigahcalon notaris
yang bersangkutan.

f.  Menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai penggsementara
Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat Negsbagaimana
dimaksud dengan Pasal 11 ayat 4 UUJN.

Sedangkan kewajibannya adalah :

a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Rybidotaris dengan
menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, gandah surat di
bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejajgah pemeriksaan,
jumlah akta, serta jumlah surat di bawah tangarg ylisahkan dan yang
dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir.

b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikpada majelis
pengawas wilayah setempat, dengan tembusan kepatdaisnyang
bersangkutan, organisasi notaris, dan majelis peagausat.

c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan.

d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftéa dian daftar lain dari
notaris dan merahasiakannya.

e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris damyampaikan hasil
pemeriksaan tersebut kepada majelis pengawas Wwildga dalam waktu
30 hari, dengan tebusan kepada pihak yang melaporkataris yang
bersangkutan, majelis pengawas pusat, dan organigdaris, serta
menyampaikan permohonan banding terhadap kepupesartakan cuti.

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap kepupesaslakan cuti
Majelis Pengawas Wilayah berada di ibukota Propyang meliputi

seluruh kabupaten / kot& susunan keanggotaannya serta masa jabatannya pada

131 pid., Pasal 72
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prinsipnya sama dengan susunan keanggotaan yangaddaMajelis Pengawas
Daerah. Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah hasgita dengan Majelis
Pengawas Daerah, namun dalam tingkatan atau jepgrgylebih tinggi, yaitu di
ibukoa Propinsi, sehingga Majelis Pengawas Wilapahhak memeriksa atau
memutus keputusan Majelis Pengawas Daerah, sejadaiin permasalahan cuti
notaris dan mengusulkan sanksi terhadap notarimdeepgViajelis Pengawas
Pusat:*

Majelis Pengawas Pusat berkedudukan di ibukotaaraegtau Jakarta
sedangkan susunan keanggotaan dan masa jabataamga dengan Majelis
Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wil&YaMajelis Pengawasan Pusat
mempunyai kewenangan :

a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan meng&m®aputusan
dalam tingkat banding dalam penjatuhan sanksi éanlpkan cuti.
b. Memanggil notaris terlapor untuk dilakukan pemea#&s sebagaimana

dimaksud dalam huruf a.

Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara.

d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhenteamgas tidak
hormat kepada Menteri.
Sedangkan kewajiban Majelis Pengawas Pusat adatalyampaikan keputusan
kepada Menteri dan notaris yang bersangkutan detggabusan kepada Majelis
Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yamgarmgkutan serta

Organisasi Notaris.
3.5 Organisas Notaris
Notaris tergabung dalam suatu wadah ikatan ata@gangsasi profesi

berbadan hukum yang disebut sebagai Ikatan Ndtad@nesia (INI). Organisasi

Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik NotaBatu- satunya

1321hid., Pasal 73

133 1bid., Pasal 76
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perkumpulan atau perhimpunan para notaris di Insiangang dinamakan INI
adalah merupakan kelanjutan dari “de Nederlandsdis¢he Notarieele
Vereeniging” yang didirikan di Batavia / JakattaTujuan perkumpulan adalah :

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mpagakan
terwujudnya kepastian hukum

2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umurdagailmu
serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khyesus

3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan niNdtaris selaku
Pejabat Umum dalam rangka pengabdian kepada Tubhag Maha Esa,
bangsa dan Negara.

4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi daam passaudaraan
serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota uaméwkujudkan
persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segeygganya:>
Keanggotaan anggota INI dibedakan menjadi tigggata biasa (semua

notaris Indonesia termasuk di dalamnya), anggot lbiasa dan anggota
kehormatan. INI mempunyai susunan kepengurusan alah perlengkapan
organisasi yang terbagi mulai dari pengurus pusangurus wilayah, hingga
pengurus daerah. Selain itu INI juga memiliki Devw&ghormatan yang bertugas
untuk melakukan upaya untuk menegakkan kode ettlrisoyang terdiri dari
Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan WilayahD#avan Kehormatan
Daerah. Masing- masing memiliki alat perlengkaparupa Kongres / Kongres
luar biasa, Kongres wilayah / Konferensi wilayahrlbiasa, dan Konferensi darah
/ Konferensi daerah luar biasa. Kegiatan- kegigtang dilakukan INI dalam
rangka melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dggafem Rumah Tangga
antara lain adalah membuat kursus- kursus maupomnge mengenai Notaris
dalam berbagai bidang hukum yang ada kaitannyaashedgn sangat berguna

bagi tugas jabatan dan fungsi notaris, menerbitk@jalah khusus notaris,

3% Komar Andasasmita\otaris | Peraturan Jabatan, Kode Etik dan Asoshstaris /

Notariat, (Bandung : Ikatan Notaris Indonesia, 1991), l&.2

135 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indoneskasal 7
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mengadakan berbagai pertemuan dengan Pejabat- aPemhu Instansi
pemerintah yang terkait, dan sebagainya.
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BAB 4

ANALISA TANGGUNG JAWAB NOTARISTERHADAP BATALNYA
SUATU PERJANJIAN

4.1  Kekuatan hukum atas suatu perjanjian yang dibuat di hadapan

notaris.

Kedudukan akta yang dibuat di hadapan notaris aksa otentik
sebagai alat bukti yang sempurna, pembuktian dalwkum acara
mempunyai arti yuridis berarti hanya berlaku baghag-pihak yang
berperkara atau yang memperoleh hak dari mereké&uglean dari pembuktian
ini adalah untuk memberi kepastian kepada Hakintaten adanya suatu
peristiwa-peristiwva tertentu. Akta otentik merupakalat bukti yang
sempurna, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870PKtddta. Akta
otentik memberikan diantara para pihak termasula @i warisnya atau
orang yang mendapat hak dari para pihak itu suakdi lyang sempurna
tentang apa yang diperbuat/ dinyatakan di dalama iakt Jika kita membahas
mengenai kekuatan hukum atas suatu perjanjian yhingat di hadapan
notaris, maka kita membahas mengenai akta paatij akta penghadap. Yang
membedakan antara akta partij dengan akta relsslahadalam akta partij,
adanya suatu tandatangan para pihak adalah susukan.

Salah satu cara untuk menentukan kekuatan hukatn perjanjian dapat
dilakukan dengan mengetahui bagaimana kekuatamu fefanjian dalam
menjadi alat bukti dalam pengadilan. Sesuai derkgderadaan akta otentik
yang keberadaannya dimaksudkan sebagai bukti jfza& pntuk diajukan ke
pengadilan dalam hal terjadi sengketa di masa g#ag datang, maka dalam
Hukum Acara Perdata disebutkan macam- macam akit dalam perkara

perdata, antara lain®®

¢ IndonesiaReglemen Indonesia Yang Diperbaharui RIB (H,IdRerjemahkan oleh

M. Karyadi, cet,.2 Bogor : Politeia, 1992, Pasad t8R / 284 RBg
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Alat bukti tertulis (surat)
Kesaksian (keterangan saksi)
Persangkaan- persangkaan.

Pengakuan

o bk~ 0w N PE

Sumpabh.

Yang termasuk dalam alat bukti surat adalah ssratt lain yang bukan akta
dan akta, sedangkan akta juga dibagi menjadi duwamayaitu akta otentik
dan akta di bawah tangan. Oleh karena itu aktatibtdigolongkan menjadi

alat bukti surat. Sebagai alat bukti Pasal 1867 KR#rdata menyatakan :

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulsentik atau dengan
tulisan dibawah tangar’

dan pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibualamd bentuk yang
ditentukan undang-undang oleh atau di hadapanbgtejamum yang
berwenang untuk itu di tempat akta itu dibtfit.

Dalam Hukum Acara Perdata, akta otentik digolonggebagai alat bukti
yang sempurna dan mempunyai kekuatan pembuktiag yangikat bagi
hakim, sepanjang hal itu tidak dilumpuhkan dengaktidawan atau apabila
akta yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalarbokengan atau cacat,
sehingga akta tersebut dapat dinyatakan oleh hakimagai akta yang cacat
secara hukum. Oleh karena itu dalam kacamata pemhukakta otentik
memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan mengikétambah lagi,
Hukum Acara Perdata lebih menitikberatkan pencakabenaran formil
sehingga kekuatan hukum akta otentik tidak terldata lagi dalam

mempengaruhi keputusan hakim.

B’ R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio (@p., cit Ps. 1867

138 |hid. Pasal 1868
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Tidak hanya dalam Hukum Acara Perdata, namun Hukeara Pidana
juga mengatur mengenai keberadaan akta otentik bfilti yang sah menurut
undang- undang dalam Kitab Undang- Undang Hukum raAcRidana
(KUHAP) adalah**

Keterangan saksi
Keterangan ahli

Surat

W .

Petunjuk

5. Keterangan terdakwa.
Alat bukti surat yang disebutkan dalam KUHAP mengkepada bentuk surat
yang dibuat resmi secara formalitas yang ditentugaraturan perundang-
undangan, berisi keterangan resmi dari pejabat ybegvenang dan
pembuatannya dilakukan atas sumpah jabatan. Oledn&atu, dari sudut
pandang Hukum Acara Pidana, alat bukti surat dteatau akta otentik
memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sel@nggngan sendirinya
akta tersebut sudah benar, kecuali dapat dilumpultkeh bukti lain, dan
tidak dapat dinilai lagi kesempurnaan bentuk damipetannya. Namun,
dalam perkara pidana, akta otentik, meskipun daagn formal sudah dapat
dikatakan benar atau sempurna, namun kebenararebwersdapat
dikesampingkan apabila hakim memiliki keyakinamlai

Setiap akta otentik memiliki 3 kekuatan pembuktigaitu kekuatan
pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal #akuatan pembuktian
material. Kekuatan pembuktian lahiriah yaitu kemaerp dari akta tersebut
untuk terbukti dengan sendirinya sebagai akta itergehingga tidak
diperlukan pengakuan- pengakuan dari pihak- pihalamd akta otentik
tersebut. Kekuatan pembuktian formal, yaitu aktaseieut terjamin
kebenarannya sepanjang pejabat yang membuatnyaudiem kekuatan
pembuktian material, yaitu keterangan- keterangamngyterdapat di dalam

akta tersebut adalah sesuatu yang benar dan tedagira sah. Oleh karena

139 Indonesialndang- undang Hukum Acara PidariaU No.8 tahun 1981, LN. No.74
Tahun1974, TLN. No.2951, Ps.187
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itu perjanjian yang dibuat di hadapan notaris,reel#u benar- benar dibuat di
hadapan notaris, adalah akta otentik, yaitu selsgbbukti terkuat dan penuh
mempunyai peranan penting dalam setiap hubungannhalalam kehidupan
masyarakat. Jadi kekuatan hukum suatu akta, tenggrpada dimana akta
tersebut dibuat, jika bukan di hadapan pejabat unatau notaris maka
menjadi akta dibawah tangan sedangkan jika diblett atau dihadapan
pejabat umum maka akta tersebut menjadi akta Hoyamg bersifat akta
otentik.

Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuapembuktian

sebagai berikut'*°

1. Lahiriah Uitwendige Bewijskracht
Kemampuan akta notaris merupakan akta itu sendttik membuktikan

keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat Idar (lahirnya) sebagai
akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum ysamph ditentukan
mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebigkoesebagai akta otentik
sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yaegbuktikan bahwa akta
tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dabaimini beban pembuktian
ada pada pihak yang menyangkal keotentikan ak&iaotang bersangkutan,
baik yang ada pada minuta dan salinan serta adawgh akta, mulai dari

judul sampai dengan akhir akta.

2. Formal Formele Bewijskracht

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwaaseskejadian dan
fakta tersebut dalam akta benar dilakukan olehrisotdau diterangkan oleh
pihak- pihak yang menghadap pada saat yang teroadadam akta sesuai
dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam peerbakta. Secara formal
untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentamg tanggal, bulan,

tahun, pukul (waktu) penghadap, dan para pihak yaegghadap, paraf dan

" Habib Adjie,Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notagb&gyai Pejabat
Publik, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2009), hal.72-72
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tanda tangan para pihak / penghadap, saksi danisn@iada akta pejabat /
berita acara), dan mencatatkan keterangan atau ygtaam para
pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihalkeka harus
dibuktikan formalitas dari akta, vyaitu harus dapanembuktikan
ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan ulpuknenghadap
membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, dikaksdan didengar oleh
notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikaind&kbenaran pernyataan
atau keterangan para pihak yang diberikan / dis&apali hadapan notaris,
dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksindtaris ataupun ada
prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dehkgéa lain, pihak yang
mempermasalahkan akta tersebut harus melakukanuséarbterbalik untuk
menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jikaktichampu membuktikan
ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut h#rrsmh oleh siapapun.

3. Materiil (Materiele Bewijskracht)

Kepastian tentang materi akta sangat penting, datpa yang terdapat
dalam akta tersebut merupakan pembuktian yangesdadap pihak- pihak
yang membuat akta atau mereka yang mendapat habedaku untuk umum,
kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan giamyataan yang
dituangkan/ dimuat dalam akta pejabat (atau bewdt@a), atau keterangan
para pihak yang diberikan/ disampaikan di hadapataris dan para pihak
harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dgkiam / dimuat dalam akta
berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yatagg menghadap notaris
yang kemudian keterangannya dituangkan / dimuantalkta harus dinilai
telah benar berkata demikian. Jika ternyata peaaydt keterangan para
penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hs¢ktet tanggungjawab
para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta nstamempunyai kepastian
sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sahtdia para pihak dan para
ahli waris serta para penerima hak mereka. Ketadadah satu kekuatan

pembuktian ataupun persyaratan tersebut akan mibagiekn suatu akta
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otentik tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktiaany sempurna dan
mengikat sehingga akta akan kehilangan keotenti@antian tidak lagi

menjadi akta otentik.

4.2 Pertanggungjawaban seorang Notaris atas batalnya suatu perjanjian

Akibat dari kebatalan baik karena batal demi hukomaupun adanya
tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat yamg saitu tidak mempunyai
akibat atau efek hukum. Meskipun dalam hal peganiyyang dapat dibatalkan,
akta tetap mengikat selama belum ada putusan pésrggdng telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dan akta baru menjadi tidakgrikat sejak ada putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukunp.t&@adangkan dalam hal
perjanjian batal demi hukum, secara otomatis seldlt tersebut ditandatangani
dan tindakan hukum yang tersebut didalam akta diamdidak pernah terjadi dan
tanpa perlu ada putusan pengadilan.

Dalam Bab Tinjauan umum perjanjian telah diteramgkahwa syarat-
syarat sah perjanjian adalah syarat subjektif (sgpdan cakap) dan syarat
objektif (hal tertentu dan causa yang halal). Aalguatu perjanjian tidak
memenuhi syarat- syarat subjektif maka perjanjiapatl dimintakan pembatalan
oleh salah satu pihak, sementara apabila suatanfian tidak memenuhi syarat-
syarat objektif maka suatu perjanjian dapat dirkatabatal demi hukum.
Sehingga, apabila suatu perjanjian tidak jelas ygyay diperjanjikan oleh para
pihak dan apabila perjanjian tersebut ternyata mggjar hukum dan kesusilaan
maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakamgalami suatu kacacatan
secara yuridis sehingga batal demi hukum. Apahik#ts perjanjian dinyatakan
batal demi hukum maka konsekuensinya adalah penamgrsebut dinyatakan
null atauvoid, atau dianggap tidak pernah ada. Oleh karenasdécara yuridis
dianggap bahwa dari semula tidak ada suatu peajamaupun perikatan di antara
para pihak yang membuat perjanjian tersebut.

Namun terdapat pengecualian terhadap ketentuataeslj karena terdapat

beberapa perjanjian yang telah ditetapkan syamahditasnya oleh undang-
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undang, atau dapat disebut juga perjanjian foriMisalnya untuk perjanjian
hibah benda tak bergerak, yang merupakan perjafgraml yang mengharuskan
dipenuhinya adanya bentuk yang ditentukan oleh nopdandang, yang harus
dilakukan dengan akta notaris. Bentuk akta otemt#tupakan bagian esensialia
dari perjanjian hibah sehingga harus memenuhi lestau formalitas yang telah
ditetapkan undang- undang, sehingga apabila befdukal tersebut tidak
dipenuhi, perjanjian tersebut dapat dinyatakanl lotai hukum.

Batal demi hukumnya perjanjian tersebut tentunysmitiki konsekuensi
yang harus ditanggung, khususnya untuk para pilal ynelakukan perjanjian.
Apabila konsekuensi tersebut tidak menimbulkan ¢ienu maka tentunya tidak
akan menjadi masalah, namun apabila para pihaksafai satu pihak terpaksa
mengalami kerugian, tentu hal ini melahirkan pegtamgjawaban untuk
menanggulangi kerugian tersebut. Dalam hal iniametsebagai pihak pembuat
akta otentik tidak dapat bertanggung jawab terhduglnya suatu perjanjian
apabila isi akta adalah keterangan- keterangan yditezangkan oleh para
penghadap kepada notaris, yang telah dilakukanasesingan prosedur dalam
undang- undang, karena notaris tidak bertanggungbaatas kebenaran dari
keterangan- keterangan tersebut.

Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatanmagaepejabat umum
yang berwenang membuat akta otentik dapat dibelbeamgygungjawab atas
perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya datanbuat akta tersebut.
Tanggungjawab tersebut sebagai kesediaan dasark untelaksanakan
kewajibannya. Ruang lingkup pertanggungjawaban risotaeliputi kebenaran
materil atas akta yang dibuatnya. Notaris tidakadreggung jawab atas isi akta
yang dibuat di hadapannya, melainkan Notaris hdrgrganggung jawab bentuk
formal akta otentik sesuai yang diisyaratkan olelamg-undang. Namun, notaris
bisa dan harus bertanggung jawab apabila melakyeanggaran jabatan,

perbuatan melawan hukum dan perbuatan pidana datambuat akta otentik.
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Mengenai tanggung jawab notaris selaku pejabanuyang berhubungan
dengan kebenaran materil dibedakan menjadi emrat yaitu ***

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadapn&ebe materil
terhadap akta yang dibuatnya, Konstruksi yuridisgydigunakan dalam
tanggung jawab perdata terhadap kebenaran magenhdap akta yang
dibuat oleh notaris adalah konstruksi perbuatarawesh hukum.

2. Tanggung jawab notaris secara pidana terhadap &edoemateriil dalam
akta yang dibuatnya, Mengenai ketentuan pidand tdiatur di dalam
UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidanandikan apabila
notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya atenganksi atas
pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadagNJl$anksi tersebut
dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidakiiile kekuatan otentik
atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di btamglan. Terhadap
notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang fmerteguran hingga
pemberhentian dengan tidak hormat.

3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabbteris terhadap
kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Tamggawab notaris
disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan dah@taris
bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuammgskipun protocol
notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepadeakpipenyimpan
protokol notaris.

4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugasgabhga berdasarkan
Kode Etik Notaris. Hubungan kode etik notaris dadJ¥ memberikan
arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUIJN dewde etik notaris
menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasseiain harus
tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etikegirserta harus
bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaniorganisasi

profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupenmadap negara.

! Abdul Ghofur AnshoriLembaga Kenotariatan Indonesi@!l Press, Yogyakarta,

2009), him. 16.
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Dalam pertanggungjawaban notaris yang berkaitamaterkebatalan perjanjian
yang dibuatnya, maka notaris bertanggung jawabilapebtidak melaksanakan
kewajiban hukumnya sebagai notaris, yang akan dibaileh penulis terbatas
akan pertanggungjawaban notaris berdasarkan UUJNbededasarkan hukum

perdata.

4.2.1 Pertanggungjawaban Notaris terhadap Pelanggaran UU Jabatan

Notaris.

Dalam memutuskan apakah seorang Notaris harugnggiingjawab atau
tidak dalam hal akta yang dibuatnya mengalami chaktim, dapat dinilai oleh
Majelis Pengawas Notaris sebagai bentuk dari peagaw notaris. Seorang
Notaris harus bertindak sesuai dengan ketentuamdbBlUJN dalam melakukan
tugas jabatannya mengenai tata cara dalam pembali@rotentik agar aktanya
tidak kehilangan keotentisitasan, seperti halnyangapai identitas para pihak,
syarat- syarat seorang saksi, siapa saja yang ldehtidak boleh menjadi
seorang saksi, tempat kedudukan notaris, ketemgggenai cuti notaris dan lain
sebagainya. Kelalaian notaris dalam pembuatan swadtia otentik akan
menyebabkan akta tersebut hilang sifat keotentyardan hanya akan menjadi
akta dibawah tangan jika ditandatangani oleh panakpdalam akta tersebut.
Padahal, keberlakuan akta sebagai alat pembuktarg ysempurna sangat
diperlukan oleh para pihak dalam akta itu.

Dalam pasal 84 UUJN diatur secara khusus akib&nggaran yang
dilakukan notaris terhadap ketentuan- ketentuaerter di dalam UUJN tersebut.
Akibat pelanggaran tersebut dapat menyebabkanredteis hanya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangam, ndenjadi batal demi
hukum. Pelanggaran tersebut antara lain adalah :

1. Tidak mengirimkan daftar akta yang berkenaan dengasiat atau daftar
nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pi&adiat Departemen

yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kemataéaridalam waktu 5

hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

UniversitasIndonesia
Pertanggungjawaban notaris ..., Irena Fatma Pratiwi, FH Ul, 2012



77

2. Tidak mempunyai cap / stempel yang memuat lamba&ggna Republik
Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dikafisnama, jabatan
dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

3. Melanggar ketentuan kecakapan penghadap, syaetatsya antara lain
penghadap harus paling sedikit berumur 18 tahun talah menikah dan
cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap juges hi#kenal oleh
notaris atau diperkenalkan dengan saksi yang jelgh takap melakukan
perbuatan hukum. Pengenalan saksi ini kemudiarathikgn secara tegas
dalam akta.

4. Tidak menghadirkan minimal 2 orang saksi pada paatbacaan akta,
yang telah cakap melakukan perbuatan hukum, mengehiasa yang
digunakan dalam akta, dapat membubuhkan tandaras@a paraf dan
tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungsashddalam garis
lurus ke atas atau ke samping sampai dengan dkedijga dengan Notaris
atau para pihak, dimana para saksi pengenalan ptunyataan
identitasnya harus dinyatakan secara tegas daltan ak

5. Notaris, penghadap serta saksi tidak langsung nademamgani akta segera
setelah akta tersebut dibacakan.

6. Isi akta diubah, ditambah baik berupa penulisardiliin penyisipan,
pencoretan atau penghapusan dan penggantian dgaggnlain tanpa
diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh hpetap, saksi dan
Notaris.

7. Perubahan dilakukan tanpa menunjuk bagian yangabiudtau tanpa
menyisipkan lembar tambahan.

8. Pencoretan kata dalam akta tidak dinyatakan padaldia.

9. Adanya salah ketik atau salah tulis pada MinutaaAkiang telah
ditandatangani yang tidak dibetulkan oleh Notagaghn membuat berita
acara atau memberi catatan pada Minuta Akta asljale menyebutkan
tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.

10. Notaris yang membuat akta untuk diri sendiri, isguami atau orang lain

yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Ndbails karena
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perkawinan maupun hubungan darah dalam garis ketorke bawah dan
atau ke atas tanpa pembatasan derajat serta gargarkping sampai
dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk s#indiri maupun
dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara.kuas
Atas pelanggaran pada pembuatan akta sebagainssiatkan di atas, maka jika
berkaitan dengan perbuatan hukum yang digolongkala perjanjian formil atau
perbuatan hukum yang mengharuskan aktanya akteashatau tidak dipenuhinya
unsur essentialia mengakibatkan perbuatan hukum tersebut menjadal.bat
Sedangkan untuk perbuatan hukum dimana akta ndtanga berfungsi sebagai
alat bukti, maka dengan ada pelanggaran yang dlsebalalam Pasal 84 UUJN

akan menyebabkan akta notaris menjadi akta bavwagata

A. Kasus|

Dalam hal kelalaian seorang Notaris dalam perkarey diajukan kepada
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tamg Timur Nomor M-
12/BANDING/MPPN/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 aat&mmanuel Mali,
SH, seorang notaris di kota Kupang (Pembanding l[daherlapor) melawan Ny.
Lily Leonora Tandjung (Terbanding dahulu Pelapb@lam perkara sebelumnya,
Terlapor telah diputuskan oleh Majelis Pengawasr&raéotaris kota Kupang
telah melanggar UUJN dalam hal ketidakhati- hatlan ketidak patutan dalam
laporan Terbanding mengenai dugaan pemalsuan téantgan dalam Akta
Perjanjian Kredit Nomor 016/PK/KPG/IV/2006 antar&CA Kupang sebagai
kreditur dengan Vantje Yapola (suami Pelapor). MehWwPelapor, pada saat
penandatanganan Akta Perjanjian Kredit tersebtiydi sedang ada di luar kota
dan tidak hadir dalam penandatanganan Akta Pejam{redit tersebut, namun
ternyata tandatangan Pelapor tertera dalam Aktgarfi@an Kredit tersebut,
sehingga Pelapor menduga bahwa Vantje Yapola te&halsukan tanda tangan
tersebut dan Terlapor (Notaris) dianggap ikut medakan lolosnya pemalsuan
tanda tangan tersebut dengan tidak mempermasala@uenya perbedaan antara

tanda tangan yang tercantum dalam Akta PerjanjistiKdengan tanda tangan
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yang tercantum dalam KTP Pelapor. Atas kekhilafanhjajelis Pengawas Pusat
Notaris memutuskan Terlapor bersalah dan melanggasip kehati- hatian dan

kepatutan yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 hutlifdN dan dikenakan sanksi
berupa teguran lisan.

Dalam kasus ini, Majelis Pengawas Wilayah tidakhak membatalkan
suatu akta melainkan hanya berfungsi sebagai pémsbeksi kepada notaris
secara administratif. Belum diketahui kemudian apakemudian akta tersebut
dimintakan pelapor untuk dibatalkan di pengadilaagari atau tidak, namun
ketidakhati- hatian notaris serta pelanggaran gabgang menyebabkan kecacatan
material dalam perjanjian serta kecacatan formdandaakta tersebut dapat
menyebabkan akta batal demi hukum.

Selain kelalaian notaris dalam berbuat sesuatanggaran jabatan yang
dilakukan notaris yang dapat membuat notaris tegdlertanggung jawab atas
akta yang dibuatnya antara lain dapat disebabkesn&eakelalaian notaris dalam
melakukan suatu hal, atau kelalaian notaris dalamtidak berbuat sesuatu.
Seperti misalnya yang kita lihat dalam praktek akemjanjian kredit antara
penerima kredit selaku debitur dan pihak bank selaleditur. Biasanya pihak
bank meminta bantuan notaris untuk membuatkan adeganjian kredit
berdasarkan pedoman perjanjian kredit bank yangsabgkutan. Dalam
pembuatan akta perjanjian kredit, pihak bank biggaelah menentukan klausula-
klausula yang ada dalam akta perjanjian kreditrega pihak penerima kredit
atau debitur tidak memiliki kesempatan untuk memesnt apa yang hendak
mereka masukkan dalam perjanjian tersebut. Ataalnyia, dalam hal pembuatan
suatu perjanjian, seorang notaris bertindak selq@bak ataupun salah satu saksi
dalam pembuatan perjanjian atau akta tersebutngghisuatu akta tidak lagi
menjadi akta otentik dan hanya berlaku sebagai dktzawah tangan. Akta di
bawah tangan berarti akta tersebut tidak memilikieBuatan pembuktian yaitu
kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan matesahingga akta tersebut masih
perlu dibuktikan lagi keabsahannya. Atas dasar diarutersebut maka pihak
yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatardkepaaris.
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Seorang notaris sebagai pejabat umum seharusnykewagiban
memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak glatejng kepadanya untuk
meminta dibuatkan akta sebagai alat bukti atasyadpearikatan tersebut. Notaris
juga harus terlebih dahulu menjelaskan kepada pdrak mengenai isi akta
tersebut, dan memberikan kesempatan kepada paak péang belum mengerti
apa isi akta tersebut. Notaris juga seharusnya kwied®m pembacaan isi akta
sesuai dengan ketentuan UUJN sehingga kedua belatk pnengerti akan
klausula- klausula dalam akta tersebut kepada kbdlzdn pihak. Seorang notaris
yang mengetahui bahwa isi akta tersebut berataelaghu hanya menguntungkan
salah satu pihak namun tidak melakukan apa- apatdhpgnggap lalai dalam
tugasnya sebagai Notaris sesuai dengan Pasal @ ayauf a. Sehingga notaris
dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan U&EIBIn itu, dalam UUJN,
telah disebutkan secara rinci mengenai keadaandakeayang menyebabkan
suatu akta hilang sifat otentisitasnya dan berakiaaya menjadi akta di bawah
tangan jika ditanda tangani oleh para pihak. Jieaa yang telah ditentukan ini
terpenuhi, maka para pihak yang merasa dirugikarenia aktanya hanya
berbentuk akta dibawah tangan dapat meminta gantigian terhadap notaris,
sesuai dengan ketentuan UUJN mengenai biaya gagiiserta bunga dapat

ditemukan dalam pasal 84.

4.2.2 Pertanggungjawaban Notaris Berdasarkan Perbuatan Melawan

Hukum

Hukum perdata juga mengatur mengenai tata catk unémperoleh ganti
rugi jika terjadi kerugian yang disebabkan olehbpatan orang lain secara
umum, yaitu melalui Pasal 1365 KUH Perdata meng&®abuatan melawan
hukum. Ganti rugi yang diajukan oleh pihak yangkbpentingan tersebut dapat
diajukan berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum ydaguétan oleh Notaris
tersebut berupa biaya- biaya ganti rugi serta buRgabuatan melawan hukum,
sebagaimana yang dijabarkan dalam definisi dalasalR865 KUH Perdata yang

diinterpretasi sebagai perbuatan melanggar hukung yaembawa kerugian
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kepada orang lain, yang mewajibkan orang yang kasadahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian itu. Dalam daldrfpuatan melawan hukum
diperlukan unsur- unsut*?

1. Perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatam ip@lawan hukum,
antara lain : perbuatan yang bertentangan dengamjiban hukum si
pelaku, bertentangan dengan hak subjektif oramg tertentangan dengan
kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan,itiketetlan kehati-
hatian, kecuali perbuatan yang lenyap sifat melavakumnya karena
adanya dasar pembenar seperti keadaan men@kesan@cht, pembelaan
terpaksa dan perintah jabatan.

2. Harus ada kerugiafasal 1365 KUH Perdata menentukan kewajiban pelaku
perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti Rejam hukum perdata
dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian &efargian sebagai akibat
suatu perbuatan melawan hukum disatu pihak dangierusebagai akibat
dari tidak terlaksananya suatu perjanjian di laihak. Pasal 1365 KUH
Perdata menamakan kerugian akibat perbuatan meldw&om sebagai
akibat ‘scadé (rugi) saja, sedangkan kerugian akibat wanpresiat Pasal
1246 KUH Perdata di namakarKdsten, scaden en interesSefbiaya,
kerugian dan bunga).

3. Harus ada kesalahan pada pelaku, dimana pelakuahbesanggung
jawab apabila perbuatan dari kerugian tersebut tdayaersalahkan
kepadanyaBerdasarkan undang-undang dan yurisprudensi suahuatan
agar dapat masuk dalam kategori melawan hukum rhakas ada unsur
kesalahan (schuld) dalam melakukan perbuatan ter§éb

4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan deregagidn, atau adanya
hubungan sebab akibat yang menimbulkan kerugiahingga dapat

dilihat apakah seseorang dapat bertanggung jawnab karugian yang

142 Rosa AgustinaPerbuatan Melawan HukuniJakarta : Program Pascasarjana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, 2003), cet.1, hal. 117

3 wirjono ProdjodikoroPerbuatan Melanggar Hukurget. I, (Bandung: Mandar Maju,

2000)., hal.16.
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ditimbulkannya, dan seberapa jauh ia harus bertampgawab atas

kerugian yang ditimbulkannya tersebut.

Terdapat 4 kriteria untuk menentukan suatu pedpuaitu adalah
bertentangan dengan hukum. Keempat kriteria tetsetaiah ***
a. Bertentangan dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku

Suatu perbuatan merupakan perbuatan melanggar mhukpabila
perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban menurdéng- undang, yaitu
setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yakegjudrkan oleh kekuasaan
yang berwenang (Undang- undang dalam arti mateKitentuan umum tadi
dapat merupakan suatu peraturan yang termasuk dalang lingkup hukum

publik, termasuk di dalamnya peraturan hukum pidana

b. Melanggar Hak Subjektif Orang Lain (Gangguan)

Berbeda dengan kriteria pertama yang melihat rahsglerbuatan
melawan hukum dari sisi pelaku, maka pada kritkedua ini melihat masalah
perbuatan melawan hukum dari sisi korban, yaitwatisyperbuatan (atau tidak
berbuat) merupakan perbuatan melanggar hukum, laptdjadi pelanggaran
terhadap hak subjektif seseorang (dalam putusant&hBn 1883§*° Ada pula
pandangan yang menyebutkan bahwa suatu pelanggatadap hak subjektif
orang lain tidak dengan begitu saja merupakan p¢gbumelanggar hukum,
namun masih ada syarat yaitu :

1. Terjadi pelanggaran terhadap kaidah tingkah lalak kertulis maupun
tidak tertulis yang seharusnya tidak dilanggar aiighelaku.

2. Tidak terdapatnya alasan pembenar menurut hukeim.

c. Melanggar Kaidah Tata Susila

144 SetiawanEmpat Kriteria Perbuatan Melanggar Hukum & Perkembannya Dalam
Yurisprudensi, Reader IlI, Jilid(1991), hal 122-123

145 1bid., hal.126

148 bid, hal. 127
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Kaidah Tata Susila adalah kaidah- kaidah morghusehal ini diterima
oleh masyarakat sebagai kaidah hukum tidak tertAjigran tentang perbuatan
melanggar hukum juga menentukan bahwa suatu perbu@taupun tidak
berbuat) yang bertentangan dengan kesusilaan asladdt perbuatan melanggar

hukum.

d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dapsiati- hati (Patiha)

Kriteria ke-empat dari perbuatan melawan hukumladddertentangan
dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati- atg seharusnya dimiliki
seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga rakasyatau terhadap
hukum tidak tertulis. Dalam pengertian ini manuséaus mempunyai tenggang
rasa dengan lingkungannya dan sesama manusia, ggahitidak hanya
mementingkan kepentingan pribadi tetapi juga kepgah orang lain sehingga
dalam bertindak haruslah sesuai dengan kepatutslititan dan kehati-hatian
yang berlaku dalam masyarakat.

Perbuatan yang termasuk dalam kategori bertentadgagan kepatutan adalah
:147
1) Perbuatan yang merugikan orang lain tanpa kepertiggng layak;
2) Perbuatan yang tidak berguna yang menimbulkan laabagi orang lain
berdasarkan pemikiran yang normal perlu diperhatika
Oleh karena itu dalam hal notaris melakukan kesalajlang membatalkan
perjanjian atau akta yang ia buat bilamana menebikerugian bagi orang lain

maka daripada perbuatan tersebut, notaris dap@inggung jawab.

A. Kasusl|

Kasus antara Ketua Perhimpunan Penghuni RumahnSApartemen
Mangga Dua Court dan Sekretaris Perhimpunan PengRumah Susun
Apartemen Mangga Dua Court sebagai para penggugdawan beberapa
tergugat yang salah satunya adalah Notaris Arikdatakusumah, S.H., terjadi

147

Rahmat Setiawamp., cit,hal.82-83.
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persoalan dimana notaris digugat atas perbuatamwaerl hukum. Kasus ini
berawal pada saat 147 pemegang unit Sertifikat Mdik atas Satuan Rumah
Susun (SHMRS) yang tergabung dalam PerhimpunanhBendVangga Dua
Court (Perhimni MDC) ingin memperpanjang Hak Gunan@unan (HGB)
kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun,gpgag sebagai pemilik
satuan rumah susun dari Apartemen Mangga Dua ®amit mengetahui bahwa
ternyata status tanah Apartemen yang mereka nméilsebut adalah Hak Guna
Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL). Paldsébelum terjadi jual
beli, Developer menginformasikan bahwa status tak@drtemen tersebut adalah
tanah Hak Guna Bangunan (HGB), sehingga Penggugamitat untuk
membelinya sehingga kemudian terjadilah jual bpareemen yang dituangkan
dalam sebuah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (P®aB)dikukuhkan menjadi
Akta Jual Beli di hadapan Notaris Arikanti sebagasjabat umum yang
mengesahkan akta tersebut. Akibatnya, penggugsiksa harus membayar uang
pemasukan kepada negara dengan jumlah yang tididtdearena status tanah
Apartemen Mangga Dua Court ternyata adalah HGBadi tanah HPL atas nama
Pemda DKI Jakarta. Notaris Arikanti menjadi turetgugat dalam kasus ini
karena ia dianggap telah melanggar unsur kepatkédnati- hatian dan ketelitian
dalam kapasitasnya sebagai seorang pejabat umetm k@iena itu sesuai dengan
putusan No0.205/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Pst, Notaris Aikadinyatakan telah
melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibaktleaugian terhadap
Para Penggugat dan harus membayar ganti rugi sepestah yang telah
ditentukan kepada Penggugat.

Dalam kasus ini, Majelis Hakim berpendapat bahelzagaimana sahnya
suatu perjanjian, dalam hal ini perjanjian jualibeiaka harus ada persetujuan
antara para pihak. Bahwa di kemudian hari ternghtemukan adanya cacat
tersembunyi berupa tidak diberitahukannya keaddg@kgperjanjian atau objek
jual beli berupa Apartemen Mangga Dua Court yangytga berdiri di atas tanah
HGB di atas tanah HPL, maka perbuatan tersebutpakan perbuatan penipuan,
sehingga dapat dijadikan alasan menuntut ganti dagi pembatalan. Sehingga,
Notaris Arikanti, sebagai pihak yang dianggap sabggng mengetahui hukum
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seharusnya meneliti terlebih dahulu mengenai stetnah tersebut serta dapat
menginformasikan status tanah tersebut kepada Bgaggebelum sampai pada
tahapan pembuatan Akta Jual Beli, sesuai dengaaskapnya sebagai Notaris
yang merupakan pejabat umum yang berkewajiban wtapkt bersikap mandiri
dan tidak berpihak dan berkewajiban untuk membielakthanya kepentingan
Tergugat namun juga kepentingan Para PenggugatnD&asus, Penggugat
memang tidak menuntut pembatalan akta, yang mebkahaHakim tidak dapat
memutuskan pembatalan akta, karena pada dasarkiya tidarang menjatuhkan
putusan tentang hal- hal yang tidak dituntut ataeelufoskan lebih dari yang
dituntut}*® namun dengan tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian yaitu
kesepakatan maka akta tersebut dapat dinyatakahdeai hukum.

B. Kasusll|

Notaris juga dapat diduga melakukan perbuatanwaslchukum apabila
la tidak hati- hati dan tidak cermat dalam menjkéam pekerjaannya. Sebagai
akibat dari ketidakhati- hatiannya, apabila terdagagatan dari pihak yang
berkepentingan, maka Hakim dalam Pengadilan bemgenenemutuskan
pembatalan akta notaris. Salah satu contohnyatadalam kasus Il yaitu kasus
antara Tuan A (Penggugat) melawan Tuan X (sebaggjufat 1), Nyonya B
(sebagai Tergugat Il), Notaris C (sebagai Tergufptdan Badan Pertanahan
Kotamadya Bekasi (sebagai Tergugat 1V). Ringkasasugnya adalah sebagai
berikut. Tuan A adalah pemilik tanah dan pemilikipé&at hak milik nomor xx /
Harapan Jaya GS No.xx/1991 dengan luas 4730 mzhataa penggugat sendiri.
Tuan A sebelumnya pernah menikah dengan NyonyaeBg(iQat Il) pada tahun
1982, namun sudah bercerai pada tahun 1994. Sgtetklwinan tersebut putus,
kemudian penggugat meninggalkan tanah air sememtargan istrinya yaitu
Nyonya B tetap tinggal di rumah penggugat untuk esgara waktu. Pada saat
penggugat kembali dari luar negeri, ia mendapahtiwaa sertpikat hak milik

% IndonesiaReglemen Indonesia Yang Diperbaharui RIB (H.IdRgrjemahkan oleh

M. Karyadi, cet,.2 Bogor : Politeia, 1992, Ps. H&
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Nomor xx / Harapan Jaya GS No0.xx/1991 yang teraths nama penggugat telah
hilang. Selanjutnya penggugat mengajukan permohoka&pada Badan
Pertanahan Kotamadya Bekasi untuk mendapatkarpikattipengganti, namun
ternyata penggugat baru mengetahui kemudian adaayaeli tanah miliknya
yang dilakukan oleh Tergugat Il dengan Tuan X (Tged |) di hadapan Notaris
C (Tergugat lll) setelah Tergugat menunjukkan pidit hak milik atas nama
penggugat yang hilang yang telah beralih menjadmanaTergugat |I.
Permasalahannya adalah penggugat tidak pernah aneresgenal Tergugat |,
kemudian penggugat masih terdaftar sebagai wajdkp#i Kantor Pajak Bumi
dan Bangunan sebagaimana tercantum dalam buku eajd pajak di Kantor
Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dengan settipda milik Nomor xx /
Harapan Jaya GS No0.xx/1991, kemudian penggugat tjidg& merasa pernah
memberikan surat kuasa apapun kepada tergugatuk umenjual tanah, karena
penggugat dengan tergugat Il sudah tidak lagi éerstsebagai suami dan istri.
Hakim dalam kasus ini akhirnya memutuskan bahwa glihg dibuat Notaris C
dalam kasus ini berupa akta jual beli serta selakih yang sifathya mengalihkan
kepemilikan tanah penggugat dinyatakan batal ddaktimemiliki kekuatan
hukum oleh pengadilan. Akta notaris tersebut tunuada Pasal 15 UUJN.
Berdasarkan kasus di atas, dapat dilihat ketidakhaatian serta
ketidakcermatan Notaris pada saat pembuatan aktah tdersebut. Untuk
pengalihan hak atas tanah, harus sudah mendapstyean dari kedua belah
pihak, baik suami maupun istri. Selain itu, notgwiga harus memeriksa keaslian
dan kelengkapan dokumen yang menjadi dasar pemalt@ntohnya sertipikat
harusnya dicek terlebih dahulu ke Badan Pertandlasional untuk dilihat
apakah benar tanah tersebut telah sesuai dengatitadepemilik tanah sesuai
dengan nama yang tertera dalam sertipikat tanamu@n dilihat juga apakah
sertpikat tersebut sedang dijadikan jaminan hut@ppda orang lain, dan masih
banyak lagi. Kecermatan serta kehati- hatian r@ofariah yang harus dilakukan.
Jika notaris tidak teliti saat membuat akta, madi@ams harus bertanggung jawab.
Perjanjian yang dituangkan dalam akta dalam kadiustas adalah
perjanjian jual beli antara Tuan X (tergugat |) g@m Nyonya B (tergugat II).
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Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdata, fejanjian adalah suatu
perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebigikatkan dirinya terhadap
satu orang lain atau lebih. Dalam suatu perjarifjiarlaku asas konsensualisme,
yang pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuatrsdisan antara dua orang
atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah mrkkn kewajiban bagi salah
satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebugerse setelah orang-orang
tersebut mencapai kesepakatan, meskipun kesepakatsebut telah dicapai
secara lisan semata- mata. Ini berarti pada pngaiperjanjian yang mengikat
dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yemgnji tidak memerlukan
formalitas. Dalam pasal 1320 KUHPerdata, syaratyafperjanjian adalah :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;

4. Suatu sebab yang halal.
Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam kasus dafzatlikat bahwa dalam
perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Tuan X dan Nyonya B telah
memenuhi syarat kesepakatan dan kecakapan. Kesapakarena di antara Tuan
X dengan Nyonya B telah timbul suatu perikatan yammna masing- masing
pihak harus memberikan sesuatu kepada pihak yamgyés Tuan X memberikan
sejumlah uang dan Nyonya B memberikan setipikat tdlk atas tanah yang
dikuasainya. Dalam KUHPerdata, syarat kecakaparanéum dalam Pasal 330
KUHPerdata yang menyatakan bahwa “"seseorang dkeyataewasa apabila
telah berumur 21 tahun atau telah menikah”. Selsmgglihat dari usia dan status
Tuan X dan Nyonya B adalah pihak yang telah dewdaa cakap dalam
melakukan perbuatan hukum. Oleh karena itu syatgektif dari perjanjian ini
telah terpenuhi.

Kemudian, syarat sah perjanjian yang lain adalatushal tertentu atau
suatu objek tertentu serta suatu sebab yang hdédalg menjadi objek dari
perjanjian jual beli ini adalah sebidang tanah @engertipikat hak milik Nomor
xx [/ Harapan Jaya GS No0.xx/1991. Yang menjadi psatahan adalah, objek jual
beli tersebut bukan dimiliki oleh Nyonya B, melaanktanah tersebut dimiliki
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oleh Tuan A, sehingga dapat disimpulkan bahwa NgdBymenjual tanah yang
bukan miliknya. Dalam hal ini perjanjian di antarereka didasari oleh sebab
yang tidak halal sehingga jika perjanjian melangggarat objektif, maka

perjanjian yang bersangkutan batal demi hukum gghirperjanjian dianggap
tidak pernah ada.

Unsur perbuatan melawan hukum dalam kasus inebdahhwa tergugat
II telah melakukan kecurangan dengan melakukan jgi tanah tanpa
sepengetahuan pemilik tanah atau penggugat sefakukan balik nama atas
tanah tersebut atas namanya sendiri. Dalam halig& yang dilakukan tergugat
Il dapat kita lihat bahwa tergugat Il telah melaknkperbuatan melawan hukum
sehingga perjanjian yang dibuat oleh Nyonya B denfzan X dinyatakan batal
demi hukum dan dinyatakan tidak mempunyai kekubtéum.

Terhadap kedua kasus di atas, apabila dikaitkaigatte teori relativitas
atau Schutznorm Theorjemaka perbuatan yang bertentangan dengan kaidah
hukum dan karenanya adalah melawan hukum akan fo&blan di pelaku dapat
dipertanggung- jawabkan atas kerugian yang disetrableh perbuatan tersebut,
bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untudindungi penderita
dalam kepentingannya yang dilanggat? Teori ini berasal dari Jerman dan
diperkenalkan di Belanda oleh Gelein Vitringa ydegkaitan dengan Perbuatan
Melawan Hukum. Gelein Vitringa menolak teori yangnyatakan bahwa sebagai
dasar daripada tuntutan karena Pasal 1365 KUHRes&dktlah cukup bila dapat
dibuktikan bahwa kerugian telah ditimbulkan karesmanya suatu perbuatan
melawan hukum. Menurut Gelein Vitringa syarat tetgdidak lengkap dan harus
ditambah dengan teori relativitas atau Schutzntmorie. Teori ini mengajarkan
bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidahmhd&n karenanya adalah
melawan hukum, akan menyebabkan si pelaku dapa&rtdiggung-jawabkan
atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tdrskilamana norma yang
dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi pendexalam kepentingannya

yang dilanggar. Menurut ajaran ini, dalam memikaktiadanya suatu Perbuatan

9 M.A. Moegni Djojodirdjo,Perbuatan Melawan Hukunset. 2, (Jakarta: Pradnya

Paramita, 1982), hal.107
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Melawan Hukum, tidak cukup bila hanya dibuktikanrid&erugian yang
ditimbulkan saja, namun juga harus ada hubungamsat#as antara perbuatan
dengan kerugian, dan adanya hubungan antara sgéiwan hukum dengan
perbuatan dan kerugian.

Hal ini berarti bahwa perbuatan melawan hukum adaklative, yaitu
tidak terhadap setiap orang merupakan perbuatannmutetapi hanya terhadap
orang yang mempunyai kepentingan saja yang diligdoteh norma tersebut.
Contohnya, seseorang yang tidak berhak karena tdekpunyai izin telah
membuka praktek dokter, sehingga dokter- doktergyberada di tempat itu
berkurang pasiennya. Sekalipun perbuatan tersedaltla perbuatan melawan
hukum, akan tetapi dokter- dokter tersebut tidghatlanenuntut ganti rugi, karena
norma yang dilanggar bertujuan untuk melindungiekesan masyarakat dan
bukan untuk melindungi kepentingan penghasilan jpiara dokter tersebut. Teori
ini berpangkal pada relativitas daripada perbuatetawan hukumnya, dimana
suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan smsgodapat merupakan
perbuatan melawan hukum bagi orang lain, namunnbeientu merupakan
perbuatan melawan hukum bagi orang lainnya laghirfgga, persoalannya
adalah bukan apakah perbuatan melawan hukum terlmdag yang dirugikan,
namun apakah norma yang dilanggar oleh si pelakmaksudkan untuk
melindungi kepentingan orang yang kepentingannigaggar.

Berdasarkan ajaraBchutznormpenulis berpendapat bahwa dalam kasus,
Notaris yang digugat atas dasar Perbuatan Melawdwrmid dapat bertanggung
jawab atas perbuatannya, karena Perbuatan Melawkonidyang diatur dalam
Pasal 1365 KUHPerdata yang termasuk dalam Bukwg&edgntang perikatan
bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihakgy melakukan perikatan
dan perjanjian. Sehingga, dalam pembuatan pemamerbuatan Notaris Arikanti
yang tidak hati- hati dalam mengesahkan perjargeam tidak menginformasikan
adanya cacat tersembunyi dalam status hak Apartedagat dikategorikan
sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggamtiegan para pihak
sehingga karenanya Notaris dapat bertanggung jaesiadap kerugian yang

diderita oleh pihak yang merugi.
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Berdasarkan wawancara penulis dengan lbu Ira lasinj SH, MH,
MKn, Notaris yang berdomisili di Kota Depok, sekals Ketua Majelis Pengawas
Daerah Depok, menanggapi permasalahan tanggund jawataris berpendapat
bahwa notaris bertanggung jawab terhadap akta gémgtnya, namun tanggung
jawab itu bukannya tak terbatas, melainkan terbpsa® hal- hal yang sifatnya
formil saja. Sehingga, notaris tidak berkewajibariule meneliti materiil suatu
akta.™® Oleh karena itu, agar dapat terhindar dari tanggawab terhadap akta
yang dibuatnya, Notaris juga dapat membebaskanydirdari tanggung jawab,
dalam artian terkait dengan materiil akta sepanj@gyaratan pembuatan akta
telah dilakukan oleh notaris dengan adanya klaugalam akta, misalnya dalam
akta jual beli, yang menyatakan bahwa "Notaris bi#san dari segala tuntutan
hukum di kemudian hari”.

Sebagai pejabat umum yang menjalankan servis kudili bidang
pelayanan jasa hukum, terdapat kesalahan Notanig parlu dibedakan antara
kesalahan yang bersifat pribadi dan kesalahan datsnjalankan tuga$?
Terhadap kesalahan yang sifatnya pribadi, notaajzad dituntut sama dengan
warganegara lainnya, sehingga berlaku mekanismingengan hukum yang
sama bagi seorang warga masyarakat biasa. Namukaitte dengan tugas
pekerjaannya atau hasil pekerjaannya maka Notamik iberi perlindungan
hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota weagyarakat biasa. Hal
ini dikarenakan bahwa pelanggaran secara profdsimraya dapat dimengerti
orang dengan profesi yang sama juga sehingga apaotaris melakukan
pelanggaran maka terlebih dahulu harus diperikea Majelis Pengawas baik

dari tingkat daerah, wilayah dan propinsi.

%% Hasil wawancara penulis dengan notaris pada tarkjgBlesember 2011

! paulus Effendie Lotulundg?erlindungan Hukum Bagi Notaris selaku Pejabat Umum

Dalam Menjalankan TugasnyMedia Notariat
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Sankss Hukum bagi Notaris dalam hal ketidakhati-hatian dalam
melakukan pekerjaannya.

Pada prinsipnya, wujud pertanggungjawaban Notaihatlap akta yang

dibatalkan oleh pengadilan adalah :

A. Pertanggungjawaban secara administratif

Yaitu apabila notaris terbukti melakukan pelanggamaka dalam pasal
85 UUJN telah ditentukan beberapa sanksi atau hakumagi notaris yang telah
mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugastagjinga ataupun telah
melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum Ekesdalahan- kesalahan
lainnya, baik dalam menjalankan jabatan maupunati tugasnya sebagai notaris.
Sanksi- sanksi tersebut dapat berupa :

a. Peneguran secara lisan

b. Peneguran secara secara tertulis

c. Pemberhentian sementara

d. Pemberhentian dengan hormat ataupun

e. Pemberhentian dengan tidak hormat seorang notateslaB meminta

pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Jenis sanksi yang dijatuhkan kepadanya disesuaillesiyan berat- ringannya
kesalahan yang telah dibuat oleh Notaris tersabertdasarkan Pasal 84 UUJN
yang mengatur mengenai hal- hal yang berkaitan aterakta, maka apabila
dilanggar akan menyebabkan akta yang dibuat notaeisjadi hanya memiliki
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan satatu akta batal demi
hukum. Hal ini dapat menjadi alasan bagi para purgtkik menuntut penggantian
biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan UUJN, Orgsinidataris juga dapat
menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris dakmgka Ikatan Notaris
Indonesia atau INI juga memiliki kode etik notayeng merupakan keseluruhan
kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan lsartan Keputusan Kongres
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Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi yang dapat diteragkepada anggota INI yang
telah terbukti melakukan pelanggaran selaku sedxmtaris dapat berupa :
a. Peringatan secara lisan
b. Peringatan secara tertulis
c. Skorsing
d. Pemecatan sementara dari keanggotaan INI
e. Pemecatan dari keanggotaan INI
f. Pemberhentian dari keanggotaan INI secara tidak &ior
Penjatuhan sanksi- sanksi tersebut disesuaikamadaphkuantitas dan kualitas

pelanggaran yang dilakukan oleh notaris yang meajaggota INI tersebut.
B. Pertanggungjawaban secara Hukum Perdata

Apabila notaris melakukan perbuatan yang merugikamg lain karena
akta yang dibuatnya, maka sesuai dengan Pasal Ki&3Perdata, "Tiap
perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiaradkepmrang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitleangkan itu, mengganti
kerugian”. Oleh karena itu Notaris harus menggketugian yang diderita orang
lain yang dirugikan akibat akta yang dibuatnya. MOlkarena itu bentuk
pertanggungjawaban notaris adalah sanksi untuk gaerig kerugian, bunga,
biaya atau memulihkan keadaan hukum seseorang &gverbuatannya atau

kesalahannya yang menimbulkan kerugian yang tidedheéndaki.
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BAB 5

PENUTUP

31 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan terhadap pekolasalahan yang
telah diuraikan oleh penulis maka dapat ditarikrke@silan sebagai berikut :

1. Kekuatan hukum perjanjian yang dibuat di hadapatarigo atau dapat
disebut juga sebagai akta otentik adalah alat by#itig terkuat dan
terpenuh yang mempunyai peranan penting dalampdetibungan hukum
dalam kehidupan masyarakat. Salah satu cara untekgetahui
bagaimana kekuatan hukum suatu akta otentik adalahhat kepada
ketentuan perundang- undangan yang mensyaratkatukbebentuk
tertentu dalam pembuktian, yaitu dalam Hukum Acdraik perdata
maupun pidana. Menurut keduanya, akta otentik nadaup suatu bukti
yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak mieka® suatu
penambahan pembuktian karena akta otentik merupstkaiu alat bukti
yang mengikat dan sempurna.

2. Notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuathgék secara
administratif, perdata maupun pidana. Dalam hgadarya kebatalan
perjanjian, apabila notaris melakukan pelanggaabatpn atau melakukan
perbuatan yang tergolong dalam perbuatan melawakunhuserta
menimbulkan kerugian bagi para pihak yang dibuatk&tanya oleh
notaris, maka notaris dapat bertanggung jawab. nDal@embuat akta
otentik, seorang notaris dianggap harus benar- rbemalaksanakan
tugasnya baik sebagai pejabat hukum maupun préfesum, karena
kedua kewenangan tersebut memiliki kaitan satu s#émra Dalam
melaksanakan tugasnya seorang notaris dianggaphtatwm sehingga
diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan mergguprinsip
kemandirian dan tidak berpihak serta menjalankasfepinya dengan

menjunjung tinggi kepatutan, ketelitian serta kehaatian. Berdasarkan
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teori schutznormperbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukom d
karenanya adalah melawan hukum, akan menyebabkpelaku dapat
dipertanggung-jawabkan atas kerugian yang diselmalokah perbuatan
tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimdkan untuk
melindungi penderita dalam kepentingannya yanghddar. Berdasarkan
undang- undang, apabila seorang notaris melanggasip kepatutan,
ketelitian serta kehati- hatian yang menyebabkata glang dibuatnya
tidak memiliki kekuatan hukum, batal demi hukumuatsergeser kadar
keotentikannya sehingga menimbulkan kerugian baga pihak yang
melakukan permohonan pembuatan akta, maka seoratagisn dapat
bertanggung jawab. Namun, tanggung jawab itu tesb&brena notaris
tidak bertanggungjawab terhadap kebenaran hal-y&ad) disampaikan
para pihak, sehingga kebenaran materiil yang dis#cap para pihak
adalah tanggungjawab para pihak.

. Pertanggungjawaban notaris secara administratii ak@lahirkan dampak
atau sanksi administratif terhadap jabatan kersatarnya yang dinyatakan
dalam Pasal 85 UUJN yang menyebutkan sanksi tgohpdinggaran
yang dilakukan notaris antara lain :

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Pemberhentian sementara;

d. Pemberhentian dengan hormat;

e. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Selain itu, di luar jabatan kenotarisannya, men@asal 84 UUJN yang
mengatur mengenai hal- hal yang berhubungan dealg@nmenyatakan
bahwa apabila terdapat pelanggaran yang dilakuletn reotaris terhadap
akta yang mengakibatkan akta batal demi hukum ladéglyya mempunyai
kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangaka para pihak yang
menderita kerugian dapat menuntut penggantian piggati rugi dan
bungan kepada notaris. Berdasarkan ketentuan tersabka apabila
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dalam pengadilan notaris terbukti bersalah telambuat akta yang
merugikan pihak lain maka notaris dapat dihukunukimengganti :

a. Biaya;

b. Ganti rugi;

c. Bunga kepada notaris.

Saran

1. Dalam membuat atau mengesahkan suatu akta makaapkha
notaris dapat melakukan prinsip kehati- hatianasketelitian sehingga
di masa yang akan datang apabila terdapat kesalafzry
menyebabkan kerugian terhadap pihak- pihak lain amabtaris
memiliki alasan pembenar sebagai pembelaan terHagahan yang
dibuatnya, yaitu telah menerapkan prinsip kehatatiam serta
ketelitian.

2. Mengingat kapasitas notaris yang dianggap sebagango yang
mengerti hukum mengakibatkan begitu luasnya lingkgikerjaan
notaris maka diharapkan Majelis Pengawas Notarispatda
melaksanakan tugasnya secara adil dan bijaksanaggah dapat
melindungi notaris terhadap kesalahan tak terdwae yerjadi dalam
pekerjaannya dengan porsi yang sewajarnya.

3. Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan ulebhésar,
notaris diharapkan menyadari betul akibat kewenamgm ini dan
menjunjung tinggi UUJN serta Kode Etik Notaris aetiukum
nasional di Indonesia. Apalagi karena tuntutan radsat Indonesia
terhadap notaris begitu tinggi, yaitu dianggap gababrang yang
mengerti hukum, maka notaris diharapkan selalu needatam
iimunya dengan mengikuti perkembangan hukum yangkaltan

dengan kenotariatan.
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ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal
05 November 2009 oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Winanto
Wiryomartani, SH, M.Hum., sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH
dan Akhiar Salmi, SH, MH masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh
~ Andi Yulia Hertaty, SH, M.Kn. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh

Pembanding dahulu Terlapor serta tidak dihadiri oleh Terbanding dahulu
Pelapor.

Ketua,
ttd

Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum.

Anggota,
ttd .
Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH

Anggota,
ttd
Akhiar Salmi, SH, MH

Sekretaris Sidang
ttd ;
Andi Yulia Hertaty, SH, M.Kn.
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Putusan Nomor: 13/B/M]j.PPN/2009

Emmanuel Mali, SH
Melawan
Ny. Lily Leonora Tandjung
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PUTUSAN
Nomor: 13/B/Mj.PPN/2009 .
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PEMERIKSA PUSAT NOTARIS
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris yang memeriksa dan memutuskan
permohonan banding terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris

Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 01/MPWN/NTT/ 2009 tanggal 06
Februari 2009, menjatuhkan putusan dalam perkara:

Nama : Emmanuel Mali, SH . -
Tempat Tanggal Lahir : Weain, 10 Juni 1970
Pekerjaan : Notaris di kota Kupang
Agama : Katholik
Alamat ¢ Jl. Ahmad Yani No.53 Kupang
Dahulu disebut Terlapor, sekarang Terbanding;

Melawan
Nama : ¢ Ny. Lily Leonora Tandjung
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat ¢ Jl. Amabi No.54 Kupang

Dahulu  disebut Pelapor, sekarang Pembanding;
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca dan mengacu pada ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indenesia Nomor M.02,
PR.08.10Tahun2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian
‘Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
Pengawas Notaris, dan Penetapan Ketua Majelis Pengawas Pusat Notaris
Nomor M-16. MPPN.03.01 Tahun 2009 tanggal 15 Juli 2009 tentang Penunjukan
Majelis Pemeriksa Pusat Notaris;

Setelah membaca berkas perkara banding Nomor M-12/BANDING/
MPPN/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009;
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TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, adanya laporan masyarakat atas nama NY. LILY LEONORA
TANDJUNG sebagai Pelapor beralamat di JI. Amabi No.54 Kupang,
melaporkan  dugaan pelanggaran jabatan yang dilakukan oleh Notaris
EMMANUEL MALISH (Terlapor) berkantor di JI. Ahmad Yani No.53 Kupang
yang disampaikan melalui kuasa hukumnya VIVI MAVIALIN DANI, S5H dari
Kantor Advokat Boutros Jakarta Barat, sebagai berikut:

1. Pemalsuan tanda tangan pada surat Persetujuan Jaminan Pembebanan

Hak Tanggungan tertanggal 1 Juni 2006 antara Pelapor dan suami
Pelapor bernama Ventje Yapola.

‘2. Keterangan bohong dan pemalsuan tanda tangan pada Akta Pemberian
Hak Tanggungan Nomor.178/MLF/HT/IV/2006 tertanggal 26 April
2006 antara Ventie Yapola dan Herman JR Marpaung dan Robert
Melkianus Adoe dari BCA Cabang Kupang,

3. Pemalsuan tanda tangan pada Akta Perjanjian Kredit Nomor,016/ PK/
KPG/IV /2006 dengan nomor rekening : 314010705-0, tertanggal 26 April

2006 antara Herman J.R Marpaung sebagai Kreditur dan Ventje Yapola
sebagai Debitur.

Menimbang, bahwa terhadap laporan masyarakat tersebut Majelis
wumbmmémmdmmwmrWo«mﬁ:ﬂwhm»mmermeWﬁmeHumEmH?mmmbw%mmmHmu_m@oH
dan Pelapor sebagaimana dituangakana dalam Berita Acara Kesimpulan
Hasil Pemeriksaan Nomor: 07/B/Mj.FDN/XI/2008 tanggal 10 November
2008, antara lain menyebutkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Wwb.&mmﬁmﬂwmwmmﬁ_.smsumgmﬁwzwg@mgmgmmw._.mﬂmmﬁ:mmamimbmm&
01 Juni 2006 tersebut adalah surat akta yang dibuat di bawah tangan serta
ditandatangani oleh Pelapor sendiri bersama suaminya Ventje Yapola,
yang kemudian dibawakan kepada Terlapor untuk dibukukan dan
didaftarkan setahun kemudian tepatnya pada hari Jumat tanggal 8 Juni
2007. Karenanya, Terlapor menerangkan tidaklah mungkin jika Terlapor

memalsukan tanda tangan Pelapor dalam surat akta di bawah tangan
tersebut;

2. Bahwa keterangan bohong dan tanda tangan palsu, pada Akta Pemberian
Hak Tanggungan tertanggal 26 April 2006 tersebut, sangatlah tidak
beralasan Terlapor diduga sebagai pelakunya, oleh karena Terlapor
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hanya merekam (mencatat) semua keterangan dari para pihak _.wwﬁ,
akta yang kebenarannya di jamin oleh para pihak dengan Evasv...m )
tanda tangannya dengan dikuatkan oleh para saksi di hadapan Terlapo:

3. Bahwa tanda tangan palsu pada Surat Perjanjian Kredit tertanggal 26 April
2006 tersebut, hanyalah suatu pengingkaran oleh Pelapor terhadap fakta
yang sesungguhnya telah terjadi, oleh karena Terlapor telah menyaksikan
sendiri penandatanganan akta tersebut oleh para pihak , dimana Pelapor
pada saat hari Rabu, 26 April 2006 turut hadir dan duduk disamping
suaminya Ventje Yapola (sebagai debitur) di Kantor BCA Cabang Kupang
dan atas permintaan pihak BCA yang disetujui oleh Terlapor, Pelapor
turut menandatangani serta menulis nama terang pada bagian tertentu
akta di bawah nama suaminya Ventje Yapola sebagai Debitur sebagai
tanda persetujuannya sebagai isteri.

Bahwa untuk memperoleh kejelasan terhadap laporan Pelapor tersebut
Majelis Pemeriksa Daerah Kota Kupang menghadirkan 2 (dua) orang saksi
yang secara langsung menjadi subjek hukum dalam perjanjian kredit, yaitu:

a) Saksi Robert Melkiahus Adoe:

Saksi tersebut menerangkan bahwa, Pelapor hadir bersama suamminya
Ventje Yapola di Kantor BCA Cabang Kupang, dan memberikan
persetujuan secara lisan kepada suaminya untuk membuat perjanjian
kredit dengan BCA Cabang Kupang, serta bersedia menulis nama serta
membubuhkan tanda tangan sendiri pada bagian bawah tanda tangan
suaminya sebagai Debitur. |

b)  Saksi Ventje Yapola:

Saksi tersebut menerangkan bahwa, ia bersama isterinya (Pelapor)
bersama-sama mendatangai Bank BCA Cabang Kupang untuk membuat
serta menandatangani suatu Akta Perjanjian Kredit dengan BCA Cabang
Kupang.

Bahwa kepada Pelapor Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Kupang
meminta agar Pelapor bersedia membubuhkan beberapa kali tanda tangan

serta menuliskan nama terang di atas lembaran kosong di hadapan Majelis
Pemeriksa Daerah Notaris.

Bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota
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Akta perkara, bahkan ada juga beberapa tanda tangan yang diberikan
dihadapan Majelis Pemeriksa toh masih terdapat perbedaan (tidak identik)
disana sini diantara yang satu dengan yang lain.

Bahwa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Kupang berpendapat
untuk menentukan apakah suatu tanda tangan itu asli atau palsu bukanlah
ditentukan oleh adanya perbedaan diantara dua atau lebih tanda tangan
seseorang melainkan ditentukan oleh suaty keadaan dimana seseorang itu
telah secara langsung dan nyata membubuhkan sejumlah tanda tangan baik

yang sama maupun yang bérbeda-beda di depan orang lain, pada suatu
waktu dan suatu tempat tertentu,

Bahwa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Kupang bependapat
pemalsuan sebagai suatu tindak pidana sesungguhnya menjadi wewenang
penegak hukum untuk memeriksa dan mengadili, namun demikian adalah
penting bagi Majelis Pemeriksa untuk mengetahui perihal tanda tangan
Pelapor pada beberapa surat/ Akta terperkara,

Bahwa meskipun pihak Pelapor dalam laporannya menduga bahwa
Terlapor yang memalsukan tanda tangannya, namun dj depan Majelis
Pemeriksa Daerah Notaris Kota Kupang ternyata Pelapor sendiri telah
menegaskan bahwa “ keterangan bohong dan tanda tangan palsu yang

terdapat pada beberapa surat/ akta terperkara diduga keras telah dilakukan
oleh suami Pelapor bernama Ventje Yapola”.

Bahwa pemyataan tegas Pelapor dihadapan g&.mmw Pemeriksa Daerah
Notaris Kota Kupang tersebut patut dijadikan masukan penting bagi Majelis

Pemeriksa dalam menentukan terbukti atau ‘tidaknya kebenaran Pelapor
terhadap pihak Terlapor.

Bahwa mengenai keberadaan tanda fangan Pelapor yang diduga palsu
pada beberapa surat/akta terperkara, telah ditegaskan baik oleh Terlapor
sendiri maupun oleh saksi bahwa sesungguhnya tidak terdapat tanda tangan
palsu milik Pelapor Pada setiap surat/akta terperkara, oleh karena misalnya
pada surat/ Akta Perjanjian Kredit Nomor: 016/PK/KPG/1V /2006 tanggal
26 April 2006, Pelapor sendiri hadir dan telah secara langsung dan nyata-
nyata membubuhkan tanda tangan serta menuliskan nama terang pada
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bagian tertentu dari surat/akta tersebut tepatnya di bawah hama
tangan suaminya.

Bahwa untuk membuktikan laporan dari Pelapor telah &Eﬂdwﬁp_..rﬁw
bukti surat kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Kupang, berupa :

- Fotocopy Surat Persetujuan tanggal 1 Juni 2006.
- Fotocopy Pemberian Hak Tanggungan tanggal 26 April 2006.
- Fotocopy Akta Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2006.

- Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 22 Mei 2008 yang
selanjutnya di sebut dengan bukti P1 sampai P4 (sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara).

Bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahan dari pihak Tertapor,
maka Terlapor telah mengajukan alat bukt berupa 2 (dua) orang saksi dan
bukti surat kepada Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Kupang, berupa:

- Fotocopy surat persetujuan tanggal 1 Juni 2006.
- Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 26 April 2006.
- Fotocopy Akta Perjanjian Kredit tan ggal 26 April 2006.

- Fotocopy Akta Perubahan Perjanjian Kredit tanggal 22 Mei 2008 , %mb.m
selanjutnya disebut dengan T1 sampai dengan T4 (sebagaimana terlampir
dalam berkas perkara).

Bahwa sekalipun Pelapor telah mengajukan alibi kepada Majelis Humamnwmw
Daerah Notaris Kota Kupang, bahwa ia berada di tempat lain ketika terjadi
penandatanganan surat/ Akta Perjanjian Kredit oleh suaminya dengan Bank

BCA Cabang Kupang pada tanggal 26 April 2006 yang lalu, namun Pelapor

sendiri tidak dapat membuktikan kebenaran alibinya, sebaliknya H&.rmw
Terlapor dengan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi yang sekaligus menjadi
para pihak (Kreditur dan Debitur) telah menegaskan bahwa sesungguhnya
Pelapor hadir pada saat penandatanganan akta tersebut, maka haruslah
dinyatakan bahwa alibi Pelapor tidak dapat diterima.

Bahwa hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Noﬁm
Kupang terhadap pihak Pelapor, dan pihak Terlapor maupun para mmu.nmw
telah dipandang cukup menjadi bahan pertimbangan dalam ﬁmm@.m. ini
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Majelis Pemeriksa
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Notaris Kota Kupang Nomor: 07/B/Mj.PDN/XI/2008 tanggal 10 November
. 2008.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam kesimpulan ini maka segala
sesuatu yang terjadi di dalam pemeriksaan, dicatat dalam berita acara sidang

dan dianggap telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita
Acara Kesimpulan Hasil Pemeriksaan ini.

Menimbang, bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Nusa
Tenggara Timur telah pula melakukan pemeriksaan dalam persidangan
Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada
Pelapor dan Terlapor, serta telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun
mempertimbangkanfakta-fakta hukumberdasarkanBerita Acara Pemeriksaan
Majelis Pengawas Daerah Kota Kupang dan pemeriksaan terhadap bulkti-
bukti yang diajukan, Majelis Pemeriksa Wilyah Notaris Provinsi Nusa
Tenggara Timur mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa laporan Pelapor mengenai adanya tanda tangan palsu dan
keterangan bohong pada beberapa surat/akta Notaris terperkara yang
diduga telah dilakukan olah Terlapor tidak tepat dan tidak ada kaitannya
dengan tugas-tugas yang secara nyata dikerjakan oleh Terlapor yang hanya
membukukan dan mendaftarkan surat/melegalisasikan penandatanganan
surat/akta Pemberian Hak Tanggungan tertanggal 26 April 2006, dan
menyaksikan penandatangan dan mengesahkan/melegalisasikan surat/
akta Perjanjian Kredit tertanggal 26 April 2006;

2. Bahwa keterangan dan pernyataan sikap tegas Pelapor di depan Majelis
Pemeriksa yang menyebut orang lain (saudara Ventje Yapola, suami
Pelapor sendiri) sebagai pelaku pemalsuan tandatangannya dan pembuat

- keterangan bohong.di dalam surat/akta yang menjadi objek perkara,
menjadi dasar pertimbangan bagi Maijelis Pemeriksa <§m%mr dalam
membuat kesimpulan hasil pemeriksaan;

3. Bahwa gambaran mengenai perilaku Terlapor sebagai Notaris di dalam
menjalankan tugas jabatannya berkaitan dengan beberapa surat/akta
terperkara sudah menunjukkan suatu etikad baik dan profesionalisme
kerja yang standar sesuai ketentuan undang-undang dan harapan
masyarakat, sehingga tidak ditemukan adanya suatu pelanggaran Kode
Etik maupun pelanggaran ketentuan undang-undang dalam pelaksanaan
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jabatan Notaris yang dilakukan oleh Terlapor dalam wmww%,m ind;-

4. Bahwa dengan tidak dipertahankannya kebenaran wmmuoﬁb ﬁ@.mmw
oleh Pelapor dihadapan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan tidak &w@mﬁ

dibuktikan adanya suatu pelanggaran yang dilakukan oleh .H.mamﬁop,.

dalam pelaksanaan jabatannya sebagai Notaris, maka oleh karenanya
laporan Pelapor terhadap Terlapor dinyatakan ditolak;

Bahwa terhadap hasil pemeriksaan tersebut, Pengaju Keberatan (Pelapor)
telah mengajukan keberatan tertanggal 21 Nopember 2008 yang diterima
pada tanggal 2 Desember 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Kupang telah menarik
kesimpulan yang tidak sesuai dengan substansi laporan klien kami
tanggal 20 Juni 2008. Dalam surat itu, begitu juga dalam keterangan
Pelapor di persidangan, Pelapor memang tidak pernah menuduh Sdr.
Notaris/PPAT EMANUEL MALI SH sebagai pihak yang melakukan
pemalsuan tandatangan klien kami, tetapi mﬁ.mmmb keras Pelapor tentang
pelaku pemalsuan tandatangannya adalah saudara Vantje Yapola, tetapi
peran saudara Notaris/PPAT EMANUEL MALI, SH adalah melancarkan
lolosnya pemalsuan tandatangan tersebut, karena adalah sangat tidak
masuk akal bila Pelapor pada waktu itu benar-benar hadir dihadapan
Sdr. Notaris/PPAT EMANUEL MALI, SH tetapi secara kasat mata
tandatangan yang dibubuhkan baik pada Minuta Akta Pemberian Hak
Tanggungan No. 178/MLF/HT/2006 tanggal 26 April 2006 maupun
pada surat Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2006 berbeda jauh
dengan yang ada di KTP Pelapor, tetapi Sdr. Notaris/PPAT EMANUEL
MALL, SH telah dengan sengaja melakukan pelanggaran-terhadap prinsp

duty eare kepatutan dan kehati-hatian dalam tugas sebagai Notaris/PPAT

profesional sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan;

2. Bahwa sekarang tandatangan Pelapor tersebut sudah dapat kami

pastikan, sehingga bukan lagi merupakan dugaan, melainkan secara sah
dan meyakinkan memang sudah dinyatakan sebagai tandatangan yang
palsu/non identik dengan tandatangan asli Pelapor oleh Laboratorium
Forensik POLRI Denpasar sebagai terbukti dari Berita Acara Pemeriksaan
Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No. LAB:391/
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DTF /2008, tanggal 14 Agustus 2008 (bukti terlampir);

Bahwa terhadap keberatan tersebut, Teraju Keberatan (Terlapor) telah

memberikan tanggapannya tertanggal 05 Desember 2008 yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Terlapor Majelis Pemeriksa Daerah Notaris Kota Kupang
telah melakukan pemeriksaan secara cermat, teliti dan akurat dan
tidak berpihak, oleh karena untuk menarik kesimpulan tersebut telah
didahului dengan beberapa kali persidangan yang antara lain melakukan
pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, dokumen-dokumen yang terkait
juga mengambil keterangan/memeriksa dari pihak BCA Cabang Kupang
dan Tn. Vantje Yapola yang adalah juga suami sah Pelapor;

2. Bahwa dugaan terlapor meloloskan tandatangan” yang diduga palsu
adalah tidak mendasar oleh karena acuan yang dipakai adalah

beberapa tandatangan yang memang berbeda satu sama lain (fotocopy
sebagaimana terlampir) dan yang lebih penting adalah secara fisik Ny.
LILIY L. TANJUNG hadir bersama suaminya Tn. Vantje Yapola pada saat
penandatangan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Perjanjian
Kredit di Kantor BCA Cabang Kupang pada tanggal 26 April 2006;

3. Bahwa tentang pelaksanaan penandatangan akta telah diatur dalam Pasal

44 ayat (1) dan ayat “4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris yanag berbunyi:

Ayat (1) segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh
setiap penghadap, saksi dan Notaris, kecuali ada penghadap yang tidak
membubuhkan tandatangan dengan menyebutkan alasannya,

Ayat (4) vm.n:mmnwm? wm&m,amﬁmrmﬂ atau penjelasan dan penandatan ganan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan
secara tegas pada akhir akta, s

ditandatangani oleh para pihak saksi-saksi dan PPAT yang bersangkutan,
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Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa ngﬁm tidak .
berkewajiban untuk membandingkan setiap tandantangan klien yang datang
- membutuhkan jasa Notaris. Hal yang wajib dilakukan oleh Notaris adalah

membacakan dan menyaksikan proses penandatangan akta dihadapan
Notatis dengan dihadiri oleh para pihak dan saksi-saksi, untuk memenuhi
kekuatan pembuktian formal dari akta yang bersangkutan.

Bahwa pernyataan Pelapor tentang tandatangan tersebut adalah palsu
adalah tidak benar, dan oleh karena pernyataan dari Lab. Forensik Denpasar
menyatakan non identik tidak dapat diartikan sebagai tandatangan palsu,
tetapi fidak sama atau tidak identik dengan tandatangan pembanding
lainnya;

Bahwa untuk membuktikan laporannya, Pengaju Keberatan' (Pelapor)
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2006 Pengaju Keberatan (Pelapor) tidak hadir
dalam penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Perjanjian
Kredit antara Bank Cental Asia Cabang Kupang dengan kreditur dan

Vantje Yapola (suami Pelapor) berada di Bali dan lebih banyak berada di
Jakarta;

2. Bahwa Pengaju Keberatan (Pelapor) tidak dapat menunjukan bukti tiket

pesawat tentang kepergiannya ke Bali dan Jakarta tetapi ada 3 (tiga) orang

yang mengetahui bahwa Pengaju keberatan (Pelapor) tidak berada di
Kupang;

3. Bahwa pada akta Pemberian Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit
tersebut tercantum nama dan tanda tangan Pengaju Keberatan (Pelapor);

4. Bahwatanda tangan yang tertera dalam Akta PemberianHak Tanggungan -

dan Perjanjian Kredit tersebut adalah dipalsukan oleh Ventje Yapola;

5. Bahwa peran Teraju Keberatan (Terlapor) adalah melancarkan lolosnya
pemalsuan tanda tangan tersebut dengan tidak mempermasalahkan
adanya perbedaan tanda tangan antara tercantum dalam akta Pemberian

Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit dengan tercantum pada KTP
Pengaju Keberatan (Pelapor);

Bahwa selanjutnya Pengaju Keberatan (Pelapor) telah mengajukan hasil
Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.LAB: 391/
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DTF /2008, tanggal 14 Agustus 2008 dari Labfor POLRI Denpasar yang intinya

meriyatakan pada specimen tanda tangan yang diajukan sebagai barang bukti
untuk diperiksa ternyata tidak otentik;

Bahwa untuk membuktikan sanggahan atau tanggapan atas laporan
Pengaju Keberatan (Pelapor), Teraju Keberatan (Terlapor) telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2006 Pengaju Keberatan (Pelapor) hadir
dalam penandatanganan Akta Pemberian Hak tanggungan dan Perjanjian

Kredit antara Bank Central Asia Kupang sebagai Kreditur dan Ventje

Yapola (suami Pengaju Keberatan./ Pelapor) bertempat di Kantor BCA
Kupang;

19

. Bahwa tanda tangan Pengaju Keberatan (Pelapor) dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan dan Petjanjian Kredit tersebut adalah benar-benar di
tanda tangani sendiri oleh Pengaju Keberatan (Pelapor) dan tidak ada

kewajiban bagi Teraju Keberatan (Terlapor) untuk membandingkan tanda
tangan;

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris maka segera setelah akta dibacakan , akta
tersebut ditanda tangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris;

4. Bahwa penandatanganan Akta Permberian Hak Tanggungan dan Perjanjian
Kredit tersebut telah sesuai dengan asas kepatutan dan kehati-hatian
sesuai dengan sumpah jabatan;

Bahwa  selanjutnya Pengaju Keberatan (Pelapor) dan pihak Teraju
Keberatan (Terlapor) memohon untuk dijatuhkan Putusan,

Bahwa segala sesuatu ‘Yang termuat dalam Berita Acara Sidang adalah

satu kesatuan dengan putusan ini dan karena ita telah turut dipertimbangkan
dalam putusan ini;

Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur .

m&mgwommﬁmﬁmmbﬁmgmnwm.mmbBmH_ucmw pertimbangan hukum sebagai
berikut: _

1. Bahwa maksud dan tujuan pengajuan keberatan Pelapor sebagaimana
telah diuraikan diatas;

2. Bahwa pengajuan keberatan telah disampaikan dalam wakty yang telah
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ditentukan oleh g@mnm.gmmbm dan karena ity telah Em.n..gc? m.%m,mw
formil pengajuan keberatan; .

. Bahwa setelah mencermati fakta persidangan maka yang menjadi pokok

permasalahan adalah “Apakah Teraju Keberatan (Terlapor) telah dengan
sengaja melakukan pelanggaran terhadap prinsip duty care, kepatutan,
dan kehati-hatian dalam tugas sebagai seorang Notaris /PPAT?”

- Bahwa latar belakang dari pokok permasalahan diatas adalah disinyalir

adanya pemalsuan tanda tangan Pengaju Keberatan (Pelapor) oleh Ventje
%m@owm, yang adalah suami dari Pengaju Keberatan (Pelapor) dan Teraju
Keberatan (Terlapor) disinyalir telah dengan sengaja melancarkan lolosnya
pemalsuan tanda tangan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan
Perjanjian Kredit antara Bank Central Asia Kupang dan Ventje Yapola;

. Bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah tidak sependapat dengan kesimpulan

/ hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah yang pada pokoknya
menyatakan bahwa Teraju Keberatan (Terlapor) tidak terbukti melakukan
perbuatan yang didalilkan Pengaju Keberatan (Pelapor) dan karena itu
laporan tersebut harus di tolak;

Pemeriksa Wilayah berpendapat bahwa untuk
membuktikan apakah Teraju Keberatan (T erlapor) telah dengan sengaja
melancarkan lolosnya pemalsuan tanda tangan Pengaju Keberatan
(Pelapor) dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit
maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan bahwa tanda tangan yang
tercantum atas nama Pengaju Keberatan (Pelapor) dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit tersebut adalah Palsu;

. Bahwa untuk membuktikan tanda tangan .yang tercantum atas nama

Pengaju Keberatan (pelapor) dalam Akta pemberian Hak Tanggungan dan
Perjanjian Kredit tersebut palsu adalah kewenangan Pengadilan Negeri
Klas I A Kupang; .

. Bahwa selama berlangsungnya persidangan, pihak Pengaju Keberatan

(Pelapor) tidak dapat membuktikan bahwa tanda tangan yang tercantum
atas nama Pengaju Keberatan (Pelapor) dalam Akta Pemberian Hak
Tanggungan dan Perjanjian Kredit adalah Palsu yaitu melalui suatu
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; .

. Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang
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Bukti Dokumen No.LAB 391 /DTF/2008, tanggal 14 Agustus 2008 dari
Laboratorium Forensik POLRI Denpasar yang intinya menyatakan
pada specimen tanda tangan yang diajukan sebagai barang bukt untuk
diperiksa ternyata tidak identik, Majelis Pemeriksa S.mmw.m: berpendapat
bahwa hasil Laboratorium forensik hanya menunjukan identik atau tidak
identiknya specimen tanda tangan dati beberapa contoh tanda tangan
yang diteliti dan bukan tentang palsu atau tidaknya suatu tanda tangan,
karena itu hasil Laboratorium forensik tersebut mmn%m ‘memberikan
petunjuk tentang tidak identiknya beberapa specimen tanda tangan atas
nama Pengaju Keberatan (Pelapor); . _

10. Bahwa dikarenakan PengajuKeberatan (Pelapor)tidak dapatmembuktikan
wmwim tanda tangan atas namanya yang tercantum dalam Akta Pemberian
Hak Tanggungan Nomor: 178/MLF/HT/1V/2006-dan Perjanjian Kredit
Nomor : 016/PK/KPG/IV/2006 - melancarkan lolosnya Ppemaléitan

~ tanda tangan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Perjanjian
Kredit antara Bank Central Asia Kupang dan Ventje Yapola belum dapat
dipertimbangkan pula oleh Majelis Pemeriksa Wilayah;

11.Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pengaju Keberatan (Pelapor)
haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap
dalam persidangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa
Tenggara Timur, dan berdasarkan ra

. i pat permusyawaratan Majelis
Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur, mermutuskan:

1. Menerima permohonan keberatan pengaju keberatan,

2. Membatalkan kesimpulan/hasil kesimpulan Pemeriksaan Majelis
Pemeriksa Daerah Notaris Kota Kupang, -

3. Menyatakan keberatan pengaju keberatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :. 01 /MPWN/NTT/2009
tertanggal 6 Februari 2009 yang diajukan keberatan oleh Hummmu.oﬂ. sekarang
Pembanding menyampaikan Memori Banding tanggal 12 Maret 2009 kepada
Majelis Pengawas Pusat Notaris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan atas keputusan tersebut sudah Pelapor/ vmn&mu&hw
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kemukakan langsung ke hadapan Majelis Pengawas Smwwm_mmzm,ﬂmam _

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tanggal 6 Februari 2009, yaitu sesaat .

setelah dibacakannya keputusan tersebut oleh Majelis Pengawas Wilayah
Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan demikian Keberatan/
Banding tersebut dilakukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana
di tentukan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.01 tahun 2004 tentang
Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas
Notaris;

2. Bahwa dalam keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi

Nusa Tenggara Timur ternyata dipakai irah-irah “ Demi Keadilan..

Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Fsa” sedangkan dalam putusan
Majelis Pemeriksa Daerah di pakai irah-irah “ Dengan Rachmat
Tuhan Yang Maha Esa”. Pertama, hal ini menunjukan adanya ketidak
konsistenan penggunaan irah-irah dari suatu lembaga pengawas Notaris
tersebut. Kedua, irah-irah tersebut mempunyai makna, implikasi dan
konsekuensi hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketiga,
menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan
Notaris, Majelis Pengawas hanyalah organ yang dibentuk Menteri
untuk melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, maka dengan
demikian berarti Majelis Pengawas Notaris bukan institusi pengadilan
dan karenanya tidak berhak menggunakan irah-irah “ Demi Keadilan
Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”. Karena berdasarkan hukum
yang berlaku, irah-irah tersebut hanya dapat digunakan oleh lembaga
pengadilan dan bukan organ Menteri.

" Bahiva .mowcw..ﬁowow memori vmbm:.,m tethadap keputusan Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/
MPWN/NTT/2009 tertanggal 6 Februari 2009, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya di alinea 3 (hal 8) Majelis

Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan
: “menimbang bahwa setelah mencermati fakta-fakta persidangan maka
yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Terlapor dengan
sengaja melakukan pelanggaran terhadap prinsip duty care, kepatuhan
dan rmvwml_rmmm& dalam tugas sebagai seorang Notaris/PPAT?” .
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2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya di alinea 4 (hal 8 ) Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan:
“ menimbang bahwa latar belakang dari pokok permasalahan d atas
adalah disinyalir adanya pemalsuan tanda tangan Pelapor oleh Ventje
Yapola yang adalah suami dari Pelapor disinyalir telah dengan sengaja
melancarkan lolosnya pemalsuan tanda tangan dalam akta pemberian

hak tanggungan dan perjanjian kredit antara Bank BCA Cabang Kupang
dan Ventje Yapola”;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya di alinea 5 (hal 8) Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan;
menimbang bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah tidak sependapat dengan
.rmmmHﬁEmd,H hasil Pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah yang pada

- " pokdkiiya menyatakan Terlapor/ Terbanding tidak terbukti melakukan

perbuatan yang didalilkan Pelapor / Pembanding dan karena itu laporan
tersebut harus ditolak “;

4. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya di alinea 6 (hal 8) Majelis
Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatakan
: “ Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa Wilayah berpendapat bahwa
untuk membuktikan apakah Terlapor telah dengan sengaja melancarkan
Iolosnya pemalsuan tanda tangan Pelapor dalam Akta Pemberian hak
Tanggungan dan Perjanjian Kredit maka terlebis dahulu haruslah dibuktikan
bahwa tanda tangan yang fercantum atas nama pengaju keberatan dalam &cﬁ_
pemberian hak tanggungan dan petjanjian kredit adalah palsu”.

Bahwa Hu&mwow\wmb.&mﬁmmﬁm tidak sependapat dengan pertimbangan
hukum Majelis Pengawas Wilay. |

ah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur
pada alinea ke enam tersebut, karena secara materiil dan substansial
pertimbangan hukum tersebut tidak bersesuaian dengan pertimbangan
hukum alinea 3,4,dan 5;

Bahwa isi dan esensi pertimbangan hukum alinea 34 dan 5 kami
pandang sudah tepat, namun dengan adanya Wmﬁmn_vmb.mmb hukum alinea
6, khususnya pada anak kalimat “ Terlebih dahulu haruslah dibuktikan
bahwa tanda tangan yang tercantum atas narma Pengaju Keberatan dalam
akta pemberian hak tanggungan dan perjanjian kredit adalah palsu” tersebut,
maka HumHmHuca\Wmbmn&w..m berpendapat bahwa Majelis Pemeriksa mmnmwm
halus telah membelokkan logika dan pokok permasalahan sedemikian rupa,
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sehingga dengan cara tersebut Majelis Pemeriksa memilki celah masuk untuk
mengambil kesimpulan yang salah dan menyesatkan, yaitu menggeser.
masalah kepada beban pembuktian palsu/tidaknya tanda tangan, padahal
persoalan tersebut jelas bukan konteks diajukannya keberatan oleh Pelapor/
Pembanding ;

Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum tersebut menjadi terlalu
melebar dan tidak proposional. Seharusnya yang Smﬂ_.m._& fokus perhatian
Majelis Pememriksa Wilayah adalah tentang duduk masalah sebagaimana
yang Pelapor/Pembanding uraikan dalam butir 1 alasan banding, tanggal 21
November 2008, yaitu pada intinya mempertanyakan:

- - Mengapa bila Terlapor/Terbanding keberatan disatu sisi dengan yakin
menyatakan bahwa-pada saat penandatangan Akta Pemberian Hak
Tanggungan Nomor: 178/MLF/HT/2006 tanggal 26 April 2006 dan
Perjanjian Kredit Nomor: 016/PK/ KPG/1V/2006 tanggal 26 April
2006, Pelapor/Pembanding ikut hadir, disisi lain ternyata Pelapor/
Pembanding membubuhkan tanda tangan yang secara kasatmata bukan
hanya berbeda tapi sangat berbeda dengan tanda tangannya yang ada di
KTP, tetapi Terlapor/Terbanding tidak mempermasalahkan perbedaan
tanda tangan itu;

- Pasal16 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris mengatakan: ” Dalam menjalankan jabatannya, Notaris
berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri dan tidak berpihak dan
menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum”. Dengan
adanya perbedaan tersebut, dapatkan Terlapor/ Terbanding dipandang
telah bertindak jujur, saksama mandiri dan menjaga kepentingan pihak
terkait?

- Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan

Notaris mengatakan: "Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau
diperkenalkan kepadanya oleh..”, ayat (3) mengatakan “Pengenalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam
akta”. Jika Terlapor/Terbanding sungguh sudah mengenal Pelapor/
Pembanding bagaimana mungkin ia tidak mempermasalahkan terhadap

perbedaan tanda tangannya tersebut. Jadi apakah sungguh keterangan

Terlapor/Terbanding  sudah mengenal Pelapor/ Pembanding dan
memastikan yang bersangkutan hadir pada saat penandatanganan Akta
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Pemberian Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit tanggal 26 April 2006
dapat dipertanggung jawabkan?:

Bahwa selain itu juga baik nama maupun nomor KTP Pelapor/
Pembanding yang dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
juga salah yang benar adalah LILY LEONORA TANDJUNG, tetapi yang
tertulis dalam akta “LILY L. TANJUNG”. Demikian juga dengan KTP yang
benar adalah 24.5003.470565.0001 tetapi yang ditulis dalam Akta Pemberian
mmw.ﬂmbmmnﬂmmu adalah 24.5008.470565 .0001;

Bahwa nama Pelapor/ Pembanding Ny. LILY LEONORA TANDJUNG
yang ada dalam halaman akhir Perjanjian Kredit, ditempatkan sebagai
DEBITOR tetapi hanya ditulis tangan dan dengan tanda tangan yang bukan
rubwm berbeda tetapi sangat berbeda dengan tanda tangannya u.wmbm ada di
KTP ternyata tidak ikut disahkan oleh NOTARIS/PPAT EMMANUEL MALI,
SH padahal tanda tangan suami Pelapor/Pembanding VENTJE YAPOLA
disahkan oleh Terlapor/ Terbanding NOTARIS/PPAT EMMANUEL MALL
SH. Bukankah anomali ini juga merupakan sebab yang meyakinkan untuk
menilai Terlapor/ Terbanding Notaris /PPAT EMMANUEL MALI SH telah
melanggar pasal 16 ayat 1 huruf a U 30/2004 tentang Jabatan Notaris?

Bahwa menurut pandangan hukum HumHmﬁou\Humﬁvmmem. adanya
perbedaan-perbedaan dalam hal tanda tangan, nama dan no KTP dalam
suatu akta otentik yang dibuatnya, sudah cukup membuktikan secara sah
dan meyakinkan tentang kesalahan HmHHmﬁOH\Hmwwmsnw.nm Notaris/PPAT
EMMANUEL MALILSH yang sangat fatal dan materiil sekali sifatnya, karena
dengan adanya perbedaan perbedaan tsb mengakibatkan akta otentik yang
dibuatnya itu memiliki cacat yuridis formil yang berakibat lebih lanjut
harus batal demi hukum, tanpa perlu kesalahan itu dibuktikan lebih duluy,
Juga apakah tanda tangan tersebut palsu atan tidak, karena hal tsb sudah
menyangkut ranah peradilan pidana yang bukan merupakan kompentensi
absolut Majelis Pengawas Notaris. Pasal ayat (6) UU: 30/2004 tentang
Jabatan Notaris mengatakan: “Majelis Pengawas adalah suatu badan yang
mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap Notaris” ;

Bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan hukum Majelis Pemeriksa
Wilayah di alinea 9 (hal 9), Pelapor/Pembanding jelaskan bahwa maksud dan

tujuan Pelapor/Pembanding memberikan hasil uji pemeriksaan laboratoris
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keiminalistik barang bukti dokumen No LAB: 39L/DTF/2008 tanggal 14

Agustus 2008 yang dikeluarkan Labfor Polri cabang Denpasar agar Majelis -

Pemeriksa Wilayah mendapat petunjuk yang meyakinkan bahwa benar tanda
tangan Pelapor/Pembanding Ny. LILY LEONORA TANDJUNG yang ada
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit dimaksud
adalah berbeda dengan tanda tangan aslinyaseperti yang ada di KTP, sehingga
dengan demikian hal tersebut menyadarkan Majelis Pemeriksa Wilayah akan
adanya kesalahan Terlapor/Terban ding Notaris/PPAT EMMANUEL MALI
SH karena melanggar prinsip kehati-hatian dan kepatutan sebagaimana
dimaksud pasal 16 ayat (1) huruf a UU: 30/2004 tentang Jabatan Notaris dan
dalam hal ini unsur kesalahan tersebut tidak petlu dibuktikan lebih dulu

berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap -

seperti pendapat Majelis Pemeriksa Wilayah dalam pertimbangan hukumnya
dialinea 8 (hal 9), melainkan cukup bila Notaris/PPAT yang bersangkutan
adalah subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini analog
dengan doktrin dan yurisprudensi tentang perbuatan melawan hukum
menurut Pasal 1365 KUH Perdata;

Bahwasebenarnya yang patut dihargai Majelis Pemeriksa Wilayah adalah
Pelapor/Pembanding dengan dua alat bukt yang sah dan meyakinkan, yaitu
KTP, Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan tiga orang saksi sudah
mampu membuktikan bahwa tanda tangannya yang ada di Akta Pemberian
Hak Tanggungan dan Surat Perjanjian Kredit adalah berbeda atay arti yuridis
praktis palsu, dan bahwa pada bulan April 2006 Pelapor/Pembanding lebih
banyak tidak berada di Kupang, tetapi sebaliknya Terlapor/Terbanding
Notaris/PPAT EMMANUEL MALIL, SH ternyata sedikitpun tidak mampu
mempertanggungjawabkan mengapa perbedaan itu ia biarkan jika pada
saat penandatangan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Perjanjian Kredit
tanggal 26 April 2008 Pelapor/Pembanding Ny.LILYLEONORA TANDJUNG
benar- benar hadir. Dengan kata lain dengan adanya perbedaan-perbedaan
dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan maupun perjanjian kredit tersebut,
Terlapor/ Terbanding Notaris/PPAT EMMANUEL MALLI, SH ternyata tidak
mampu membuktikan bahwa dia telah menjalankan amanat undang undang
sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (Dhuruf a Undang-Undang Nomor 30
tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Bahwa Pelapor/Pembanding mencermati, bahwa Majelis Pemeriksa
Wilayah tidak memasukan Berita Acara Pemeriksaan tiga orang saksi atas
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nama Pdt. Joni Laisana, Sdr. Erwin Tandj

: . ung dan Ny. Nurma H_..nw an
Pelapor/Pembanding ajukan diawal persidangan, sebagaimana »mwnmﬂuﬂ\gum

mmm.s Berita Acara Pemeriksaan E%S\mgg&?m Nomor 03/BA/
Mj.PWN/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 €q pertanyaan butir ke 7 kedalam
-berkas Berita Acara Pemeriksaan Nomor 01/BA/ M;j.PWN/XI/2008 tanggal
6 Februari 2009. Hal ini tentu sangat merugikan w.u&mﬁon\ Humﬂvmﬂamm

karena dari keterangan tiga orang saksi tersebut secara sah dan Em:%mﬁzrmm

terungkap fakta hukum bahwa pada bulan Apri
pril 2006 Pelapor/Pembandi
memang berada di luar Kota Kupang. por/Pembanding

. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, secara nyata dan terang dapat
diketahui, bahwa dalam rangka menguatkan dalil bandingnya Hqu %.\
Pembanding sesungguhnya telah menyediakan dua alat WE&. .ﬁmzmvmmw
dan ﬂmu«mwﬁ%mﬂ_ menurut hukum yaitu alat buki berupa KTP dan hasi]
pemeriksaan Laboratotis Kriminal Labfor Cabang Bali dan tiga orang saksi. .

: Bahwa Pelapor/ Pembanding juga menolak kesimpulan Majelis Pemeriksa
Wilayah, yang pada intinya menyatakan karena ketidak mampuan Pelapor/
Pembanding membuktikan tanda tangan .dalam Akta Pemberian W.Hmr
Tanggungan dan Perjanjian itu palsu, maka Majelis Pemeriksa Wilayah
belum mm@ﬁ mempertimbangkan dalil Pelapor/Pembanding vmm\ém
Terlapor/ Terbanding telah secara sengaja melancarkan lolosnya pemalsuan
tanda tangan dalam surat-surat dimaksud di atas. Oleh karena itu Pela or/
Pembanding memohon kepada Majeli Pengawas Pusat Notaris M ar
vmawmsmﬁ melakukan pemeriksaan sendiri terhadap permohonan Gmbmw,rm

bersalah dan melanggar prinsip
atur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf

t Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Zoﬁwﬂ.mu.\ 5

‘ Emﬂﬁbﬁgm\ bahwa sampai pada saat Majelis Pemeriksa Pusat melakukan

wmgmﬁwmmmb terhadap permohonan banding dari Pelapor/Pembandin

mﬁmﬁnwn\ Terbanding tidak menyampaikan bantahan maupun HAoEMM

Aemori Banding terhadap Memori Banding Pelapor/ Pembanding,

TENTANG HUKUMNYA
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01/MPWN/NTT/2009 tertanggal 06 Februari 2009 kepada Majelis Pengawas
Pusat Notaris ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Pelapor menyatakan keberatan atas
putusan Majelis Pengawas Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
: 01/MPWN/NTT/2009 tertanggal 06 Februari 2009, sebagaimana tertera
dalam Memori Banding Pembanding yang disampaikan kepada Majelis
Pengawas Pusat yang tercatat dalam register @Q.Wmum. Nomor: M-12/
BANDING/MPPN /X/2009 tanggal 29 Oktober 2009;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding/Pelapor terhadap
putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris mempertimbangkan ketentuan
sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik. Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004

.tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota; Pemberhentian Anggota, Susunan

Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
yang menyebutkan bahwa, upaya hukum banding dinyatakan dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan
diucapkan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan banding Pembanding/
Pelapor MajelisPemeriksa Pusat Notaris terlebih dahulu mempertimbangkan,
apakah upaya hukum banding yang diajukan oleh Pembanding/Pelapor
telah sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata
Kerja dan Tata Cara Pemeriksaaan Majelis Pengawas Notaris tersebut di
atas;

Menimbang,  bahwa oleh karena putusan Majelis Pemeriksa Wilayah
Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur diucapkan dalamsidang terbuka untuk
umum pada tanggal 06 Februari 2009 sebagaimana tersebut dalam Putusan
Majelis Pengawas Wilayah Wilayah Notaris Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor 01/MPWN/NTT/2009 tertanggal 6 Februari 2009, maka berdasarkan
Pasal 33 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata
Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris tersebut diatas, Pembanding/
Pelapor menyatakan banding paling lambat tanggal tanggal 13 Februari 2009
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._ sejak putusan ditcapkan;

Menimbang, bahwa Pembanding/Terfapor menyampaikan permohonan
banding kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris tertanggal 12 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding/ Pelapor tidak
sesuai dengan ketentuan jangka waktu seba gaimana ditetapkan dalam Pasal
33 ayat (2) Peraturan Menteri ‘Hukum ‘dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: M.02.PR:08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Ketja dan
Tata Cara Pemeriksaaan Majelis Pengawas Notaris, maka oleh karena itu
permohonan Banding Pembanding haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan -

pelaksanaannya, serta berdasarkan hasil rapat musyawarah Majelis Pemeriksa
Pusat dalam memeriksa perkara banding inj, mengadili:

MEMUTUSKAN
Menyatakan menolak permohonan banding Pembanding dahulu Pelapor.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Pemeriksa
Pusat pada hari Rabu tanggal 04 November 2009, yang terdiri atas Winanto
Wiryomartani, SH, M.Hum., sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH,
MH dan Akhiar Salmi, SH, MK masing-masing sebagai anggota. Putusan
ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal
05 November 2009 oleh Majelis Pemeriksa, yang terdiri atas Winanto
Wiryomartani, SH, M.Hum.,, sebagai Ketua, Prof. Abdul Bari Azed, SH, MH
dan Akhiar Salmi, SH, MH masing-masing sebagai anggota, dibantu oleh
Andi Yulia Hertaty, SH, M.Kn. sebagai Sekretaris Majelis, yang dihadiri oleh

Pembanding dahulu Terlapor serta tidak dihadiri oleh Terbanding dahulu
Pelapor. .

Ketua,
td

Winanto Wiryomartani, SH, M.Hum,

Anggota,
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td
Prof. Abdul Bari Azed, SH, M1

Anggota,
ttd
Akhiar Salmi, SH, MH

Sekretaris Sidang
ttd

Andi Yulia Hertaty, SH, M.Kn.
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